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ABSTRAK 

 

Nama : Fitriana 

Program Studi : Magister Kenotariatan 

Judul : INTERVENSI PENGADILAN DALAM PERJANJIAN: 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG 

MENGESAMPINGKAN BESARNYA TINGKAT SUKU 

BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDY 

PUTUSAN NOMOR: 245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR.) 

 
 

Jual beli piutang mengalihkan hak tagih yang terdapat pada kreditur lama kepada 

kreditur baru. Pada perjanjian jual beli piutang yang dilakukan atas perjanjian 

kredit tahun 1998 dengan suku bunga 38% (tiga puluh delapan persen) per tahun, 

hakim memutuskan hanya sebesar 12% (dua belas persen) per tahun. Maka 

permasalahannya bagaimanakah pengaturan resiko terhadap piutang yang 

dialihkan secara cessie? apakah hakim dapat melakukan intervensi terhadap 

kewajiban debitur? dan apakah Intervensi tersebut telah sesuai dengan prinsip 

keadilan? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi 

evaluatif dan diagnostik. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa resiko 

yang timbul di kemudian hari merupakan resiko pembeli piutang karena 

perjanjian merupakan bentuk dari pengalihan resiko. Hakim dapat melakukan 

intervensi terhadap perjanjian yang bertentangan dengan keadilan atau kepatutan, 

dan intervensi ini dilakukan dengan pertimbangan rasionalitas atas pelaksanaan 

putusan ini nantinya. 

 

 

 

Kata kunci : 

Perjanjian Jual Beli Piutang, Suku bunga, Resiko dan Intervensi Hakim 
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ABSTRACT 

 

Name : Fitriana 

Program Study : Master of Notary 

Title : COURT INTERVENTION IN AGREEMENT: 

JUDGE DECISION ANALYSIS THAT OVERRIDE THE 

INTEREST RATE IN THE CREDIT AGREEMENT (STUDY 

OF DECISION NUMBER: 245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR.) 

 

Selling a receivable will divert the right bill from the old creditors to the new 

creditors. In receivable purchase agreement that use for the credit agreement in 

1998 with an interest rate of 38% (thirty eight percent) per annum, the judge 

decide only 12% (twelve percent) per annum. Thus the problems are how to do 

the risk arrangement in receivable which diverted by cessie? Is the judge can do 

an intervention on the debtor’s obligations? and Is that intervention already 

appropriate to the principles of justice? These research is the juridical normative 

with evaluative and diagnostic typology. The research has been obtained some 

conclusion as the risks that arise in future is totally being the buyer risk because 

agreement is a form of risk transfer. Judges can make interventions on the 

agreement that is contrary to justice or decency, and this intervention is done with 

consideration of the rationality of this decision implementation later. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

  Manusia pada hakekatnya membutuhkan manusia lain untuk 

bertahan hidup. Hal ini dapat kita lihat dari proses yang dilakukan oleh 

manusia untuk mendapatkan kebutuhannya, seperti kegiatan barter yang 

dilakukan oleh manusia sebelum mengenal adanya uang. Kegiatan barter ini 

terjadi berdasarkan persetujuan para pihak untuk saling menukarkan barang 

miliknya. Persetujuan yang dilakukan pada jaman itu dilakukan secara lisan 

dan selesai seketika. 

Dengan kenyataan yang telah dan semakin beragamnya kebutuhan 

manusia, maka persetujuan yang berbentuk lisan tersebut pada prakteknya 

menimbulkan masalah dalam pembuktian jika terjadi perselisihan. Apabila 

terjadi perselisihan, mereka menyelesaikan dengan jalan melihat kembali hak 

dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuatnya, jika tidak dapat diselesaikan 

secara musyawarah maka diselesaikan melalui jalur hukum. 

Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia merupakan tanah jajahan 

Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan hukum yang berlaku di Indonesia pada 

saat itu adalah hukum yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda. “Pada 

tatanan hukum Hindia Belanda, persetujuan diatur didalam buku III 

Burgerlijke Wetboek (BW). Buku III Burgerlijke Wetboek (BW) ini mengatur 

perihal perikatan, yang sebagian besarnya ditujukan pada perikatan-perikatan 

yang timbul dari persetujuan atau perjanjian”.
1 

                                                             
1
  Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal.122. 
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Mengingat saat itu Indonesia Negara yang baru merdeka dan belum 

memiliki aturan sendiri, maka dibuat ketentuan Pasal II Aturan Peralihan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala 

peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.  Pasal I Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-empat bertujuan untuk 

menghindari terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum), dalam memasuki 

masa transisi dari pemerintahan Hindia Belanda menjadi suatu negara yang 

merdeka. Atas dasar Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 

amandemen ke-empat ini, maka kita masih menggunakan buku III Burgerlijke 

Wetboek (BW) sebagai hukum positif yang mengatur mengenai perikatan. 

Peraturan peninggalan jaman Hindia Belanda ini kemudian diterjemahkan dan 

disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).  Beberapa 

ketentuan yang belum diatur dalam hukum nasional Indonesia pada saat ini, 

antara lain : Hukum Waris, Hukum Perikatan, Hukum Pidana, dan sebagainya. 

Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) 

kali, yaitu pada tahun 1999; tahun 2000; tahun 2001 dan tahun 2002. 

Terdapat satu asas yang penting dalam perihal perikatan, yaitu 

kebebasan berkontrak atau pada  Pasal 1338 Kitab Undang - Undang  Hukum  

Perdata  (KUHPer), disebut asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini menyatakan 

bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa kita diberikan 

kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja; kapan saja; dan untuk 

objek apa saja, asal saja tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu 

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan tidak melanggar undang-undang; kesusilaan; atau ketertiban 

umum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 
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Pada tahun 1996, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang 

menimbulkan dampak besar pada perekonomian negara. Kesulitan ekonomi 

ini menyebabkan banyak orang meminjam uang di bank, walaupun dengan 

suku bunga yang sangat tinggi. Hal ini terus berlanjut sampai dengan “tahun 

1998 dimana pada saat itu bahkan suku bunga mencapai puncaknya pada 

angka 48% (empat puluh delapan persen) per tahun”.
2 
Selain kesulitan itu 

dialami masyarakat, ternyata pihak bank juga mengalami krisis ekonomi serta 

krisis kepercayaan dari para nasabahnya. Hal ini dapat dilihat dari tindakan 

masyarakat yang rela mengantri berhari-hari untuk dapat menarik uangnya di 

bank. Hal ini menyebabkan banyak bank yang tidak dapat bertahan dan 

akhirnya harus di likuidasi. 

Pada tanggal 27 Januari 1998, PT. Bank Bahari Cabang Hayam 

Wuruk memberikan fasilitas kredit kepada Woen Hon Fen, dengan 

berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/V/98 tanggal 2 Mei 

1998 jo Akta  Surat Hutang Nomor 107 tanggal 27 Januari 1998.
3
 

Dalam rangka restrukturisasi di sektor keuangan dan perbankan serta 

penyelesaian kredit macet, maka pemerintah Republik Indonesia dan otoritas 

keuangan dan perbankan Indonesia (Bank Indonesia) telah menetapkan Bank 

Bahari sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan selanjutnya seluruh 

asset  yang ada termasuk piutang berikut segala jaminannya dialihkan terlebih 

dahulu kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan 

Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP-99/BPPN/0600 

tertanggal 08 Juni 2000 jo Nomor SP-136/BPPN/0401 tanggal 6 April 2001, 

yang selanjutnya dialihkan lagi kepada PT. Bank Bukopin berdasarkan 

Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 14 Mei 2003, dan terakhir dialihkan 

kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.140 dan 

                                                             
2
 Anonim, “Mengapa Sektor Riil Belum Lancar”, Suara Merdeka, 16 Juli 2003, hal. 

5. 

 
3
 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Nomor:245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR., 

hal.2. 
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Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No.141, keduanya tertanggal 30 

Agustus 2006.
4 

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Jual Beli Piutang No.140 

dinyatakan bahwa “PEMBELI telah menyampaikan Surat Penawaran Untuk 

Membeli Piutang kepada BUKOPIN, BUKOPIN setuju untuk menjual 

Piutang kepada PEMBELI dengan menyampaikan  Surat  Persetujuan  

Pembelian  Piutang dan PEMBELI setuju untuk membeli piutang dari 

BUKOPIN dengan keadaan sebagaimana adanya (as is) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2.3”. Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Jual Beli Piutang  

No.140 memberikan kuasa kepada pembeli (dalam hal ini Efri Jhonly) untuk 

meminta pelunasan hutang kepada Woen Hon Fen, sesuai dengan ketentuan 

yang telah disepakati pada Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/V/98 

tanggal 02 Mei 1998 jo Akta Surat Hutang No.107 tanggal 27 Januari 1998. 

Akta Perjanjian Kredit No. IB/TP/HWK/ BB/V/98 tanggal 02 Mei 1998 jo 

Akta Surat Hutang No.107 tanggal 27 Januari 1998 yang dibuat dihadapan 

Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH/ Notaris di Jakarta dengan kondisi dan 

ketentuan sebagai berikut: 
 

Pokok Rp. 250.000.000,- (fasilitas Pinjaman Rekening Koran) 

 Rp. 150.000.000,- (fasilitas Pinjaman Tetap Atas Permintaan) 

 Rp. 100.000.000,- (fasilitas Pinjaman Tetap Atas Permintaan) 

Bunga 38% (fasilitas PRK & PTP) 

Denda 3% Per bulan dari kewajiban yang tertunggak 

Jangka waktu 27 Januari 1998 sampai dengan angsuran terakhir tanggal 02 

Mei 1998 

Dalam Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/V/98 tanggal 02 

Mei 1998 jo Akta Surat Hutang No.107 tanggal 27 Januari 1998, suku bunga 

yang disepakati pihak Woen Hon Fen dengan PT. Bank Bahari Cabang 

                                                             
4
  Ibid., hal. 4. 
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Hayam Wuruk adalah sebesar 38%. Per tanggal 30 Agustus  2006 jumlah 

hutang Woen Hon Fen yang telah dialihkan hak tagihnya kepada Efri Jhonly 

sebesar 4.318.494.306,77,- (empat milyar tiga ratus delapan belas juta empat 

ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam koma tujuh puluh tujuh 

rupiah). Tanggal 28 Juni 2007 Efri Jhonly mendaftarkan surat gugatannya ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dikarenakan Woen Hon Fen sudah terlalu 

lama wanprestasi dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan 

kewajibannya.
5
 

Woen Hon Fen yang telah dipanggil secara patut untuk datang 

menghadap persidangan ternyata tidak hadir,sehingga pada tanggal 23 

Oktober 2007 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan 

untuk mengabulkan gugatan penggugat (Efri Jhonly) untuk sebagian dengan 

verstek. Besarnya jumlah hutang yang diputuskan oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Rp 1.048.569.779,38 (satu miliar 

empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus 

tujuh puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah).
6 
Hal ini karena bunga 

sebesar 38% per tahun yang diperjanjikan di Akta Perjanjian Kredit 

No.IB/TP/HWK/BB/V/98 tanggal 02 Mei 1998 jo Akta Surat Hutang No.107 

tanggal 27 Januari 1998, besarnya bunga dirasakan Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga 

besarnya bunga haruslah disesuaikan dengan bunga bank secara umum yang 

besarnya 12% (dua belas persen) per tahun.
7
 Kewenangan hakim untuk 

memberikan putusan  kurang dari yang digugat oleh  penggugat, sesuai 

dengan ketentuan  Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat”. 

                                                             
5
  Ibid., hal. 1. 
 

6  Ibid., hal. 14. 

 
7
  Ibid., hal. 12. 
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Namun bagaimana jika dilihat dari pertimbangan hukum positif yang 

mengatur perihal perikatan sampai saat ini masih mengacu kepada buku III 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada Pasal 1338 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi  

mereka yang membuatnya. Pada kasus perjanjian jual beli piutang No.140 dan 

Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 141, kedua belah pihak telah 

sepakat untuk melakukan jual beli piutang dengan keadaan sebagaimana 

adanya (as is). Dengan dilakukannya perjanjian jual beli piutang secara as is, 

berarti pihak Efri Jhonly mempunyai kewenangan untuk  meminta   pelunasan 

hutang dengan bunga sebesar 38% (tiga puluh delapan persen), seperti yang 

telah diperjanjikan di dalam Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/ V/98 

jo Akta Surat Hutang No.107. Hal ini dimungkinkan karena saat perjanjian 

hutang piutang tersebut dilakukan dengan bunga bank secara umum pada 

tahun 1998 tidak sama dengan bunga bank secara umum yang berlaku tahun 

2007, yaitu 12% per tahun. 

Mengingat krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu, Bank Indonesia 

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

30/266/KEP/DIR dalam pasal 6 menyatakan bahwa maksimum suku bunga 

simpanan pihak ketiga bank ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima 

persen) dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia saat itu yaitu 22% (dua 

puluh dua persen), sehingga batas maksimum suku bunga simpanan pihak 

ketiga bank adalah 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen). Sedangkan 

untuk suku bunga kredit tidak diatur secara pasti oleh Bank Indonesia, tetapi 

pada umumnya suku bunga kredit minimal 4% (empat persen) lebih tinggi 

dari suku bunga simpanan pihak ketiga bank karena adanya biaya intermediasi 

dari bank, seperti biaya overheat, biaya resiko dan marjin laba. Untuk masa 

krisis ini biaya resiko yang dibebankan dapat dipastikan lebih tinggi 

dibandingkan nilai yang biasanya dibebankan pada situasi normal, sehingga 

banyak bank yang memberikan pinjaman kredit dengan suku bunga mencapai 

38% (tiga puluh delapan persen). 
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Gugatan ini berawal dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 

debitur yang melakukan pinjaman kredit pada tahun 1998. Pihak debitur tidak 

memenuhi kewajibannya hingga akhirnya pihak kreditur harus mengajukan 

gugatan pada tahun 2007 untuk mendapatkan pelunasan piutang tersebut. Hal 

ini seharusnya juga dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara, 

dikarenakan pihak debitur sebagai pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian 

yang telah disepakati bersama seharusnya dihukum, dimana dengan 

kesepakatan awal ditentukan yaitu adanya denda 3% (tiga persen) diluar 

hutang pokok dan bunga yang menjadi kewajiban dari debitur sejak awal. 

Sumber hukum di Indonesia terdiri dari undang-undang, kebiasaan, 

yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Hakim dalam 

memutuskan suatu perkara harus terlebih dahulu mencari hukumnya dalam 

undang-undang.  Jika ternyata hal yang berkaitan dengan sengketa tersebut 

belum diatur dalam undang-undang, maka hakim berusaha mencari di sumber 

hukum yang lainnya, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.  

Tetapi jika hal tersebut telah diatur dalam undang-undang, maka hakim wajib 

memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan dalam undang-

undang tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dibuatlah tesis dengan judul 

“Intervensi Pengadilan Dalam Perjanjian: Analisis Putusan Hakim Yang 

Mengesampingkan Besarnya Tingkat Suku Bunga Dalam Perjanjian Kredit 

(Study Putusan Nomor: 245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR.)” 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

     Dengan mengacu kepada latar belakang maka diperoleh pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan resiko terhadap piutang yang dialihkan secara 

cessie? 
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2. Apakah hakim dapat melakukan intervensi terhadap kewajiban debitur 

yang hutangnya telah dialihkan secara cessie? 

3. Apakah Intervensi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 

245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR telah sesuai dengan prinsip keadilan? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji dan memperoleh gambaran 

mengenai pihak-pihak mana di dalam perjanjian yang akan dibebankan 

atas resiko yang timbul dari pengalihan piutang yang dilakukan secara 

cessie. 

2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, menganalisa dan memperoleh 

suatu gambaran mengenai kewenangan hakim dalam melakukan intervensi 

untuk memutuskan suatu perkara dan menentukan Nilai Suku Bunga suatu 

perjanjian kredit untuk menciptakan penilaian yang wajar, memberikan 

keadilan bagi para pihak dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian Hukum Normatif dengan tipe penelitian evaluatif dan diagnostik. 

Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara mencari data melalui bahan-bahan pustaka atau disebut juga data 

sekunder, seperti: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

yang digunakan sebagai landasan hukum.  Bahan  hukum primer 

ini terdiri dari: 
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a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:245/PDT.G/ 

2007/PN.JKT.BAR 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan–bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, akta 

pejanjian, serta data dari internet dan koran yang berhubungan 

dengan kasus perjanjian jual beli piutang yang bertujuan untuk 

membandingkan landasan hukum dan mendapatkan landasan teori 

untuk penelitian, seperti: 

a. “Hukum Perdata Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum 

Perdata” karangan Wahyono Darmabrata. 

b. “Hukum Perbankan Nasional Indonesia” karangan 

Hermansyah. 

c. “Pokok-pokok Hukum Perdata” karangan Subekti. 

d. “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” karangan 

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartiwinata 

e. “Hukum Acara Perdata “ karangan M. Yahya Harahap 

f. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang PT. Bank Bukopin,Tbk dan 

Tuan Efri Jhonly, “Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 

140” dikeluarkan oleh Sjarmeini S. Chandra. 

g. Artikel Koran Suara Merdeka, “Mengapa Sektor Riil Belum 

Lancar”. 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang nemberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum untuk 

mencari definisi yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Untuk menyempurnakan tesis ini, selain mengumpulkan data melalui 

studi normatif penulis juga berusaha mengumpulkan data primer dengan cara 
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wawancara dengan ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

yang memutuskan perkara gugatan ini dan wawancara dengan pihak kreditur 

yaitu Bapak Efri Jhonly. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif 

sehingga hasil dari penelitian ini berbentuk yuridis normatif. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan tesis ini penulis lakukan terhadap resiko yang 

muncul pada piutang yang dialihkan secara cessie serta intervensi yang 

dilakukan oleh Hakim, yang didasari oleh peraturan kekuasaan kehakiman 

yang digunakan oleh hakim dalam putusannya untuk menyimpangi peraturan 

perundang-undangan lainnya serta asas-asas yang terdapat dalam suatu 

perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

- Bab I (satu) merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab. 

Sub bab pertama membahas latar belakang, sub bab kedua membahas 

pokok permasalahan, sub bab ketiga membahas tujuan penelitian, sub bab 

keempat membahas metode penelitian, sub bab kelima ruang lingkup 

penelitian dan sub bab keenam membahas sistematika penulisan. 

- Bab II (kedua) berisi tinjauan hukum terhadap hukum perjanjian dan 

pengalihan piutang dengan melihat pada ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku serta asas-asas yang terkandung di dalamnya serta 

keterkaitannya dengan beberapa bidang hukum lainnya yang juga patut 

untuk dipertimbangkan. 

- Bab III (ketiga) merupakan penutup yang terdiri dri dua sub bab, yaitu sub 

bab pertama berisi simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan 

merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan 

tesis ini. Dan sub bab kedua berisi saran dari penulis. 
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BAB 2 

PERJANJIAN DAN PENGALIHAN PIUTANG 

 

2.1 Perjanjian 

Beberapa orang dan para ahli sering kali mempersamakan istilah 

perjanjian dengan istilah perikatan, yang sebenarnya merupakan dua istilah 

yang berbeda.  Perikatan (verbintenis) memiliki arti yang lebih luas dari kata 

perjanjian, karena perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan 

suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.
8
 Perikatan 

memiliki arti yang lebih luas karena menurut Pasal 1233 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer), perikatan dapat lahir karena persetujuan 

(perjanjian) ataupun undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang 

dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir hanya dari undang-undang dan 

perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan seseorang, 

seperti perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum 

(onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan 

kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan suatu persetujuan 

(zaakwaarneming). 

2.1.1 Dasar Hukum Perjanjian 

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih belum dapat membuat 

ketentuan baru di bidang hukum perjanjian.  Hal ini menyebabkan hukum 

perjanjian di Indonesia masih tunduk kepada buku ke-III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur mengenai perikatan, 

yang digunakan pada jaman penjajahan Belanda yang dikenal dengan 

Burgerlijk Wetboek.  Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

                                                             
8
  Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hal. 122. 
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Perdata (KUHPer) dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

Dengan mengacu kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer), maka dasar hukum dari suatu perjanjian adalah 

perjanjian itu sendiri.  Jika dalam perjanjian tersebut ternyata terdapat hal-

hal yang tidak diatur maka untuk menghindari terjadinya kekosongan 

hukum, digunakanlah ketentuan umum yang ada dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) untuk mendukung perjanjian tersebut.  

Sehingga dalam suatu perjanjian, tanpa perlu disebutkan bahwa ketentuan 

yang tidak diatur oleh para pihak akan menggunakan ketentuan umum 

yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), 

secara otomatis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat 

langsung diberlakukan pada perjanjian tersebut untuk mengatur hal-hal 

yang belum diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. 

Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

pada setiap perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer), yaitu Semua perjanjian, baik yang mempunyai 

suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama 

tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam 

bab ini dan bab yang lalu. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. 

Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan 

umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, 

macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian Khusus memuat 

peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai 

dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, 

misalnya jual beli; sewa-menyewa; perjanjian perburuhan; maatschap; 

pemberian (schenking).
9
 

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian 

                                                             
9
 Ibid., hal.127. 
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Perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang 

diatur dalam bagian khusus Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer). Tetapi untuk memenuhi unsur umum suatu perikatan, 

maka pada perjanjian jual beli harus memperhatikan syarat–syarat sahnya 

perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer), yaitu: 

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. suatu hal tertentu; dan 

d. suatu sebab yang halal. 

 

Syarat-syarat tersebut merupakan suatu kesatuan, yang 

menyebabkan apabila tidak memenuhi salah satu dari syarat yang 

dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) maka perjanjian tersebut tetap dinyatakan tidak sah.  Syarat 

sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) dapat dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat 

ini dibedakan berdasarkan hal yang diatur dan perlu untuk dibedakan 

karena memiliki konsekuensi yang berbeda untuk setiap pelanggaran 

terhadap kedua jenis syarat tersebut. 

Syarat subjektif adalah syarat yang mengacu pada para pihak yang 

membuat perjanjian tersebut, yaitu yang dinyatakan dalam angka 1 (satu) 

dan angka 2 (dua) dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) tersebut. Kedua syarat tersebut adalah syarat untuk adanya kata 

sepakat dan kecakapan dari para pihaknya.  Apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat subjektif dari syarat sahnya perjanjian, maka 

konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat 

dibatalkan berarti perjanjian tersebut dapat terus berlangsung dan 

mengikat para pihak yang membuatnya, selama tidak ada satu pihak dalam 

perjanjian tersebut yang mangajukan pembatalan atas perjanjian tersebut 

ke pengadilan negeri. 
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Kesepakatan merupakan hal dasar dari suatu perjanjian, karena 

pada dasarnya perjanjian tersebut merupakan kesepakatan dari 2 (dua) 

orang atau lebih.  Suatu perjanjian yang dibuat tanpa adanya kesepakatan 

dapat terjadi karena sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau 

diperolehnya dengan paksaan ataupun penipuan, seperti yang dinyatakan 

dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).  

Apabila pihak yang dirugikan tidak mengajukan pembatalan atas 

perjanjian tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang, maka pihak lain 

tidak dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut, karena suatu 

perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.  Hal ini juga 

berlaku untuk syarat yang kedua, yaitu kecakapan hukum dari para pihak 

dalam perjanjian tersebut. 

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer), orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 

orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah 

pengampuan; orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.  Batasan 

dewasa di Indonesia memiliki beberapa ukuran yang berbeda.  Hal ini 

harus dilihat dari bidang hukum yang berkaitan, seperti pada bidang 

perkawinan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, seseorang dapat menikah apabila telah mencapai 

umur 16 (enam belas) tahun untuk wanita dan umur 19 (Sembilan belas) 

tahun untuk pria. Pada hukum perjanjian, ukuran kedewasaan yang 

digunakan adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau kurang tetapi telah 

menikah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer), yaitu “Belum dewasa adalah mereka yang 

belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu 

telah kawin” 

Orang yang berada dibawah pengampuan adalah orang yang telah 

dewasa tetapi oleh pengadilan dianggap tidak dapat mempertanggung 
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jawabkan tindakannya, seperti yang terjadi pada orang yang sakit jiwa, 

pemabuk, maupun orang yang boros. Pada pemabuk ataupun orang yang 

boros, tindakan pengampuan harus diajukan terlebih dahulu oleh keluarga 

dari orang tersebut dan ketidak-dewasaan orang itu hanya berlaku untuk 

hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang 

yang berada dibawah pengampuan tersebut.  Dengan tidak dewasanya 

orang yang berada dibawah pengampuan tersebut, maka orang itu tidak 

dapat menjual ataupun mengalihkan harta kekayaannya secara bebas.  Hal 

ini disebabkan karena seorang yang berada di bawah pengampuan akan 

diawasi harta kekayaannya oleh seorang pengampu (curator) yang dipilih 

oleh pengadilan negeri, dari orang tua ataupun keluarga orang yang berada 

dibawah pengampuan, ataupun orang lain yang memang bertugas sebagai 

pengampu (curator). 

Perempuan khususnya seorang isteri pada jaman hindia Belanda 

termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap hukum. Hal ini tidak 

dapat digunakan lagi sejak Indonesia merdeka, karena perempuan telah 

memiliki kesamaan derajat dengan kaum pria.  Dengan dikeluarkannya 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka 

perempuan khususnya seorang isteri merupakan orang yang cakap hukum. 

Syarat objektif adalah syarat yang mangacu pada perbuatan 

ataupun benda yang menjadi objek perjanjian itu sendiri, yaitu yang 

dinyatakan dalam angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dari Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tersebut. Kedua syarat 

tersebut adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.  Apabila para 

pihak tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian, maka 

konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi 

hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga 

tidak perlu diajukan pembatalan oleh pihak yang membuat perjanjian 

tersebut karena secara hukum, perjanjian tersebut tidak pernah ada. 

2.1.3 Asas Hukum Perjanjian 
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Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam 

buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menganut 

sistem terbuka. Ketentuan ini dikatakan menganut sistem terbuka, karena 

pada ketentuan ini setiap orang diperkenankan untuk membuat atau 

memperjanjikan hak-hak lain, selain yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) sendiri dan akan mengikat para pihak 

yang membuatnya sebagai undang-undang.
10
 Sistem terbuka yang dianut 

oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dipertegas 

dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang 

secara tersirat memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat 

kesepakatan dengan siapapun;  kapanpun; dan  untuk objek apapun selama
 

tidak bertentangan dengan undang-undang; kesusilaan; atau ketertiban 

umum. Asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (beginsel der 

contractsvrijheid) menerangkan bahwa segala perjanjian yang di buat 

secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Dengan di dasari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) maka orang dengan leluasa dapat membuat perjanjian 

dan diperbolehkan menyesampingkan peraturan-peraturan yang termuat 

dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), selama 

dibuat secara sah seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum  Perdata (KUHPer). 

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

terkandung 2 (dua) asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian, 

yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas Pacta Sunt Servanda.  Kedua 

asas ini memberikan kesempatan pada hukum perjanjian untuk terus 

berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang berkembang dengan 

pesat.  Bahkan dalam suatu perjanjian dimungkinkan untuk mengatur 

sistem hukum dari Negara lain yang akan mengikat perjanjian tersebut.  

Hal ini membuat hukum perjanjian semakin beragam bentuk dan jenisnya 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di jaman modern ini. 
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Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia 

meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 

perjanjian. 

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausal dari perjanjian 

yang akan dibuatnya. 

d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian. 

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).
11
 

 

Selain asas tersebut diatas, terdapat pula satu asas yang penting 

yang akan mempengaruhi sahnya suatu perjanjian, yaitu asas itikad baik. 

Asas ini terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap pra kontrak dan tahap 

pelaksanaan. Pada tahap pra kontrak, itikad baik lebih bersifat subjektif 

karena pada tahap ini itikad baik dari para pihak tersebut ditunjukkan 

melalui kejujuran dari para pihak. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, 

itikad baik akan bersifat objektif sehingga lebih dimaknai sebagai 

kerasionalan dan kepatutan atau keadilan.
12
 

2.1.4 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian 

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perikatan 

yang dilahirkan dari suatu kontrak atau perjanjian harus dilakukan oleh 2 

(dua) orang, karena  menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) pada umumnya seseorang tidak dapat mengikatkan diri 
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atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada 

untuk dirinya sendiri.   

Penyebutan para pihak pada setiap perjanjian berbeda-beda. Hal ini 

ditentukan  berdasarkan  jenis perjanjian  yang sedang dilakukan oleh  para 

pihak, misalnya pada perjanjian jual beli maka dikenal adanya penjual dan 

pembeli, sedangkan pada perjanjian kredit maka para pihak menggunakan 

istilah debitur dan kreditur. Meskipun terdapat perbedaan dalam istilah 

yang digunakan, tetapi secara umum subyek-subyek dalam suatu perikatan 

itu terdiri dari pihak kreditur dan pihak debitur. Pihak kreditur merupakan 

pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sedangkan debitur adalah 

pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi dari pihak 

kreditur.
 13
 

2.1.5 Wanprestasi 

Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak 

yang membuatnya, yang dikenal juga dengan prestasi.  Prestasi ini dapat 

berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat 

sesuatu. Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, 

menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia 

dapat digugat di depan hakim.
14
  Alasan mengapa seorang debitur tidak 

dapat memenuhi kewajibannya, dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu 

karena pada diri debitur ada kesalahan dan karena adanya Overmacht. 

Wanprestasi  merupakan  keadaan   dimana   seorang  debitur  tidak  dapat 

memenuhi kewajiban untuk berprestasi kepada kreditur karena memang 

ada kesalahan debitur.
 15 

Keadaan wanprestasi itu tidak selalu bahwa seorang debitur tidak 

dapat memenuhi sama sekali seluruh prestasi, melainkan dapat juga dalam 
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hal seorang debitur tidak tepat waktunya untuk memenuhi prestasi atau 

dalam memenuhi prestasi tidak dengan baik. Berdasarkan uraian itu maka 

dapat dikatakan bahwa bentuk wanprestasi ada tiga, yaitu : 

a. tidak memenuhi prestasi sama sekali, 

b. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, 

c. memenuhi prestasi tetapi tidak baik/sesuai. 

Wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada, melainkan harus 

dinyatakan dahulu bahwa debitur itu lalai. Pernyataan lalai itu disebut 

ingebreke stelling atau sommatie. Ingebreke stelling atau Sommatie ialah 

pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi 

ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau 

dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. 

Atau dengan kata lain pada pokoknya hutang itu harus ditagih terlebih 

dahulu. Oleh karena itu maka Ingebreke stelling itu berfungsi sebagai 

upaya hukum untuk menentukan saat kapan mulai terjadinya wanprestasi. 

Sebagai upaya hukum Ingebreke stelling itu baru diperlukan dalam hal 

seorang kreditur akan menuntut penggantian kerugian atau dalam hal 

kreditur minta pemutusan perikatan (Ontbinding). Sebaliknya ingebreke 

stelling atau sommatie tidak diperlukan dalam : 

a. Keadaan debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasi, 

b. Hal kreditur meminta pemenuhan perikatan (Nakoming), namun 

dalam praktek di sini tetap juga diperlukan adanya ingebreke 

stelling atau sommatie. 

c. Keadaan debitur mengakui kesalahan. 

d. Keadaan ditentukan oleh undang-undang.
16
 

2.1.6 Perjanjian As Is 
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 “As is” merupakan istilah yang muncul dari perkembangan 

kebutuhan masyarakat atas hukum perjanjian. “As is” merupakan 

penegasan atas Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

kemudian diartikan sebagai “apa adanya”. Istilah “As is” merupakan istilah 

hukum yang digunakan untuk melepaskan diri dari beberapa jaminan 

tersirat untuk objek yang dijual. “As is” menunjukkan bahwa penjual 

menjual barang dan pembeli membeli barang tersebut dalam kondisi 

apapun yang ada saat ini, atau dengan kata lain pihak pembeli menerima 

barang tersebut dengan segala kekurangan maupun kecacatan yang telah 

ada atau mungkin ada dikemudian hari baik yang dapat dilihat secara 

langsung ataupun cacat tersembunyi pada barang tersebut. 

Pada kebiasaan sebelumnya pembeli harus berhati-hati dengan 

objek yang akan dibeli, sehingga pembeli harus meluangkan  waktu untuk 

memeriksa objek tersebut sebelum membeli sesuatu, atau bahkan beberapa 

pembeli terlebih dahulu menanyakan pendapat atau nasihat para pakar atau 

ahli. Dengan adanya perjanjian “As is” maka memudahkan penjual dan 

pembeli untuk mempercepat transaksi jual beli tersebut. Perjanjian “As is” 

ini tetap memberikan perlindungan kepada pembeli, karena jika pembeli 

dapat menunjukkan bahwa ada beberapa penipuan yang terlibat, sehingga 

membuat pembeli terjebak dengan tawaran penjual dan akhirnya tidak 

berhak atas pengembalian dana, maka pembeli dapat mengajukan kejadian 

tersebut sebagai suatu tindak pidana penipuan. 

2.1.7 Doktrin Penyalahgunaan Keadaan 

Di negara-negara common law dikenal adanya ajaran 

penyalahgunaan keadaan dalam doktrin equity, yang sebenarnya 

merupakan perluasan dari power of equity bagi pengadilan untuk 

mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu 

penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang diantara para pihak. Dalam 

sistem common law, hal ini merupakan doktrin yang menentukan 

pembatalan perjanjian yang dibuat dengan didasari oleh tekanan yang 

tidak patut, tetapi tidak termasik dalam kategori paksaan. Penyalahgunaan 
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keadaan terjadi apabila seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi 

oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang 

bebas dari pihak lainnya sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang 

bebas. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak 

memiliki kedudukan khusus, misalnya kedudukan yang lebih dominan 

secara ekonomis dibandingkan pihak lainnya. Dimana pihak yang 

memiliki kedudukan khusus tersebut mengambil keuntungan secara tidak 

pantas dari pihak lainnya yang lebih lemah tanpa melakukan paksaan atau 

tipuan, sehingga terjadi ketidakseimbangan hubungan dalam proses 

terjadinya suatu kontrak. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur-

unsur penyalahgunaan keadaan, maka pengadilan dapat membatalkan 

perjanjian tersebut. Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan baik 

dalam sistem hukum kontinental dan sistem hukum common law menjadi 

pembatas baru bagi kebebasan berkontrak.
17
 

 

2.2 Kaitan Usaha Perbankan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Bank merupakan sebuah badan usaha yang berbadan hukum, sehingga 

dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti memiliki kekayaan, 

melakukan perjanjian, dan sebagainya. Segala perbuatan yang dilakukan oleh 

bank, baik untuk  menghimpun  ataupun  mengalirkan dana ke masyarakat, 

selalu diawali dengan sebuah perjanjian. Perjanjian ini mengikuti segala 

ketentuan umum yang ada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Terdapat beberapa ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) yang berhubungan dengan bidang perbankan 

seperti subrogasi.  

Segala perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut. Hal ini juga berlaku untuk 

perjanjian yang dilakukan di bidang perbankan, seperti perjanjian kredit. Jika 

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut telah 

melakukan wanprestasi. Menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum 
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Perdata (KUHPer), tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak 

berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, 

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian 

biaya, rugi dan bunga. 

Pada Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan 

bahwa ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam 

perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam suatu 

perundang-undangan. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh 

melampaui bunga menurut undang-undang dengan catatan tidak melanggar 

hal yang dilarang oleh undang-undang itu sendiri. Besarnya bunga yang 

diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Bunga menurut 

undang-undang sebagaimana diatur dalam Lembaran Negara Tahun 1848 

Nomor 22 adalah 6 % (enam persen), tetapi hal ini dirasakan tidak sesuai 

untuk diterapkan dalam prakteknya karena besarnya suku bunga sering kali 

berubah-ubah mengikuti perekonomian Negara. 

 

2.3 Pengalihan Piutang 

Pada Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

disinggung mengenai kemungkinan menggantikan hak-hak seseorang 

berpiutang, yang disebut dengan subrogatie, yang diatur dalam Pasal 1400 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sampai dengan Pasal 1403 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

Subrogatie atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak 

ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan 

persetujuan maupun demi undang-undang, yang dinyatakan dalam Pasal 1440 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Perbuatan penggantian hak 

juga dikenal dengan sebutan cessie, yaitu suatu perbuatan pemindahan suatu 

piutang kepada seorang yang telah membeli piutang itu. Cessie dapat 

dilakukan  dengan  diawali oleh  suatu perjanjian jual beli piutang, yang 

ketentuannya dapat dilakukan berdasarkan keinginan para pihak, selama tidak 

bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 
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1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pemberian kredit 

perbankan selama ini sering menggunakan cessie untuk memperjanjikan 

pengalihan suatu piutang atau tagihan yang dijadikan jaminan suatu kredit. 

Sebenarnya subrogatie dan cessie memiliki pengertian yang berbeda. 

Menurut Prof. Subekti, terdapat 3 perbedaan antara subrogatie dan cessie, 

yaitu:
  

1. Dalam hal subrogatie, hutang telah terbayar lunas oleh seorang pihak 

ketiga, hanya saja perikatan hutang-hutang masih hidup terus karena 

pihak ketiga itu lalu menggantikan hak-hak si berpiutang terhadap 

diri si berhutang. Sedangkan cessie merupakan suatu perbuatan 

pemindahan suatu piutang kepada seorang yang telah membeli 

piutang itu, yang biasanya merupakan suatu akibat penjualan piutang 

itu. 

2. Subrogatie dapat terjadi dengan tiada memakai bantuan si 

berpiutang, karena terdapat subrogatie yang terjadi karena ditetapkan 

oleh undang-undang. Sedangkan pada cessie selalu dibutuhkan 

bantuan si berpiutang. 

3. Dari sudut formil, untuk subrogatie tidak diharuskan sesuatu cara, 

sehingga subrogatie dapat terjadi dengan suatu perjanjian antara 

seorang pihak ketiga yang membayar hutang dan si berhutang yang 

menerima pembayaran itu, atau karena penetapan undang-undang. 

Sedangkan untuk cessie diharuskan suatu akta, yang harus 

diberitahukan pula secara resmi kepada si berhutang.
18
 

2.3.1 Cessie 

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur 

dalam pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengalihan ini 

terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata seperti perjanjian jual-beli antara 

kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam cessie utang-piutang 

yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur 

baru. Sedangkan dalam subrogasi, utang-piutang lama hapus biarpun 
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hanya satu detik, untuk kemudian dihidupkan lagi bagi kepentingan 

kreditur baru.
19
 

Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer), Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak 

bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau 

di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan 

kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada 

akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, 

atau secara tertulis disetujui dan diakuinya, maka kewajiban si berhutang 

untuk melakukan pelunasan juga beralih kepada pihak ketiga tersebut 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer). Penyerahan tiap-tiap piutang karena 

surat-bawa dilakukan dengan penyerahan surat tersebut. Penyerahan tiap-

tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat 

disertai dengan endorsement. 

Dari uraian atau bunyi Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) tersebut lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa 

berlakunya secara yuridis formal suatu cessie, adalah setelah memenuhi 3 

(tiga) persyaratan, yaitu : 

1. Atas pengalihan piutang atau tagihan tersebut, haruslah dilakukan 

dengan suatu perjanjian cessie, baik dengan akta otentik (notarial) 

atau dengan akta di bawah tangan. 

2. Adanya pemberitahuan, persetujuan dan pengakuan dari si tertagih 

bahwa hak atas piutang atau tagihan tersebut telah dialihkan kepada 

pihak lain. 

3. Adanya penyerahan nyata atas bukti kepemilikan atas piutang atau 

tagihan tersebut dari yang berhak sebelumnya kepada yang menerima 

hak atas piutang atau tagihan tersebut. 
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Cessie cukup dituangkan dalam suatu akta baik di bawah tangan 

maupun otentik, asal di dalamnya secara tegas disebutkan bahwa kreditur 

lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur baru. 

Kesimpulannya cessie secara lisan tidak sah dan karenanya tidak 

mengoperkan hak tagihan tersebut kepada orang lain.
20
 

Di dalam prakteknya, penggantian kreditur pada tagihan-tagihan 

sangat dibutuhkan. Hal ini dimungkinkan dalam undang-undang dengan 

berbagai bentuk yang dapat dipilih seperti cessie pada tagihan atas nama 

atau dengan sebuah perjanjian antara para pihak (kreditur dan debitur) 

dengan cara menuangkannya dalam suatu bentuk yang diakui dan diatur 

oleh undang-undang. Pada penggantian ini mengartikan bahwa kreditur 

baru menjadi pemilik baru atas tagihan tersebut karena adanya pengoperan 

tagihan dari kreditur lama. Pada pengalihan tersebut perikatan yang 

melahirkan tagihan tersebut tetap ada dan berlaku sama, karena yang 

digantikan hanyalah subjek krediturnya saja. 

Sehingga konsekuensi dari pengalihan tersebut adalah bahwa 

semua accessoir dan execeptie yang melekat pada perikatan tersebut tetap 

tidak berubah. Tagihan tersebut bagi debitur tetap sama seperti pada saat 

semula pada waktu masih berada di tangan kreditur lama. Semua janji-

janji yang terdapat dalam perikatan lama yang sejak semula menjadi ciri 

dari tagihan tersebut tetap utuh dan berpindah kepada kreditur baru. Hak-

hak yang bersifat accessoir tersebut seperti hak gadai, hipotek, 

penanggungan, privilege dan hak-hak untuk melakukan eksekusi. Selain 

itu juga meliputi bunga, denda dan penyitaan. 

2.3.2 Retro Cessie 

Retro Cessie diperlukan apabila pada saat jatuh tempo ternyata 

debitur melakukan wanprestasi, sehingga kreditur baru tidak mendapatkan 

pembayaran atas piutang tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan 

karena pada cessie, kreditur baru tidak dapat meminta kembali uangnya 

kepada kreditur lama, karena hal ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-

                                                             
20
 J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang, 

Cetakan kedua. (Bandung: PT. Alumni, 1999),hal.30. 

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



 

 

 

undang Hukum Perdata. Sehingga retro cessie diperlukan untuk menjamin 

kepentingan kreditur baru, tetapi hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu 

dalam akta cessie atau diperjanjikan dalam perjanjian jual beli piutang 

yang mendasari cessie, karena bukan merupakan hak yang diberikan oleh 

undang-undang. 

Menurut pasal 1492 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

penjual diwajibkan untuk menjamin pembeli dari gugatan pihak ketiga 

namun pasal ini tidak memberikan jaminan terhadap wanprestasi yang 

mungkin akan dilakukan oleh debitur. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1535 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penjual 

piutang tidak bertanggung jawab atas kemampuan si debitor kecuali jika 

penjual telah mengikatkan diri untuk itu dan hanya untuk jumlah harga 

pembelian yang telah diterima untuk piutangnya. Dengan demikian jika si 

penjual diperbolehkan bertanggung jawab atas ketidakmampuan 

debitor, maka boleh saja diperjanjikan bahwa si penjual akan bertangung 

jawab jika debitor melakukan wanprestasi dan memberi hak kepada 

cessionaries (kreditur baru) untuk melakukan retro cessie. 

2.3.3 Teori Kehendak 

Pengalihan piutang yang dibuat dengan dasar suatu perjanjian jual-

beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru dibuat dengan suatu 

kesepakatan, dimana menurut teori kehendak atau teori hukum kontrak 

klasik, bahwa yang menentukan hubungan hukum kontrak tersebut adalah 

kehendak para pihak sendiri. Prinsip tersebut memiliki beberapa 

konsekuensi sebagai berikut: 

a. Hukum yang berlaku bagi mereka tersebut semata-mata 

berkaitan dengan maksud yang sebenarnya dari pihak yang 

berjanji; 

b. Maksud para pihak harus bertemu pada saat sebelum dibuatnya 

kontrak; 

c. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengisi celah dalam 

suatu kesepakatan dan tidak berdaya menghadapi kemungkinan 

hal yang tidak terduga; 
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d. Pihak yang berjanji bebas mengungkapkan kemauannya21 

 

Dengan prinsip tersebut maka tidak seorang pun dapat melakukan 

perjanjian tanpa kemauannya ataupun tanpa adanya kesepakatan dari para 

pihak. Sehingga dalam perjanjian pengalihan piutang tersebut dapat pula 

disepakati mengenai pengalihan resiko seperti dalam perjanjian pengalihan 

piutang nomor 141 tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan 

Notaris Sjarmeini S. Chandra, dimana pada Pasal 4 dinyatakan bahwa 

“Terhitung sejak berlakunya pengalihan piutang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 Perjanjian ini, setiap dan seluruh Piutang menjadi milik dan 

hak Pembeli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan piutang 

menjadi resiko Pembeli, termasuk segala keuntungan dan kerugian yang 

akan timbul sehubungan dengan Piutang tersebut”. 

 

2.4 Jual Beli 

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang 

telah diperjanjikan. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa jual beli 

terjadi dengan diawali oleh proses tawar-menawar yang akhirnya 

menghasilkan suatu kesepakatan antara pembeli dan penjual. 

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah yaitu persetujuan, 

penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan 

tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan 

persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik 

atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran 

adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual 

sebagai imbalan atas benda yang diterima. 

Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan penjual untuk 

menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran, sedangkan keterikatan 

pembeli adalah untuk membayar harga dan memperoleh benda. Dengan 
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demikian jual beli adalah bagian dari suatu sistem hukum yang memiliki 

unsur-unsur sistem berikut ini: 

a. Subjek hukum yaitu pihak penjual dan pembeli. 

b. Status hukum yaitu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 

c. Peristiwa hukum yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan 

pembayaran. 

d. Objek hukum yaitu benda dan harga. 

e. Hubungan hukum yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-

pihak.
22
 

 

2.4.1 Asas Konsensual 

Pada Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan 

bahwa jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli 

mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun belum 

diserahkan dan harga belum dibayar. Hal ini menegaskan bahwa yang 

menjadi dasar dari perjanjian jual beli tersebut adalah asas konsensual, 

karena jual beli dianggap telah terjadi pada saat terjadi kata sepakat 

diantara para pihak yang terkait yaitu pembeli dan penjual, serta mengikat 

para pihak tersebut secara sah. 

Selain dinyatakan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, asas konsensual juga dinyatakan pada Pasal 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata dimana pada syarat sahnya perjanjian dinyatakan 

bahwa salah satunya adalah adanya “sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya”. Karena jual beli dilakukan dengan melakukan sebuah perjanjian, 

maka syarat sahnya perjanjian tersebut juga berlaku pada perjanjian jual 

beli. 

 

2.4.2 Kewajiban dan Hak Penjual 

Kewajiban dari Penjual pada jual beli adalah menyerahkan hak 

milik atas benda yang telah dijualnya sehingga kepemilikan benda tersebut 
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beralih kepada pembeli, serta memberikan jaminan kepada pembeli atas 

tuntutan dari pihak ketiga, pembebanan hak, serta jaminan atas cacat 

tersembunyi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1504 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

Hak dari Penjual pada jual beli adalah menerima pembayaran dari 

pembeli sesuai dengan nilai yang telah diperjanjikan sebelumnya diantara 

para pihak. 

2.4.3 Kewajiban dan Hak Pembeli 

Sesungguhnya karena pihak yang terkait dalam jual beli hanyalah 

terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu penjual dan pembeli, maka apa yang 

menjadi kewajiban dari penjual pada dasarnya merupakan hak dari 

pembeli itu sendiri dan begitu pula sebaliknya dimana kewajiban dari 

pembeli merupakan hak dari penjual. Oleh karena itu, kewajiban dari 

Pembeli pada jual beli adalah membayar sejumlah uang yang telah 

diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Sedangkan hak dari 

pembeli pada jual beli adalah menerima penyerahan hak milik atas benda 

yang telah dibelinya sehingga kepemilikan benda tersebut beralih 

kepadanya, serta mendapatkan jaminan dari penjual atas tuntutan dari 

pihak ketiga, pembebanan hak, serta jaminan atas cacat tersembunyi. 

Dalam beberapa hal jaminan tersebut dapat disimpangi dengan 

adanya kesepakatan dari para pihak, yang dapat terjadi melalui proses 

pembelian dengan harga yang kurang seperti yang dinyatakan pada Pasal 

1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang telah 

terjadi pada perjanjian jual beli antara PT. Bank Bukopin dengan Bapak 

Efri Jhonly ini. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut 

merupakan salah satu bentuk pengalihan resiko, karena resiko atas tidak 

adanya penjaminan yang seharusnya diberikan oleh penjual karena 

perjanjian tersebut maka kini beralih menjadi resiko pembeli itu sendiri, 

dimana pembeli telah sepakat dan dengan keinginannya sendiri 

menghendaki untuk ikut serta menanggung resiko tersebut. 

 

2.5 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 
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Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah sebuah 

lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan 

tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan 

mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor 

perbankan. Untuk menjalankan tugasnya, Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) diberikan kewenangan yang tertuang dalam Keputusan 

Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional sebagai landasan hukum operasionalnya. 

Seluruh aset seharusnya telah berada di tangan Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) dan dijual pada bulan Mei 1999 sampai dengan 

Desember 2000. Tetapi hal tersebut tidak terjadi karena beberapa sebab seperti 

ketidak-lengkapan dokumen, saham pemilik sudah diserahkan kepada kreditur 

lain, atau adanya perbedaan nilai atas aset yang diserahkan ke Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan nilai yang diperkirakan 

sebelumnya. 

Pada bulan Mei tahun 2002, Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN) melaksanakan kebijakan baru dalam upaya percepatan serta 

optimalisasi tingkat pengembalian yang meliputi bidang penyelesaian Asset 

Transfer Kit (ATK), Restrukturisasi Utang, dan Penjualan Hak Tagih dengan 

cara menjual langsung atau melalui lelang. 

Pada bulan Juni tahun 2002, Kepala Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN), menyatakan akan melakukan percepatan pembubaran 

lembaga yang dipimpinnya pada tahun 2003, lebih cepat dari jadwal semula 

yaitu pada tahun 2004. Percepatan penutupan yang disebutnya (soft landing) 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2003 diikuti dengan 

program penjualan 2.500 (dua ribu lima ratus) aset senilai Rp 

158.000.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan triliun rupiah) secara 

sekaligus. Terhadap aset yang tidak laku, maka akan dikelola oleh joint 

venture, holding company, dan clearing house yang akan menangani 

penukaran aset dengan obligasi. 
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Karena kinerja yang dinilai kurang memuaskan, maka Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibubarkan pada tanggal 27 Februari 

2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN).  Presiden Megawati Soekarno putri menunjuk Menteri Keuangan 

Boediono sebagai Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN). Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut, maka secara 

resmi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibubarkan. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN), Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan yang 

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 

tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, 

terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya. 

Tetapi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengakhiran tugas Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) seperti yang dinyatakan dalam ayat 

(1) dikecualikan untuk tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 

yang berkaitan dengan penyelesaian likuidasi Bank Beku Operasi atau Bank 

Beku Kegiatan Usaha; kewajiban pemegang saham; audit; dan transaksi yang 

telah terjadi sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini. Untuk 

penyelesaian tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada ayat (3) dinyatakan akan 

dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sampai dengan 

paling lambat tanggal 30 April 2004. 

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) pada 27 Februari 2004 yang didasarkan pada Keputusan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2004 dan sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, maka segala kekayaan BPPN 

menjadi kekayaan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri 

Keuangan. Menteri Keuangan kemudian membuat lembaga baru dan 

memberikan kewenangan kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 

berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004. 

Tujuan pengelolaan sisa aset BPPN oleh Perusahaan Pengelola Aset 

(PPA) adalah untuk memperoleh penerimaan yang hasilnya digunakan untuk 

memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Penerimaan tersebut diperoleh dari Hasil Pengelolaan Aset berupa 

pelaksanaan divestasi saham bank, dividen saham milik Pemerintah di 

perusahaan yang dikelola PPA, pembayaran kewajiban aset hak tagih dan 

penjualan aset saham dan kredit.
23
 

 

2.6 Perbankan 

Perbankan merupakan istilah yang memiliki kata dasar bank. Menurut 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  Bank 

menurut jenisnya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.  Bank 

umum dapat melakukan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang salah satunya adalah 

memberikan kredit.  Bank Umum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2.6.1 Dasar Hukum 
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Dasar hukum yang berlaku di bidang perbankan saat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada bank umum yang melaksanakan 

kegiatannya secara konvensional tidak diatur secara lengkap dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini lebih 

mengatur mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatannya secara 

syariah, seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit.  

Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan 

Terbatas; Koperasi; atau Perusahaan Daerah. 

Dengan bentuk tersebut, maka secara otomatis struktur  

kepengurusan  dan  segala  ketentuan dalam pendirian bank tersebut harus 

mengikuti ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Walaupun secara garis besar masih mengikuti 

ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, tetapi pada pelaksanaannya untuk “tata cara pendirian bank 

umum swasta; bank tabungan swasta; dan bank pembangunan swasta, 

mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 603/M/IV/12 

Tahun 1968”.
24
 

2.6.2 Usaha-Usaha Bank Umum 

Secara tersirat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Tugas pokok 

perbankan di bawah bimbingan Bank Indonesia adalah untuk menghimpun 

segala dana dari masyarakat, guna diarahkan ke bidang-bidang yang 

mempertinggi taraf hidup rakyat”.
25 
Usaha-usaha bank umum secara 

terinci diuraikan pada bagian kedua Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: 
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a. Pasal 6 

Usaha Bank Umum meliputi : 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ; 

2) Memberikan kredit ; 

3) Menerbitkan surat pengakuan hutang ; 

4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 

a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank 

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan 

dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

b) Surat pengakuan  hutang  dan kertas  dagang lainnya yang 

masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud; 

c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 

e) Obligasi; 

f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ; 

g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 

dengan 1 (satu) tahun; 

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 

6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana 

lainnya; 

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga; 

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak; 
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10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 

11) Di hapus; 

12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 

wali amanat; 

13) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

  

b. Pasal 7 

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6, Bank Umum dapat pula : 

1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; 

2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan 

di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 

perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia ; 

3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 

penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia ; dan 

4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

dana pensiun yang berlaku. 
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Berdasarkan tugas pokok perbankan di atas, maka usaha-usaha 

bank umum dikelompokkan menjadi:
26 

a. Memindahkan uang, baik melalui pemberitahuan telegram maupun 

dengan surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk di 

antara sesama kantornya. 

b. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, 

menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima 

pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan/ atau antarpihak ketiga. 

c. Mendiskonto surat wesel, kertas perbendaharaan atas beban Negara, 

dan jenis-jenis surat berharga lainnya. 

d. Memberi kredit, terutama dengan tanggungan efek, hasil bumi, 

barang, dan juga dengan tanggungan dokumen penyimpangan yang 

mewakili barang tersebut serta memberi kredit jangka menengah dan 

panjang untuk tujuan bidang produksi, sesuai dengan syarat yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

e. Memberikan jaminan bank (bank garantie) dengan tanggungan yang 

cukup. 

f. Menjalankan usaha-usaha lain yang lazim dilakukan oleh Bank 

umum. 

2.6.3 Kredit Bank 

“Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti 

kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar kredit ialah 

kepercayaan”.
27
 Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit 

(kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang 

akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Kredit 
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menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

a. Unsur-Unsur Kredit 

Bank dalam memberikan fasilitas kredit harus mempertimbangkan 

beberapa hal, yang dapat juga disebut sebagai unsur yang terdapat 

dalam kredit, seperti: 

1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi 

yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau 

jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu 

tertentu di masa yang akan datang. 

2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang 

akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai 

agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya 

dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

3) Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi 

sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara 

pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima 

kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula 

tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk 

menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur 

ketidak-tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang 

menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko 

inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. 

4) Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk 

uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena 

kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka 
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transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering 

kita jumpai dalam praktek perkreditan. 28
 

b. Fungsi Kredit 

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan 

perdagangan antara lain sebagai berikut: 

1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang 

a) Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung 

meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang 

memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk 

meningkatkan usahanya. 

b) Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada 

lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai 

pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan 

usahanya. 

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang 

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat 

menciptakan  pembayaran baru  seperti cek, giro bilyet, dan  wesel, 

sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, 

giro bilyet, dan  wesel  maka  akan dapat  meningkatkan  peredaran 

uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang di tarik secara 

tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga 

arus lalu-lintas uang akan berkembang pula. 

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan 

baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut 

menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula 

meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara 

kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan 
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menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal 

dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula 

meningkatkan manfaat suatu barang. 

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan 

kepada usaha-usaha antara lain: 

a) pengendalian inflasi, 

b) Peningkatan ekspor, dan  

c) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 

untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang 

berkisar 650% (enam ratus lima puluh persen), pemerintah 

melaksanakan kebijakan uang ketat (tigh money policy) melalui 

pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi 

usaha-usaha yang bersifat non-spekulatif. 

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan 

pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri 

agar bisa diekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik. 

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha 

tersebut, namun ada kalanya di batasi oleh kemampuan di bidang 

permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat 

mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang 

permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat 

meningkatkan usahanya. 

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 
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Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat 

memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. 

Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan 

tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan 

demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan 

usaha serta pendirian proyek-prpyek baru telah selesai, maka untuk 

mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya 

tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan 

meningkat pula. 

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, 

dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di 

dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang 

mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat 

memberikan bentuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-

negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan 

dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan 

ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat 

meningkatkan hubungan internasional.
29 

c. Prinsip-Prinsip Kredit 

Prinsip yang menjadi acuan bagi perjanjian kredit yang pertama 

adalah prinsip kepercayaan. Hal ini berlaku baik bagi kreditur ataupun 

debitur. Bagi kreditur, kepercayaan bahwa kredit yang kucurkan akan 

bermanfaat dalam usaha dan akan dipergunakan sesuai tujuannya oleh 

debitur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Bagi debitur, 

kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali 

kreditnya dengan tepat waktu dan lancar. 

Sesungguhnya semua pekerjaan termasuk perkreditan 

dituntutkan adanya kehati-hatian dari masing-masing pihak, hal ini 
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dikenal dengan prinsip kehati-hatian atau prudent.  Dilihat  dari  sudut  

pemberi  kredit yaitu pihak bank bahwa prinsip kehati-hatian perlu 

mendapat perhatian utama karena kondisi dan atmosfer masa kini 

berbeda, sehingga tingkat penghati-hatiannya bagi kreditur benar-benar 

ditingkatkan. Banyak didengar bahwa debitur masa kini, jaman 

sekarang jauh lebih ”cerdik” dan debitur tidak selamanya dalam posisi 

”lemah”. Mungkin secara yuridis, akan tetapi dalam realitanya justru 

bank dalam pihak yang lemah, prinsip kehati-hatian juga harus 

dibarengi dengan prinsip pengawasan dari kreditur, terutama 

pengawasan atasan diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang 

timbul dari pemberian kredit, yaitu dengan selalu mengadakan 

pengawasan sejauh mana kredit-kredit tersebut dipergunakan sesuai 

atau tidak sesuai dengan tujuannya.
30
 

2.6.4 Perjanjian Kredit 

Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan 

permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak 

untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan 

diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Salah 

satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah dari bunyi 

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10  Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit 

diberi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. 

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam definisi atau 

pengertian kredit sebagaimana Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

tersebut, dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut : 
31 

a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan 

bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank 

dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan 

demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang 

perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga-belas (tentang pinjam-

meminjam) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya. 

                                                             
30 Sri Gambir Melati Hatta, “Perkreditan dan Tantangan Dunia Perbankan”, 

http://www. legalitas.org/?q=node/258, 16 Agustus 2007,hal.4. 

 
31 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang 

Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, hal. 180. 
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b. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank di buat 

berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat 11 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, maka sulit kiranya untuk menafsirkan 

bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan 

berdasarkan perjanjian  tertulis. Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan 

dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank 

Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank 

Negara Indonesia Unit I No. 2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet 

Ampera No. 10/EK/lN/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan 

kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan atau membuat akta perjanjian kredit. 

 

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya 
maupun penatalaksanaan kredit. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai sekitar klausul-

klausul perjanjian kredit bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya: 32 

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang 

menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan 

jaminan. 

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara 
kreditur dan debitur. 

c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. 

 

Untuk kepentingan dan guna lebih memperkuat lagi kedudukan bank dalam setiap pelepasan kredit, 

maka selain perjanjian kredit tersebut, bank membuat lagi suatu pengikatan, yaitu “Pengakuan Hu t a n g ”  dari 

debitur. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memudahka n  b a n k  dalam eksekusinya dengan dasar “Grosse Akta 

Pengakuan Hutang” 

2.6.5 Berakhirnya Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit di Indonesia tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya) yaitu buku 

ke-tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini menyebabkan ketentuan tentang hapus atau 

berakhirnya perjanjian kredit juga dapat diberlakukan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer), yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari beberapa penyebab hapus atau berakhirnya perjanjian-

perjanjian dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam praktek hapus atau 

berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh : 
33
 

a. Pembayaran 

                                                             
32
 Ch. Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan 

Manajemen. (November-Desember, 1992), hal.64-69. dikutip dari Muhammad 

Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan pertama. (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), hal.228. 

 
33
 Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di 

Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.168. 
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Pembayaran ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, 

denda maupun biaya-biaya lainnya yang  wajib dibayar  lunas oleh  debitur. Pembayaran ini, baik karena 

jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus 

(opeibaarheid clause). 

b.    Subrogasi 

Subrogasi oleh Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan sebagai 

penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. 

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian  hak-hak  oleh  

seorang   pihak  ketiga  yang  mengadakan pembayaran. Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan; (1) apabila si 

berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan 

menggantikan hak-haknya si berpiutang; (2) apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk 

melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengantikan hak-

hak si berpiutang. 

c.    Novasi 

Yang dimaksud dengan pembaharuan hutang atau novasi di sini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit 

yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian 

yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Oleh Pasal 1413 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan ada 3 (tiga) jalan yang dapat dilakukan untuk suatu 

novasi yaitu; (1) apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna 

orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang 

dihapuskan karenanya; (2) apabila seorang berhutang baru di tunjuk untuk menggantikan 

orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya; (3) apabila 

sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru di tunjuk untuk menggantikan 

orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya. 

d.   Kompensasi 

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) adalah suatu keadaan di mana dua orang atau pihak saling berhutang satu 

sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang 

tersebut, sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus.  Dalam kondisi demikian ini dijalankan 

oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada 

bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil-alih tersebut. 

2.6.6 Kewenangan Bank Tentang Suku Bunga 

Bank umum swasta yang melaksanakan kegiatannya secara 

konvensional dapat menentukan besarnya suku bunga dan batas 

maksimum pemberian kredit yang berlaku untuk banknya sendiri. Tetapi 

kebebasan yang diberikan ini tetap di batasi oleh Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan adanya pembinaan dan 

pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
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1998 tentang Perbankan. Selain itu, pada Pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai 

kewajiban bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan 

perhitungan laba-rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala 

lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

2.6.7 Penentuan Bunga Kredit 

Penentuan bunga kredit untuk setiap jenis kredit berbeda. 

Perbedaan ini muncul oleh karena beberapa faktor yang berbeda, yang 

mungkin disebabkan oleh kecukupan jaminan, sangat pekanya perusahaan 

atau sektor ekonomi terhadap persaingan, potensi pemasaran, kecukupan 

dan aspek finansial (financially sound), dan juga bentuk-bentuk sumber 

dana yang diperoleh untuk membiayai kredit tersebut. Tingkat bunga 

untuk setiap jenis kredit yang diberikan oleh bank, cenderung memiliki 

penetapan tingkat bunga kredit yang berbeda antara satu kredit dengan 

jenis kredit lainnya. Perbedaan penentuan bunga kredit itu didasarkan atas 

rasio yang berbeda-beda. 

Secara umum penentuan bunga kredit yang membedakan antara 

satu kredit dengan kredit lainnya adalah: 
34 

a.   Jangka Waktu Kredit 

Pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko 

kredit   yang  mungkin  muncul.  Makin   panjang jangka  waktu  kredit 

makin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan 

membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit 

jangka pendek. 

b. Kualitas Jaminan Kredit 

Jaminan kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

memberikan pertimbangan mengenai berapa besarnya bunga yang 

akan dibebankan kepada seorang nasabah atau perusahaan. Bila 
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nasabah memberikan suatu jaminan kredit yang mempunyai kualitas 

yang sangat tinggi yaitu mudah dicairkan, nilainya tidak mengalami 

penurunan, sangat mudah diperjual-belikan, berarti risiko atas kredit 

yang diberikan bank rendah. Dengan demikian bank juga akan 

membebankan bunga kredit yang lebih rendah. 

c. Reputasi Perusahaan 

Pada umumnya perusahaan-perusahaan penerima kredit dapat 

dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: 

1) Perusahaan (MNC’S, Join Venture, dan lain-lain), 

2) Perusahaan Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara/BUMN), 

3) Perusahaan Menengah (Wholesale, Perdagangan Impor & Ekspor), 

4) Perusahaan-perusahaan kecil (Pengusaha perseorangan, dan lain-

lain) 

Kualitas dan reputasi dari keempat jenis perusahaan tersebut 

berbeda yang tercermin dari credit-rating perusahaan-perusahaan 

tersebut. Perusahaan dengan credit-rating yang sangat baik dinilai 

bank mempunyai tingkat risiko yang rendah. Sedangkan perusahaan-

perusahaan yang mempunyai credit-rating kurang baik mempunyai 

risiko sangat tinggi Oleh karenanya bank akan menentukan bunga 

kredit paling rendah pada perusahaan yang mempunyai reputasi 

dengan credit-rating sangat baik. Sebaliknya, kepada perusahaan yang 

mempunyai credit-rating kurang baik, bank akan membebankan bunga 

kredit yang lebih tinggi. 

d. Produk yang Kompetitif 

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk yang mudah 

diproduksi oleh perusahaan lain menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut berada dalam industri yang sangat kompetitif. Kompetitif 

yang sangat tinggi membawa risiko yang tinggi pula bagi perusahaan, 
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yang pada gilirannya akan mempengaruhi risiko kredit yang diberikan 

bank kepada perusahaan tersebut. Sehingga bank akan menentukan 

bunga kredit yang lebih tinggi kepada perusahaan yang berada di 

sektor industri yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang 

memproduksi produk-produk khusus. 

e. Hubungan Baik 

Yang dimaksud hubungan baik di sini ialah seberapa jauh perusahan 

telah mengadakan hubungan (transaksi) dengan bank, bagaimana 

catatan (historial focard) dari hubungan tersebut. Bila suatu 

perusahaan telah menjalin hubungan yang lama dengan bank dengan 

ketentuan sangat memuaskan bagi bank, maka bank akan menetapkan 

bunga lebih rendah daripada perusahaan yang baru berhubungan 

dengan bank. 

f. Jaminan Pihak Ketiga 

Adanya jaminan pihak ketiga yang cukup bonafide dari segi penilaian 

bank akan mempengaruhi penentuan bunga kredit yang dibebankan 

oleh bank. Jaminan pihak ketiga yang diberikan oleh bank dan 

perusahaan yang berbentuk akseptasi dapat mengurangi risiko kredit. 

Oleh sebah itu, jika suatu perusahaan meminta kredit kepada bank dan 

surat promes atau dalam keadaan akad kredit disebutkan adanya 

jaminan tambahan berupa akseptasi dari bank lain, bank akan 

menetapkan bunga lebih rendah. 

Dari berbagai faktor di atas ternyata rasio penentuan bunga kredit 

suatu bank sangat berkaitan dengan risiko yang muncul setelah pemberian 

kredit dilaksanakan. Bila risiko tinggi maka tingkat bunga akan 

dibebankan lebih tinggi, sebaliknya bila risiko rendah maka tingkat bunga 

lebih rendah. Rasio ini tidak berlaku untuk kredit-kredit yang sifatnya 

kredit program pemerintah seperti KIK dan KMKP, di mana secara tegas 

bunga atas kredit tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah. 
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2.6.8 Perhitungan Bunga Kredit 

Melihat dari cara-cara perhitungan bunga kredit yang dibebankan 

bank kepada nasabahnya, cara perhitungan bunga kredit dapat dibedakan 

atas cara perhitungan sebagai berikut: 
35 

a. Sliding rate 

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus sliding 

rate adalah bahwa pembebanan bunga  terhadap  nilai  pokok pinjaman 

akan semakin menurun dari bulan ke bulan (atau dari suatu periode ke 

periode berikutnya) sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman 

sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman. 

b. Flat rate 

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus flat rate 

adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap 

dari satu periode ke periode lainnya, walaupun pokok pinjaman 

menurun sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman. 

c. Floating rate 

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus floating 

rate (bunga mengambang) adalah cara penentuan bunga yang besarnya 

tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun diambangkan sesuai 

dengan perkembangan tingkat bunga yang ada di pasar uang (money 

market rate). 

d. Discounted rate 

 

2.7 Hukum Acara Perdata 

2.7.1 Asas-Asas Peradilan Hukum Acara Perdata 

Hukum acara perdata yang masih mengacu kepada Herziene 

Indonesisch Reglement (H.I.R) maupun Reglement Voor de Buitengewesten 

(RBG), jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
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Kekuasaan Kehakiman, maka dapat dikatakan bahwa peradilan perdata di 

Indonesia menganut beberapa asas dibawah ini:
36 

a) Peradilan Bebas dari Campur Tangan Pihak-Pihak di luar Kekuasaan 

Kehakiman 

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicieel menurut 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena 

tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari 

dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-

perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya 

mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. 

b) Asas Obyektivitas 

Asas tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Pasal 5 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, 

hakim   harus   obyektif  dan tidak  boleh  memihak.  Semua   putusan 

pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar 

untuk mengadili (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; Pasal 184 Ayat (l) Herziene Indonesisch 

Reglement (H.I.R); Pasal 319 Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R), 

Pasal 195 Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) dan Pasal 618 

Reglement Voor de Buitengewesten (RBG). 

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai 

pertanggung-jawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, 

sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah 

maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang 

menjatuhkannya. Dalam praktek, beberapa putusan Mahkamah Agung 

menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup 

dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. 
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c) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah 

dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-

formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka 

pengadilan adalah baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami 

atau peraturan-peraturan tidak jelas, sehingga memungkinkan timbulnya 

berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan 

menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka 

pengadilan. 

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak 

formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini 

bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, 

tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan 

sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. 

Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena 

saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta 

mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. 

Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan 

pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. 

Biaya ringan yaitu terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi 

kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan 

tuntutan hak kepada pengadilan. 

d) Gugatan/permohonan Dapat Diajukan dengan Surat atau Lisan 

Pasal 118 Ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) 

mengatakan gugatan perdata atau tuntutan sipil yang dalam tingkat 

pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat 

gugatan atau surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau 

oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 Herziene Indonesisch 

Reglement (H.I.R) kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah 

hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui 

tempat tinggalnya tergugat sebenarnya berdiam. Dalam hal inisiatif ada 
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pada penggugat, maka penggugat harus mengajukan surat gugatan. 

Dengan demikian secara jelas hukum acara perdata mengharuskan 

gugatan secara tertulis. Pengajuan gugatan secara tertulis ini di beberapa 

negara ternyata sejak beberapa abad yang lalu telah dikenal. Sebagaimana 

dikemukakan oleh R..Subekti: bahwa Zivilprozesordnung dari Jerman 

Barat, yang, meskipun dilahirkan dalam tahun 1877, namun paling akhir 

diperbaiki, dalam tahun 1950 dan Code of Civil Procedure of Japan, yang 

paling akhir diperbaiki dalam tahun 1971, kedua-duanya masih memakai 

cara pengajuan gugat dalam bentuk surat permohonan  (pengaduan)  

kepada hakim. Sedangkan mengenai gugatan lisan, Pasal 120 Herziene 

Indonesisch Reglement (H.I.R) mengatakan, bilamana  penggugat tidak 

dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua 

pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri tersebut membuat catatan 

atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu. 

 

 

e) Inisiatif Berperkara Diambil oleh Pihak yang Berkepentingan 

Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya 

suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang 

merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Ini berbeda dengan 

sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan 

adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Oleh karena dalam 

hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah 

berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau 

mencabut kembali gugatannya.
37
 

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang 

berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan 

hak  diajukan kepadanya (Judex ne procedat ex officio). Para pihak dapat 
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secara bebas mengakhiri sendiri sengketa y ang  t e l a h  d i a j u k a n  ke muka 

pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat mengha l a ng i ny a .  Hal ini dapat 

berupa perdamaian atau pencabutan gugatan. 

f) Keaktifan Hakim dalam Pemeriksaan 

Reglement Indonesia mengharuskan hakim untuk aktif dari 

permulaan hingga akhir proses. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119 

Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) yang mengatakan bahwa Ketua 

pengadilan negeri berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada 

penggugat atau kepada kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya itu.  

Pasal 132 Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) mengatakan, 

jika menurut pertimbangan ketua supaya berjalan dengan baik, dan 

teratur, ketua berwenang pada waktu memeriksa perkara memberi nasihat 

kepada kedua  belah pihak  dan  menunjukkan kepada mereka tentang 

upaya hukum dan alat bukti, yang dapat dipergunakan oleh mereka. 

Se l aku  pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin 

pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekadar alat dari 

pada para p ih a k  dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim sebagai 

tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana 

dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam 

soal bagi rakyat. darinya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang 

tinggi p eng e t a hu an  d a n  martabatnya serta berwibawa. Diharapkan dari hakim 

sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah. 

g) Beracara Dikenakan Biaya 

Ketentuan yang mengatur tentang biaya perkara terdapat dalam 

Pa sa l  1 2 1  a y a t  ( 4 )  Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R)  atau Pasal 145 

aya t  (4) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) yaitu, mendaftar 

dalam daftar seperti yang dimaksud d a l am  a y a t  pertama, tidak boleh 

dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera 

sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkarakan oleh ketua 
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pengadilan negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos panitera 

melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua 

pihak dan harga materai yang akan dipergunakan; jumlah yang dibayar 

lebih dahulu akan diperhitungkan kemudian. 

h) Para Pihak Dapat Meminta Bantuan atau Mewakilkan Kepada Seorang 

Kuasa 

Dengan demikian tidak diwajibkan para pihak untuk mewakilkan 

kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan dapat terjadi 

secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Namun. 

berdasarkan Pasal 123 Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R)  atau 147 

Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) para pihak dapat meminta 

bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa. 

Berbeda dengan Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering 

(RV), yaitu Hukum Acara Perdata bagi Golongan Eropa, yang 

mewajibkan para pihak mewakilkan kepada orang lain (procureur) dalam 

beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan suatu keharusan, 

dengan akibat batalnya tuntutan hak seperti yang dinyatakan dalam Pasal 

106 (1) Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV) atau 

diputusnya diluar hadir tergugat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 109 

Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV), apabila para pihak 

ternyata tidak diwakili. 

Keuntungan pemeriksaan secara langsung para pihak yang 

berkepentingan adalah hakim akan dapat mengetahui lebih jelas 

persoalannya, karena para pihak yang berkepentinganlah yang 

mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak memberi kuasa 

kepada orang lain, tidak jarang kuasa ini mendalami peristiwa yang 

menjadi sengketa secara rinci, sehingga ia sering hanya siap dengan surat 

jawabannya saja, tetapi jika ada pertanyaan dari hakim yang memeriksa, 

ia masih harus berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya. Lagi pula 

berperkara di pengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa 
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akan jauh lebih ringan biayanya daripada kalau menggunakan seorang 

kuasa, karena harus membayar jasa seorang kuasa. 

Sebaliknya adanya seorang wakil mempunyai manfaat pula. Or-

ang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus 

berperkara, biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang kuasa 

sangat berguna. Seorang kuasa yang tahu akan hukumnya dan 

mempunyai itikad baik merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim 

dalam memeriksa suatu perkara. Hal ini akan memperlancar jalannya 

peradilan. Bagi pihak yang buta hukum sama sekali, akan menjadi 

sasaran penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak. 

Seorang kuasa yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak 

benar tersebut. 

i) Sifat Terbukanya Persidangan 

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka 

untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan 

menyaksikan pemeriksaan di persidangan. Hal ini dinyatakan dengan 

tegas dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan dari asas ini tidak 

lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang 

peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan 

mempertanggung-jawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta 

putusan yang bijaksana kepada masyarakat. 

Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyataka 

terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut 

hukum. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk dikontrol 

masyarakat terhadap jalannya sidang pengadilan. Kecuali apabila 

ditentukan lain oleh undang undang atau apabila berdasarkan alasan-

alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang 

diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu 

tertutup, seperti dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinaan. 

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



 

 

 

Setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum 

terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup. 

j) Mendengar Kedua Belah Pihak 

Di dalam hukum, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama. 

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, 

seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.. Hal ini mengandung arti 

bahwa pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas 

perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi 

kesempatan untuk memberi pendapatnya. Para pihak harus didengar (audi 

alteram partem). 

2.7.2 Kekuasaan Kehakiman 

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Peradilan dilakukan 

“demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Pasal 4 ini juga 

didukung dengan Pasal 28 ayat (1) Bab IV Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa 

hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengertian rasa keadilan 

masyarakat merupakan sesuatu yang abstrak atau tidak berwujud, tetapi 

dengan adanya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka 

majelis hakim memiliki dasar yang kuat untuk tidak mengikuti segala 

ketentuan yang telah dibuat oleh para pihak secara sah berdasarkan Pasal 

1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

Bapak Solahuddin,SH juga menegaskan bahwa sebelum 

memberikan putusan yang tidak terpaku pada teori ataupun hukum tertulis 

yang baku tersebut, majelis hakim harus terlebih dahulu memperhatikan 

saksi-saksi, keadaan maupun peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi, 

maupun keterangan saksi ahli yang dapat menjadi patokan bagi hakim 

untuk memutuskan berdasarkan keyakinan yang dirasakan oleh majelis 
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hakim itu sendiri, terlepas dari ketentuan yang ada dalam perjanjian yang 

telah dibuat oleh para pihak. 

Kasus utang-piutang antara Woen Hon Fen dengan Efri Jhonly 

tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian baku (standard contract) yang 

sering terjadi pada perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh bank. 

Pada suatu perjanjian baku (standard contract) dapat dilihat adanya 

ketidak-sederajatan di antara para pihak saat membuat perjanjian, dimana 

salah satu pihak ternyata tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan 

keinginannya. Pada kasus utang-piutang atau kredit, pihak pemberi 

pinjaman (kreditur) seringkali sewenang-wenang menentukan besarnya 

suku bunga pinjaman, yang akhirnya tetap diterima oleh penerima 

pinjaman (debitur) karena keadaan yang mendesak yang dialami oleh 

pihak penerima pinjaman (debitur). 

Untuk melindungi masyarakat yang lemah, sesuai dengan 

kewajiban hakim yang telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 28 ayat 

(1) Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, maka dimungkinkan untuk seorang hakim memutuskan 

sesuatu perkara diluar dari hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan-peraturan lainnya. 

 

2.8 Deskripsi Kasus 

Tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter, sehingga beberapa 

bank mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya operasionalnya sehari-hari. 

Hal ini menyebabkan dunia perbankan Indonesia jatuh, sehingga Bank 

Indonesia memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 

bank yang membutuhkan. 

 “BLBI adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia ke bank-bank 

yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari. Kesulitan 

likuiditas ini bisa terjadi antara lain karena penarikan dana secara tiba-tiba 

dan besar-besaran oleh nasabah, sementara bank tersebut tidak siap melayani 
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kejadian tersebut. Setelah menerima BLBI tersebut, maka bank bersangkutan 

dinyatakan dilikuidasi”.38 

 

Berdasarkan Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998, Pemerintah setelah berkonsultasi  kepada
  
Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, atas permintaan Bank Indonesia membentuk badan  

khusus yang bersifat sementara dalam rangka
 
penyehatan perbankan, yang di 

dasari oleh penilaian Bank Indonesia bahwa telah terjadi kesulitan Perbankan 

yang membahayakan perekonomian nasional. 

“Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk pemerintah untuk 

mengelola kekayaan yang dimiliki oleh bank yang menerima Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada saat Indonesia mengalami krisis 

moneter pada tahun 1998.
 
Kekayaan milik bank yang dilikuidasi oleh Bank 

Indonesia baik berupa bangunan; tanah; maupun piutang-piutang, kemudian 

dialihkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Piutang milik 

beberapa bank yang dilikuidasi disatukan dan kemudian di jual kepada 

beberapa bank besar, seperti Bank Bukopin, Bank Danamon, dan 2 (dua) 

bank lainnya. Kemudian selanjutnya keempat bank tersebut menjual hak 

tagih piutang milik bank yang di likuidasi kepada umum dengan perjanjian 

jual beli piutang”.
39
 

 

Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

dibentuknya Tim Likuidasi yaitu pada tahun 1998, ternyata PT. Bank Bahari 

tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan likuidasi sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Pencabutan  izin  usaha,   pembubaran  dan  likuidasi  Bank.  Sehingga   dalam 

rangka restrukturisasi di sektor keuangan dan perbankan serta penyelesaian 

kredit macet, maka Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Bank 

Indonesia telah menetapkan Bank Bahari sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha 

(BBKU), dan selanjutnya seluruh asset yang ada termasuk piutang terhadap 
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Woen Hon Fen berikut segala jaminannya akan dialihkan terlebih dahulu 

kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Perjanjian 

Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP-99/BPPN/0600 tertanggal 08 

Juni 2000 jo Nomor SP-136/BPPN/0401 tanggal 06 April 2001. Selanjutnya 

pada tanggal 14 Mei 2003, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 

mengalihkan piutang milik PT. Bank Bahari terhadap Woen Hon Fen kepada 

PT. Bank Bukopin melalui lelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan izin usaha, 

pembubaran  dan  likuidasi Bank. Pengalihan yang dilakukan  melalui  lelang 

tersebut, kemudian dikuatkan dengan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 

14 Mei 2003. 

Dan terakhir, piutang tersebut dialihkan kepada Efri Jhonly dengan 

beberapa piutang lain yang dimiliki oleh PT. Bank Bukopin dengan harga 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengalihan piutang dari PT. 

Bank Bukopin kepada Efri Jhonly didasari oleh perjanjian jual beli piutang 

yang dibuat dihadapan notaris. Perjanjian jual beli piutang tersebut dilakukan 

secara cessie dengan keadaan sebagaimana adanya (as is), yang berarti bahwa 

pembeli menerima dan setuju bahwa jual beli piutang akan tetap dilakukan 

walaupun pihak pembeli mengetahui bahwa piutang yang dijual mungkin 

dalam keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu telah terjadi. Dengan 

dilakukannya perjanjian jual beli piutang tersebut, maka perjanjian kredit yang 

dibuat oleh Woen Hon Fen dengan PT. Bank Bahari cabang Hayam Wuruk 

sekarang telah beralih kepada Bapak Efri Jhonly selaku kreditur baru, dan 

perjanjian tersebut tetap mengikat mereka sesuai dengan isi perjanjian kredit 

yang disepakati antara Woen Hon Fen dengan PT. Bank Bahari cabang 

Hayam Wuruk. 

Perjanjian jual beli piutang yang dilakukan antara Bank Bukopin 

dengan Efri Jhonly dilakukan untuk 100 (seratus) piutang yang dimiliki oleh 

Bank Bukopin, yang berasal dari sejumlah bank yang dilikuidasi dan dialihkan 

oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang secara keseluruhan 

jumlah baki debetnya sebesar Rp. 31,439,299,744.77 (tiga puluh satu miliar 
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empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu 

tujuh ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan harga 

pembelian sebesar Rp. 6,838,050,000.00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh 

delapan juta lima puluh ribu rupiah), yang dibagi dalam tiga kali pembayaran, 

dengan pembayaran pertama untuk baki debet sebesar Rp. 12,528,250,725.56 

(dua belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu 

tujuh ratus dua puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang dijual kepada 

Efri Jhonly dengan harga pembelian sebesar Rp. 2,724,894,532.81 (dua miliar 

tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima 

ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluh satu sen) yang meliputi perjanjian 

jual beli piutang untuk hutang Woen Hon Fen kepada PT. Bank Bahari cabang 

Hayam Wuruk. 

Dengan dibuatnya perjanjian jual beli piutang secara as is tersebut, 

merupakan suatu pelepasan jaminan dari penjual kepada pembeli piutang yang 

ditujukan untuk menghindari penjual dari kerugian yang terjadi karena 

keadaan atau peristiwa tertentu yang telah terjadi, seperti: 

a) Perjanjian kredit belum berlaku efektif; 

b) Beberapa atau seluruh kondisi prasyarat belum terpenuhi; 

c) Beberapa atau seluruh persyaratan lanjutan (conditions subsequent) 

belum terpenuhi; 

d) Beberapa atau seluruh dokumen jaminan belum diikat secara sempurna, 

surat bukti kepemilikan atas objek jaminan akan atau telah berakhir; 

e) Peminjam melakukan kelalaian atau cidera janji (default); 

f) Peminjam telah melakukan penyimpangan penggunaan Piutang dan 

karenanya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit; 

g) Dokumen Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen terkait tidak lengkap 

atau tidak ada; 

h) Jumlah hutang tertunggak kemungkinan tidak disetujui oleh peminjam; 

i) Peminjam tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau melunasi 

piutang atau peminjam tidak bersedia untuk bekerja sama dengan 

pembeli; 
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j) Piutang dan atau Peminjam sedang dalam sengketa; 

k) Dokumen Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen terkait belum 

diserahkan oleh Bank asal atau peminjam kepada BPPN dan/atau 

BUKOPIN, tidak lengkap atau tidak ada; 

l) Bank asal tidak atau belum menuangkan pemberian kredit tersebut dalam 

suatu perjanjian kredit; 

m) Terdapat silang jaminan (cross collateral), piutang telah lunas, terdapat 

penyelesaian secara tunai maupun dengan asset lainnya yang tidak 

teridentifikasi pada saat perjanjian ditandatanganni.
40
 

 

2.9 Analisis 

2.9.1 Putusan Pengadilan Negeri 

Pada tanggal 23 Oktober 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah 

menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi yang digugat Efri Jhonly kepada 

Woen Hon Fen atau ahli warisnya. Perkara dengan nomor 245/PDT.G/ 

2007/PN.JKT.BAR tersebut didaftarkan pada tanggal 2 Juli 2007 di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang kemudian dilakukan 

perbaikan Surat Gugatan tertanggal 27 Agustus 2007. Perbaikan gugatan 

dilakukan karena ternyata tergugat yang dalam hal ini adalah Woen Hon Fen, 

ternyata telah meninggal dunia, sehingga surat gugatan kemudian diajukan 

kepada ahli warisnya. 

Gugatan diajukan atas pinjaman yang dilakukan oleh Woen Hon Fen 

berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/V/98 tanggal 02 Mei 

1998 jo Akta Surat Hutang No. 107 tanggal 27 Januari 1998, yang dibuat 

dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati,SH/ Notaris di Jakarta, yang menguatkan 

bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dalam 2 (dua) bentuk, yaitu 

berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Atas Permintaan 

(PTP) guna untuk modal kerja usaha. Fasilitas kredit tersebut diberikan oleh 

                                                             
40 Sjarmeini S. Chandra, “Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.140”, Akta Notaris, 

Akta Perjanjian Jual Beli Piutang PT. Bank Bukopin,Tbk dan Tuan Efri Jhonly, (Jakarta, 

2006), Pasal 2 ayat (3). 
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PT. Bank Bahari Cabang Hayam Wuruk dengan kondisi dan ketentuan sebagai 

berikut: 

Pokok Rp. 250.000.000,- (fasilitas Pinjaman Rekening Koran) 

 Rp. 150.000.000,- (fasilitas Pinjaman Tetap Atas Permintaan) 

 Rp. 100.000.000,- (fasilitas Pinjaman Tetap Atas Permintaan) 

Bunga 38% (fasilitas PRK & PTP) 

Denda 3% Per bulan dari kewajiban yang tertunggak 

Jangka waktu 27 Januari 1998 sampai dengan angsuran terakhir tanggal 

02 Mei 1998 

 

Dalam perkembangannya, ternyata Tergugat tidak memenuhi 

kewajiban untuk membayar angsuran hutang tersebut kepada Bank Bahari 

sebagaimana mestinya, dimana pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 02 

Mei 1998, Tergugat tidak pernah membayar hutang pokok beserta bunga dan 

dendanya. 

Jumlah hutang Tergugat yang hak tagihnya telah dialihkan kepada 

Penggugat tertanggal 30 Agustus 2006 adalah sebesar Rp. 4.318.494.306,77,- 

(empat milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat 

ribu tiga ratus enam koma tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai 

berikut: 

Pokok : Rp. 504.120.086,24,- 

Bunga : Rp. 3.065.050.124,34,- 

Denda : Rp. 749.324.096,19.- 

Total Kewajiban : Rp. 4.318.484.306,77,- 

 

Karena Tergugat sudah terlalu lama wanprestasi, yaitu sejak 02 Mei 

1998 dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan 

kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka sangat 

beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu 

menghukum tergugat agar segera menyelesaikan seluruh hutangnya tersebut 

kepada Penggugat, sebesar Rp. 4.318.494.306,77,- (empat milyar tiga ratus 
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delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam koma 

tujuh puluh tujuh rupiah). 

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (Efri Jhonly) 

dapat dipastikan bahwa telah terjadi perjanjian kredit yang dilakukan oleh 

Woen Hon Fen dengan PT. Bank Bahari Cabang Hayam Wuruk pada tanggal 

27 Januari 1998 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perjanjian 

kredit ini juga disertai dengan beberapa ketentuan seperti besarnya bunga 

pinjaman sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) per tahun, denda sebesar 3% 

(tiga persen) per bulan dari kewajiban yang tertunggak, dan jangka waktu 

kredit yang berakhir pada angsuran terakhir yaitu tanggal 2 Mei 1998. 

Penggugat mengajukan beberapa bukti hak atas kepemilikan piutang 

tersebut, yang berupa akta perjanjian jual beli piutang antara Efri Jhonly 

dengan Bank Bukopin, serta perjanjian pengalihan piutang (cessie). Bank 

Bukopin memiliki piutang tersebut melalui perjanjian jual beli dengan Badan 

Penyehatan Perbankan (BPPN) tertanggal 14 Mei 2003. 

Pada saat persidangan berlangsung ternyata pihak tergugat (ahli waris 

Woen Hon Fen) tidak hadir ataupun tidak mengirimkan kuasanya meskipun 

telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 

dengan verstek. Putusan ini diberikan dengan mempertimbangkan kelengkapan 

bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat pada persidangan. 

Dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, 

maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa 

penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan 

bahwa tergugat telah lalai membayar hutangnya kepada penggugat, sehingga 

petitum gugatan penggugat sangat beralasan untuk dikabulkan. 

Putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 

karena menurut pertimbangan Majelis Hakim bunga pinjaman yang disepakati 

oleh Woen Hon Fen dan PT. Bank Bahari dirasakan tidak sesuai dengan rasa 

keadilan masyarakat, sehingga besarnya bunga haruslah disesuaikan dengan 

bunga bank secara umum yang besarnya 12% (dua belas persen) per tahun, 

sehingga bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 544.449.693,14 
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(lima ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu 

enam ratus Sembilan puluh tiga koma empat belas rupiah). 

Dengan pertimbangan tersebut maka jumlah utang tergugat kepada 

penggugat adalah sebesar Rp. 504.120.086,24 (lima ratus empat juta seratus 

dua puluh ribu rupiah delapan puluh enam koma dua puluh empat rupiah) 

ditambah dengan bunga sebesar Rp 544.449.693,14 (lima ratus empat puluh 

empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh 

tiga koma empat belas rupiah), sehingga totalnya adalah Rp 1.048.569.779,38 

(satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu 

tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma tiga puluh delapan rupiah). 

 

2.9.2 Analisis Permasalahan 

Kasus yang diangkat pada penulisan ini merupakan kasus yang 

terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998, dimana 

ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian yang telah ada sebelumnya 

tidak dapat diterapkan pada masa ini karena dirasakan tidak sesuai lagi. 

Perjanjian kredit yang dilakukan pada masa itu tentunya akan 

menggunakan suku bunga yang berlaku pada saat itu, meskipun pada 

akhirnya pembayarannya dilakukan pada saat perekonomian telah kembali 

normal. 

Perjanjian yang dibuat pada 27 Januari 1998 oleh para pihak pada 

saat itu sah secara hukum karena telah disepakati oleh para pihak sendiri. 

Tingkatan suku bunga yang diberikan pun telah disetujui oleh pihak 

debitur pada saat penandatanganan perjanjian. Hal ini dapat diperkirakan 

karena apabila debitur merasa keberatan dengan besarnya suku bunga yang 

diperjanjikan maka debitur pada saat itu dapat memilih bank lain yang 

memiliki suku bunga kredit yang lebih rendah untuk mengajukan 

pinjaman kredit. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

30/266/KEP/DIR tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang 

menyangkut kewajiban antar bank, pengambilalihan tagihan, suku bunga 

simpanan dan penyediaan dana, pada Pasal 6 dinyatakan bahwa 
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maksimum suku bunga simpanan pihak ketiga bank ditetapkan sebesar 

125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dengan jangka waktu yang sama, yaitu 22% (dua puluh 

dua per seratus). Sehingga dapat dikatakan bahwa maksimum suku bunga 

simpanan pihak ketiga bank pada saat itu sebesar 125% x 22% = 27.5% 

(dua puluh tujuh koma lima persen). 

Suku bunga kredit antar bank tidak ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, tetapi penetapan suku bunga kredit tersebut mengikuti 

perubahan besarnya suku bunga simpanan dan suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI). Pada kondisi normal biasanya suku bunga kredit lebih 

tinggi 4% (empat persen) dari suku bunga simpanan, yang ditujukan untuk 

biaya overheat, biaya resiko dan marjin laba. Mengingat kondisi krisis 

moneter pada saat itu maka sangat dimungkinkan apabila terjadi 

peningkatan suku bunga kredit yang lebih tinggi mengingat besarnya 

resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank sendiri. Sehingga 

diperkirakan besarnya suku bunga kredit pada saat itu minimal sebesar 

27.5% + 4% = 31.5% (tiga puluh satu koma lima per seratus). 

Karena keadaan perekonomian yang semakin memburuk maka 

pada tanggal 11 Maret 1998 Bank Indonesia kembali mengeluarkan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia yaitu Nomor 30/274A/KEP/DIR 

tentang penegasan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

30/266/KEP/DIR, dimana pada Pasal 2 dinyatakan bahwa untuk masa 

peralihan dari tanggal 11 Maret 1998 sampai dengan tanggal 15 April 

1998, maka batas maksimum suku bunga simpanan pihak ketiga bank 

ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu 45% (empat puluh lima persen). 

Biasanya pada suatu perjanjian kredit, pihak bank dimungkinkan 

untuk mengubah suku bunga kredit apabila terjadi perubahan 

perekonomian yang sangat besar seperti pada saat itu, dimana suku bunga 

kredit pada bulan Maret tersebut menjadi sebesar (150% x 45%) + 4% = 

71,5% (tujuh puluh satu koma lima persen). Tetapi hal itu dapat ditangkis 
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oleh debitur dengan dalil bahwa perjanjian yang berlaku bagi para pihak 

adalah sesuai dengan kondisi yang telah disepakati sebelumnya. 

Hal ini menimbulkan ketidak-adilan bagi kreditur apabila 

kemudian pada saat pihak debitur melakukan wanprestasi, justru suku 

bunga kredit yang digunakan adalah suku bunga kredit pada saat gugatan 

tersebut diputuskan oleh Hakim. Dengan melihat situasi dan kondisi pada 

saat perjanjian tersebut dibuat, maka seharusnya hakim dalam hal ini 

mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perjanjian 

tersebut disepakati oleh para pihak. 

Untuk tingkat suku bunga pada pinjamanan kredit tidak terdapat 

pengaturan yang tegas yang diberikan oleh pemerintah. Hanya terdapat 

pengaturan dalam Pasal 1767 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yang menyatakan bahwa bunga yang diatur adalah sebesar 6% 

(enam persen). Pengaturan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi pada 

masa sekarang karena tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. 

Sedangkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia hanya mengatur mengenai 

suku bunga tabungan, dan memberikan kebebasan mengenai besarnya 

suku bunga pinjaman selama masih dapat diterima dalam masyarakat. 

Oleh sebab itu hakim melakukan penemuan hukum melalui rasa 

keadilan yang dimiliki hakim, dengan memberikan suku bunga sesuai 

dengan kebiasaan yang dirasakan hakim dapat memberikan keadilan bagi 

para pihak, yaitu 12% (dua belas persen). 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentu saja 

merugikan pihak Efri Jhonly sebagai pemilik piutang, yang memiliki hak 

tagih sesuai ketentuan yang ada pada perjanjian kredit tersebut. Dan 

tentunya akan menguntungkan pihak debitur yang telah melakukan 

wanprestasi, dimana seharusnya pihak yang melakukan wanprestasi 

seharusnya dihukum dengan dibebankan bunga keterlambatan dan sanksi 

lainnya. 

2.9.2.1 Resiko 

Dengan adanya pertimbangan suku bunga oleh hakim, maka pihak 

kreditur baru mengalami kerugian yang harus ditanggungnya sendiri, 

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



 

 

 

dikarenakan piutang tersebut dialihkan secara cessie, sehingga pihak 

kreditur lama tidak menanggung wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. 

Hal ini sebenarnya dapat dihindari dengan retro cessie, tetapi mengingat 

pengalihan piutang tersebut dilakukan jauh dibawah nilai piutang dan 

dipertegaskan dalam perjanjiannya bahwa pengalihan dilakukan dengan as 

is, dimana pihak kreditur tidak bertanggung jawab atas piutang tersebut 

dikemudian hari, maka resiko ini murni menjadi tanggung jawab dari 

pihak pembeli piutang yang dalam hal ini adalah kreditur baru (Bapak Efri 

Jhonly) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Perjanjian Pengalihan 

Piutang nomor 141 tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan 

Notaris Sjarmeini S. Chandra. 

Dengan didasari oleh Teori Kesepakatan, maka perjanjian 

pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak PT Bank Bukopin dengan 

Bapak Efri Jhonly yang dilakukan setelah keadaan Indonesia kembali 

normal dan dilakukan oleh para pihak dengan keinginannya sendiri secara 

sadar dan telah mencapai kesepakatan tersebut, maka hakim memutuskan 

bahwa sesuai dengan kesepakatan dari pembeli dan penjual piutang bahwa 

resiko yang terjadi dikemudian hari merupakan tanggungan pihak pembeli 

yang telah membeli piutang tersebut dengan harga kesepakatan yang 

berada di bawah baki kredit dengan mengesampingkan resiko dari ketidak-

adanya penjaminan dari pihak penjual piutang tersebut. 

2.9.2.2 Intervensi Hakim Terhadap Kewajiban Debitur 

Perjanjian yang telah dibuat secara sah, menurut Pasal 1338 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para 

pihak yang membuatnya. Hal ini menegaskan bahwa hakim seharusnya 

tidak dapat melakukan intervensi terhadap besarnya suku bunga karena hal 

tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak. Dalam asas-asas peradilan 

hukum acara perdata terdapat asas Keaktifan Hakim dalam Pemeriksaan 

dimana hakim dalam putusannya tidak hanya mengikuti isi gugatan pihak 

penggugat tetapi secara aktif mempertimbangkan beberapa hal yang 

terkait.  
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Dikarenakan adanya perubahan keadaan yang mengakibatkan 

berubahnya tingkat suku bunga kredit yang pada umumnya digunakan 

pada perjanjian kredit pada masa sekarang, maka berdasarkan asas itikad 

baik pada proses pelaksanaan kontrak, apabila terhadap debitur tetap 

dibebankan suku bunga yang berlaku pada masa krisis tersebut maka 

dirasakan hal tersebut akan bertentangan dengan kepatutan. Hal ini 

disebabkan karena sepanjang berjalannya waktu sejak perjanjian kredit 

tersebut dibuat hingga pada saat pengalihan dan penagihan oleh kreditur 

baru, telah terjadi perubahan keadaan sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap perjanjian tersebut. Sejak Indonesia telah berhasil 

melewati krisis moneter, maka pihak kreditur dirasakan tidak patut untuk 

tetap memberlakukan tingkat suku bunga sebesar 38% (tiga puluh delapan 

persen) kepada debitur. 

Oleh karena hal tersebut diatas maka dalam kasus ini hakim dalam 

putusannya dapat melakukan intervensi terhadap kewajiban Debitur dalam 

pelunasan hutangnya sebagaimana yang dinyatakan pada fungsi itikad baik 

dalam kontrak yaitu “manakala hakim dalam suatu perkara tertentu 

menemukan isi kontrak yang bersangkutan sangat bertentangan dengan 

keadilan atau kepatutan, ia dapat mengurangi atau bahkan meniadakan 

suatu kewajiban kontraktual.”
41
 

2.9.2.3 Prinsip Keadilan dalam Intervensi Hakim 

Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

mempertimbangkan rasa keadilan bagi pihak debitur yang mengalami 

kesulitan untuk membayar utang tersebut. Walaupun pengertian keadilan 

merupakan hal yang berbeda untuk para pihak, seperti dalam kasus ini 

dimana putusan tersebut mungkin dirasakan telah cukup adil untuk pihak 

Debitur tetapi di sisi lain apabila kita melihat pada pihak Kreditur, maka 

dirasakan keadilan tersebut belum terpenuhi di dalam putusan tersebut. 

Menyimpangi berbagai ketentuan perundang-undangan dan asas-

asas hukum yang terkait dengan kasus ini, putusan tersebut tetap diterima 
                                                             

41
 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, hal. 348. 
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dengan baik oleh para pihak karena putusan hakim didasari oleh beberapa 

pertimbangan yaitu :  

1. Membantu tergugat yang merupakan pihak yang lemah, berdasarkan 

kewenangan yang dimiliki hakim untuk mengesampingkan isi 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak, terutama pada perjanjian baku 

(standard contract), serta tidak terlalu merugikan pihak Penggugat 

2. Mempertimbangkan besarnya suku bunga yang dirasakan tidak sesuai 

dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 

3. Cara pengalihan piutang yang dilakukan bawah jumlah baki debet 

piutang 

4. Adanya jaminan atas utang tersebut 

5. Kemampuan dari debitur untuk menjalankan isi putusan.  

Bapak Solahuddin, SH selaku ketua Majelis Hakim yang 

memutuskan kasus ini menegaskan bahwa sebelum memberikan putusan 

yang tidak terpaku pada teori ataupun hukum tertulis yang baku tersebut, 

majelis hakim harus terlebih dahulu memperhatikan saksi-saksi, keadaan 

maupun peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi, maupun keterangan 

saksi ahli yang dapat menjadi patokan bagi hakim untuk memutuskan 

berdasarkan keyakinan yang dirasakan oleh majelis hakim itu sendiri, 

terlepas dari ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah dibuat oleh 

para pihak. 

Rasa keadilan yang akan diterapkan pada kasus ini adalah keadilan 

dalam hubungan kontraktual, dimana perjanjian antara Woen Hon Fen 

dengan Bank Bahari tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian baku 

(standard contract) yang sering terjadi pada perjanjian utang-piutang yang 

dilakukan oleh bank. Pada suatu perjanjian baku (standard contract) dapat 

dilihat adanya ketidak-sederajatan di antara para pihak saat membuat 

perjanjian, dimana salah satu pihak ternyata tidak memiliki kebebasan 

untuk menyatakan keinginannya. Pada kasus utang-piutang atau kredit, 

pihak pemberi pinjaman (kreditur) seringkali sewenang-wenang 

menentukan besarnya suku bunga pinjaman, yang akhirnya tetap diterima 
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oleh penerima pinjaman (debitur) karena keadaan yang mendesak yang 

dialami oleh pihak penerima pinjaman (debitur). 

Hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan rasionalitas atas 

pelaksanaan putusan ini nantinya. Perjanjian kredit tersebut dilengkapi 

dengan sebuah perjanjian hak tanggungan atas sebuah rumah yang sejak 

kerusuhan pada tahun 1998 mengalami kerusakan yang sangat parah. 

Karena pihak debitur atau ahli warisnya hingga saat putusan tidak juga 

hadir ke persidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya, maka 

harta debitur yang dapat dilakukan eksekusi untuk pelaksanaan putusan ini 

hanyalah rumah tersebut. Sehingga hakim dalam hal ini juga 

mempertimbangkan bahwa utang, bunga dan denda yang totalnya sebesar 

Rp 1.048.569.779,38 (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus 

enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma tiga 

puluh delapan rupiah) tersebut telah melebihi nilai jual rumah yang 

menjadi jaminan tersebut, sehingga tidak akan terlalu berdampak kepada 

Penggugat bahkan apabila gugatannya sepenuhnya dikabulkan. 

 

 

 

 

BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Simpulan  

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan pada bab – bab terdahulu, 

maka dapat disimpulkan: 

1. Resiko yang timbul di kemudian hari dari suatu piutang yang telah 

dialihkan secara cessie, merupakan resiko yang harus ditanggung oleh 
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pihak pembeli piutang, kecuali hal tersebut telah diperjanjikan terlebih 

dahulu oleh para pihak, sehingga pihak penjual piutang dengan 

keinginannya sendiri menghendaki untuk ikut serta menanggung resiko 

tersebut. Hal ini disebabkan karena perjanjian merupakan salah satu 

bentuk dari pengalihan resiko. 

2. Hakim dapat melakukan intervensi terhadap perjanjian yang telah 

dibuat oleh para pihak apabila hakim dalam suatu perkara tertentu 

menemukan isi kontrak yang bersangkutan sangat bertentangan dengan 

keadilan atau kepatutan. Tindakan Hakim ini didasari oleh prinsip itikad 

baik dan didukung pula oleh Pasal 28 ayat (1) Bab IV Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

3. Intervensi Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan ini dirasakan telah 

sesuai dengan prinsip keadilan karena putusan tersebut diambil 

berdasarkan pertimbangan rasionalitas atas pelaksanaan putusan ini 

nantinya yang nyatanya telah diterima oleh kedua belah pihak yang 

berkaitan dalam kasus ini. 

 

3.2 Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka disarankan agar: 

1. Putusan ini dapat dijadikan contoh oleh hakim-hakim lain agar tidak hanya 

menerapkan ketentuan yang telah ada tetapi juga mempertimbangkan rasa 

keadilan bagi para pihak, dengan mempertimbangkan berbagai hal yang 

terjadi dalam suatu perkara. 

2. Para Kreditur tidak perlu khawatir dengan adanya putusan ini maka akan 

mengurangi hak yang seharusnya diperolehnya, karena hakim dengan 

berbagai pertimbangan telah menetapkan nilai yang dirasakan cukup adil 

bagi para pihak. 

3. Lembaga kehakiman harus lebih banyak menciptakan hakim-hakim yang 

berkualitas untuk mengisi kekosongan hukum kita, mengingat lamanya 

waktu yang diperlukan oleh pemerintah untuk membuat sebuah peraturan 
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perundang-undangan, sehingga hakim dapat menutupi kekosongan 

tersebut dengan lebih menggali sumber-sumber hukum lain. 
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: ' . r ; .1 '  ,  :
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B,r lr\ \ ,a. oleh karena Tergugat t idak membalai/, 'melunasi seluruh

junr lah hutangnya kepada Bank sesuai  jumleh clan waktu yang telah :

diperjanj ikan, maka menurut frukunl.;Tergugat telaf lalal atau : l

l 'anprestasi ;

Bahrva clalarn rangka restrukturiraii i air"ttoi ke.ralgan 
'"(an 
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perbankan u".to penyelesaian *"Oll: miceU maka Pemerintah u'

Republik Indonesia dan otoritas keuarigan dan perbankan Indonesia :lr
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v. rla h r'a oren karen. iTurgu got rro jfiitnolu tanr a wanprestasfloituli

sejak tan1,,g,al 02 tlei 1998 rlari t idfik' i 'atla-i i ikad lraik dari Tergugat'
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hutangn;'a hersebut kepada Penggugat, baik betupa hutang pokok, 
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bunga rna'rpun denda sebagaimal;t tersebu! 
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dan nfobtlo,,

Tcrgugii t  tetap t iclak nielunasi hutangnya meskipun'putusan atasi

perkarir ini telah ci isampaikan kepadan)fa menurut hukunt, ntakd,.

l ;eralasan puia kiranya untuk menetapkan dau menyatakan bahwa,';

iual sendir i  jaminan hutang tersebuti
t f

jqdfgrno mengambii pelunlsan piutangnya terhaclap Tergugat; 
"

. ,J

.$-i l ,*o agar tuntutan Penggugat t idak i l lusioner belaka, niaka

...)".y'nggugat memolron kepada Majel is Hakim Pengadilarr Negeri:

Moforto Baral cq. i \ , ' lajel is Hakim yang memeriksa clan nrengadil i

perkara ini kiranya berker-an untuk meletakkan sita jan-rinan

(ConserVaioir Beslag) diatas tanah/bangunan yang merupakan
. : .

janr inan I :ubang sebagainrana tersebut diatas ;

B,rlirva berdasarkan segala apa yan,q diuraikan diatab, Penggugat

rr icrlolron clengan horntat keprrda Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq.

\ ' lajei is F{akinr yang memeriksa dan mengadil i  perkara ini berkenan unfuk:

nt t . t t lutusk; inperkarainiyangamarnyaberbunyisebagaiber ikut :

i  .  ivienerima dan.rnengabulkan gugatan Penggugat unfuk seluruhnya ; ,

2. lvlerrvaiakan sah clan berharga si la iaminan / lne tetlrn di letakkan

diatas bidang tanah sebidang tanah ie luas kurang lebih"60 M2 (enam'

pulutr "meter 
p,ersegi), t"l* ,:.t,i:"k ii oa;fin xnl,t",t 

:Or1",O
Jakarta, llilavah Jakarta Barat, Kelam,atan T.1,mansari, Kelurahali'

Glotlok, berikut bangunan yang didir ikan ci iatasnya, setempat

I'ergfuat berhak untuk mbnjua
I /

dlqta/gu na mengambii Pelun.rsan
t l

ctiken;rl selragai Jaian Pinangsia K1,nlPlek Cloc{oll Jaya Blok f ruo:t,f-;j

sebagainrirna cliui 'aikan dala'rt Sell"nikat Hak Guna BanBunal Not,

355/Glodok yang diterbitkan oleh"Kantor Badan I'ertanahan Jakarla,JJJI \ r r r rurr^ / ( r16 u.rsr-v 'Lr \ . . r .  " : - i , l i , } ; : . ; .  " . . - ' . . i  ^  : :  - ,  '  
: r : f  

,  
r , : . : . . , i . i , :  $

Barat.pada tanggal 13 Maret 1980:,dengan Gam.bar situasi No. 21./ ' ;r
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l . , \ ' lenvatak.rn Tergugat berhutang kepafa Pgnggugat yang samt)Xt

rierrgirrr t irr igg;rr 30 Agustus 2006 aclalah sebesar Rf: 4 318 494.306,77:, '

(enrprat ntil-1'ar tiga ratis clelapanrbelas, juta empat ra'tus sembilan
itrr:, ' a '

pulul t  e l l rpal-  r ibu hga raLus enam konla tu iuh pululr  tu juh rupiah),
,6. .  . . . .*" .  - . . . - , - t  -  - - - . :  - - -J----  r  

, '

: i

c / ,o/ loS0 fan:sat l3 N4aretJ\r / /  |  /vv ' . " ' i r r> '

l i I . ' i \ ; .

dengan r incian sebagai  ber ikut :  ' " '

: Rp. 504.120.086,24,- ,

: Rp. 3.0ri5 050 T'2/^,,34;-

:Rp. 749.324.096,19,-

: Ro" 4.318.4U.306,77'-

"Pokok

Bunga

Derrd a

Tctal  kew'aj iban

'.-t.,'.
i i .
'":'
.:i:.
. tii
'ii,:
'i:'' 

t

.l;.;:, ij
i

t : i

. 'us- - 
:.

,,' .t'tehl,Jtokan sebidang tanah seluas kurang lebih qq M2 (enam 'pul$
i',v! fi:&,& perseSi), yang terletak di Daerah Khusus.Ibukota akarta,

i iy4l.i^" Jakarta Barab Kecanratan Tamansari, Kelurahan Glodok,

l.t ri l.,u i Lra n g u n a r ya ng d id irikan diatasnya, setem pat clikena I sebaga{

ja lan Pinangsia Kcmplek btodok'Ja1'2 Blok F'No'18'  sebagaimana

. \

cl iuraikan dalanr sert ip ikat  Hak'Guna Bangunan No'  355/Glodok

vangcl i terbi tkanolehKarrtorBaclanPertanahatrJakartao.. . : to i l i

t , inl ig,al ' t3 h{aret 198r) clengan'Gantbar Situasi *" t t f : ' '  
, t ' , '0,

tarr1,,1,,al l3 ivlaret 1980, tercatat alas l1;'rnra WOIN I:N FEN 
:Otllt.t

j . rn i inan pelunasan kredi t  (hutang) Tergugatkepada Penggugat;  t ,

\ len-r,atakan Tergugat telah lalai dalam membayar hutangnya

tersebut kePacla Penggugat ;

lvlenghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya t:*:O:t '

kepacla Penggugat secara sekaligug da1 seketika atau selantb,l t ;

lanrbatnl 'a 7(tujuh) hari setelai ir. f i facatannya putusan perkara ini

sebesar i{p. 4.318.494.306,77i t,e3f'lt milYer tiSa,ratis delapan belas

juta emrat ratus'sembilan pulu-h,.enrnat r iUu t iga tot"q tn1:l U,:,pt

tujuh puluh tuluh rupiah) deniin-rincian sgbagailana aiulil ln

cliatas i r , ' !f

rggugai oerhak 
' 

untuk 
:menjual 

aiuaJln

merta atas jdminan hutartg
k.ekrrasaannya sendiri dengan.rsgrta - , ' ,r:: -

Tergugat **1u sebidang ,l"ani, 
bangunan tersebut 
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ar l i ln l ,a (ex aequo et  bono) ;

lvfenimbang, bahwa

Penggugat helah mengajukan

lnr ikut :

* io. '  : l

lvlaielis Hakim vans
tJ

puhrsan yang seacli l-

. .

untuk rr.*Uiittit an dalil-dalil gugatannya

surat-surat bukti berupa foto copy se

;:],. :] ' .: '

nrenganrtr i l  seluruh piutangnya, apabila Tergugat t idtrk sqgera
-  . :  i : : i t  :

nrerrrertr t i t i  is i  p l r tusatt  Perkata i t t i  secara iukarela ;

i r leng, l ruhuni  Tcrgugat untuk membayar biaya perkara in i ;
, . , .  . , , : :"n: " , .  -,

lr{:nyatakan putusan ini dapat di jalankiin terlebih dahulu secara
- l

serta merta n,alaupun acla verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar

bi jvooraacl) ;  : .  
' i r t  

'  
' ' '  

i
,,;i;,..

At-.ru apabila Pengadilan Neseri Jakarta Birat cq'

:rrerrqatl i l i  f- 'crkara ini berpendapat lain, maka mohon

lv' lenir;rbang, bahrva pada haii  persidangan yang telah

t l ; r ' , t r r i r [<q6r Penggugat clatang menghadap: Kuasanya ABDUL RASID
t- f

sr lakgf l /aryA\\ 'an ciar i  Penggugaf berdaslrkan S'rrat Kuasa Khusus clan

Sr.ai l . ,rronron masing-masing'tertan ggal28 Jutt i  2007 serta Surat I j in
{1 ,

^Jrli/entil 
clari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta , Barat Nomor :

q+ 
^1
vI|/20ff7IPNJKT.BAR fertanggal 77 iuli 2007. sedangkan Tergugat

ang telah ci ipanggii  secar.r patut sesuai dengal Relaas Panggilan Sidang
f . \

f ' :)u', 'o, : 2.1:-/pDT.C/zDa;/PN.JKT.BA& tertalggal 07 Agustus 2007. dan

, ternyata Tergugat telah meninggal dunta;
. .

N' lenimbang, bahwa selanjutnya pernanggi ian di lakukan

i-,'.;lertraC,oir ,;\hli rvarisnl,a melalui Iklan Harian Rakyat Merdeka .Ed.isi
. . f  

.  
, : ,J

l7 Sepiemtrer 2a07 clan 22 september 2007, yang ternyata Tergugat ticlak

tlal,rrrs. nrenghaclan atau nrenyuruh kuashnyo. yang: sah untuk hhclir
' '

t l ipersit lanqan, salang. t idak teinyata kgticlak hadiranrlya . tersebut
'r;i ' : :

t | isc[rabkansesuatuha|anganyangsaIr ;* j l ' .
' t t '

i ! !enimb.rng, bahrva oleh karena"Tergugat t idak pernah hadir
t :

nr,rkir  i r roses fulecj iasi  t ic lak dapat di la-kSanakan; ' 'dan persidangatt
'il" '

cli lanjutkan clen.gan membacakan s'urat *ugtton Penggugat yang isi dan

r : raksuclnl 'a letap dipertahankan oleh Penggugat ;

tl
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t01s/TP /HWK/V ,

tn 'Krecl i t  Nonro

l :  !

an

+:-. 1.1.;:'r

(nt
lQ:-r:x
' ,1

rniormor

Perji

l. i;otd copr.y Surat Perjanjian Kred

tertarrg,gal 02 tv' lei 1998 dan S

rj

:
ri
:.:.
f;

, : i
: l
I
l
I

, l
I

. l

I

;.]
:--,

022 / T P / H\\/ K / BB / 1/ 98 krta ngg al /7 janyari 1999 (Bu kri p-1) ;

2. Foto copy Akta Surat Perjanjia;;Xr"ait Ndil;. : 10T rar

' 27 Jarruari 1998 yang dibuat oten Jin ciihadapan Ny. pudji Re
.  . ' : : , ' , * , ,  '  

' . . '
' lran.afi, SH. Notaris di Jakarta pukti p-l) .;

3.  Foto copy Sert ip ikat  Hak Guna Bangunan Nomor :1.638/Ma

Besar atas nama I/VOEN HOilr FEN (B:kti pJ);

4. Foto copy Perjanjian Jual Beli  Dan;Penlerahan piutang Non

SP-99/BPP1,I/0600 ranggat S Iuni ZOOO.:6futcri p-4.A) ;
\ - t .

5 fr*Dcop1' Adclenclur'  Perjanjian Iual,Beii  Dan peny,erahan piu
.n i  r

' -ffS,or: SP-136/BPPN/0401 tanggat 6 Aprri l 200i. (Bukr ip-4.8) ;
'-f I

, ' . : , f l1 ' ro cop,r ,  Pei ' jarr j ian jual  Bel i  Piutang tertanggal  1a Mei2003. ( It  I  
- - -  - ' - - 'c ,o ' - -

, ' i : '  /  I ' -r  c) ;

#/ Ijoto copl' Akta Perjanjiari Jual BeIi Piutang Nonrol f+O ti;

#\  30 r \eustus 2006 1,ang cl ibuat oleh dan dihadapan Ny. S1or, .
f'fr. 

\' " jl:,i'r ; i1
/.,,t1 . . Sofjan Ghandra, SH. Notaris di Jakaita. (Bukti p4,D) ;t , /  l ;  ,

i  f . ' l  
Foto cop;, Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor":

'., i i  ,y' tarrg,o.al 30 Agustus 2006 yang dibuat oleir dan clihacla
' " ' i . /

""  i . . I i , .  Sjarmeini  Sof ian Chandra, SH. Notar is cl i  Jakarta. (Bukt i  p-4.E

}:::

.1Of l lOI i r
, .1

.

Piutang'

r \  .
' , /  /  ' i

.  (Bukti

i . :  : l

tariiisal
: ;:.,'.

ln.t1e[u !:
' ..:,

i
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.-"t'

x :1,411:
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i l
p,- 'rsir langan cl ianggapr telah dikutip clan, l lenjadi Lragian yang

tcr1. ' isalrkancjalrr : r tputusatr in i ;  , ; ' , . i  I ,  ,  , ; , , ,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

ndaK

hadir dipersidangan
'gugatan Pettggugat

'  
l ' . ,. - l

Menimbang, bahwa maksud . '  dan fujuan dari gugatan '

Penggugataclalahs'ebagainianabersebutdia$9;
' :

lr ieninrbang, bahwa Tergugat (dhli  waris woEN HON FENI)

,Jiantara.nl,a Lrernanra WOEN KiM JuNcitbtatl :Aipanggil secara patut

tuntui-. hadir cl ipersiclangan namun b'dak hadir, sedangkan ahli  waris yang

i , r in te la l r  c l iprangei l  untuk hadir  c l ipersidangan mela]ui  koran Rakyat

V";,iq+,grbi'tan ianggal 17 Seprtember 2007 dan tanggal 22 Septe'rber'

6 ,.. r -
- f l f rafrr lun i ic laK hi- ic l i r  c ian t ic lhk nrewaki lkarr.kepacla orang l t r i t r  t tnt t tk

l . ,Y, 
p#.rs ir l a n ga n, sc h i n g ga ivl a jel is berliendapat baSwa Terg u ga t t ir i a k

!  E-]T l '  , . : .

i tunin'bonp bahrva karena Tergugat t ictak
.  ,  , , t  , - r r ,

ff i f., T.rgugat t ic{ak dapat menanggapi dali l-dali l

i
J
I

t ,
. I  I

i "

t ' i '

l i  /  ,
f -  ' ' ,Aay 

t- i ia l i l  gugaia.n Penggugat hciak belaf i  Majel is dapat n:enerima

selurul idal i ldal i lgugatanPenggugalPenggugatmasi l rharusdapat

nrerr:br.rkt ikan dali i<lal i l  gugatannya itu ;
t2

gugatannya Pada

.  i r , . ,
i t ,J
i  1, , .

i  l ! r . j

; l tt l
|  : i . . r :

: i  ( !
r l$
I tx

i i  i$
l !  l .. r  l r ;
i  t i :
I  l i
i  l . r
i  l ' r
th i
t [ {
t  [ :
t  a '

i t ;
t?
l f. r .
!  t -

.  
' l
' l t
t,,T

I  d : t"  ; i,  : |
; I

i
, t i

i
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I

t
c,
€
q

-t
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t
I
t
I
I

.t

I

I" lenimbang, bahwa Penggugat'mendali lkan
? , - :^-1:;:;

pci ,oknt 'a sebagai  ber ikut :  '  
"'  

- : : : :  
,  l

l .  Ba5rva Tergugat telah memperolehifasi l i tas kreci i t  dari PT' Bank

Bahari  Ca;.rang Hayam Wuruk'  (Bukt i 'P-1,  7) ;  
'  , l  ' :

3.

Janrin,rn atas fasi l i tas krecl i t  tersebut {aatatr tanatr seluas 60 M2 yang

terletak t l i  Daerah Khusus if :uf<oiarl;kit i i t ,  Wlloyah Jakarta 
.Barat '

Kecamatan Tamaqsari, Kelurahan 
$iidok, 

belikrtt bangunad I'ang

ri ict ir ikan cl iatasnl,a setempat otl i : ,1,t, , , t lbugoi Jalan Pinangsia

Komplek Glodok.lava Blok F- No'18' (Bukti P€) ;

Balrva pemerintal telah menetapkln bank Bahari lsebagai Banki

$
d

u
3
h
&
il.s:}1
,dt

"$-s
,iS

, : : i la l idak dapat r ' .enanggapi bukti-bukti Penggugat; '

- i
. - l  l " leninrba,rg,  bahn,a rvalaupun Tergugat t ic lak menirr iggapi ,
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piutang terhadap

Badan Penyehatan

dau

t
I

t tti.urrfrupian;;

,*.f f*enirnbang, bahwa berclasarkanlorno P-L <lan P 2 terbuktir
i  , i " i f  I  .

g'i.ra\'arf\\'CEN HON Fflirl telah menerinta fasilitas I 
::

U*F/ 
CSbang Flayam lVuruk ber.lasarkan Surat Perianjian Kreclit No.'

f .)gVy'rrP/tf i \ tK/1,798 tanggal 02 Mei -1998 clan Surat Perjanjian Krecl i t

nror : 022/TP/H\yK/BB/l/98 tan$gal ,27 Januari 1998 serta Akta
| 

:: l i ::. j  : ; :

i i ' ,akuan Fiutang yang dibuat dihadapan Notaris Ny, PUDJI REDJEI(I

i'FLtveTi, SH, Notaris di Jakaita Nomor : 107 tangg al 27 Januaii 7998 ,

4-

:).

i
I
I
I

i
' i : .
, ii,

I  i i

,  l f , i
: i i i

l i i
,  I  t i
'  l l j

I  t i

i i '
r l

'  ! i' t '

f

-f' l
I

!
;

rJ
Y

' l  Pini;;nnn rekening Koian (PRK) sebesar Rp. 250.000.000,
" ' j " """

l i rna Pu. luh ju la rupr iah);

(,lr^ r^*

ii
2. Pinjaman Tetap (PIX) sebesar Rp. 150.000.000,- (serarus l ima puluh{

j r r  t r i  ru pian) ;

3. Pinjaman'fetap Atas Pernl intaa&IP)rsebesar Rp.'  100.OOO.OOOji i '
,r.:.1, . t::ii,

'  (st 'ratus juta rupia') ' ,," 
. 

tr$" 
. , . : 

, l '  ,, , l i
Ir lenimbang, bal-.wa hutang Terguget tersebut belunt cli lunasir,

. ' -  
'  

i  Dr . |c | r i .ergugat; ' : . , . . ' :

rrt<in UJtti P4.Ai dan P-4.C telahl'fulenimbang, bahwa berdast 
,- ! ,

icr iadi jual bel i  dan p',:ngalihan piutang dir i  PT. Bank Bahari kepada BPPN-.
{ : , : '0. .  ' . :  i ' '  .  l , r l

i ' , ing, cl i tanda tangani pada tanggal I Juni 2000 serta Aiiendum Perjanjian,i

i,,al Beli .tari pengnlihan piuta"t t."*;+itanaa tangtni tariggal i 
+\ti,

2oo1 ;  t t  
, ; -  . i  4 l |

' iY, , ' , ;  1 '  ; . ' . '  :  ,  i t l
:1!.,: I , 'i:'
! * , : . .  ;  . , .  :  .  .  . :  i ;
Si* i. ,- , , ,,ur,.,:l :, ;1, , ,,,' , . . ,S.i
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i . .  , , j t ,  . ' -  - ,  - i ,  ' -  , , i
I'rtenimbang, bahwa berdaserkan bukti P4.C telah terjadi juai,,,

t . , :  "  ;  - - i  ,  .  ! i
i , . ! i  p iutang arr tara BPPN dengan PT. Bank gukopin Nomor:101/ppAK

ill,ipo.,oto lio/rJKlvl/Tunai/0503 yang. , teiah dilegalisir tanda tanganrl

berciasarkan leEatisasi Nonror : ZtZlZaii  pi, tpada tanggal 14 Mei 2003 oleh.r

Nr\NI SRi \\ /r\RDr\NL SH. Notaris diTafige.ang;

, t^ ' \ -  ' ,

Uy||\$?O ini rl iperbu;ri clengan bukti 'p4.E yaitu berupa perjanjian

o.4Hf/." Piutairg Nonror :141 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya
grp*.y'nlNI SCFjAN CHANDRA, SH,' Noraris cl i  Jakarra yang"+,f :

S't 'rnrrqkan bahr'a pacla tanrgal 30 Agustus 20tJ6 telah tei iacti

gal i ;ran piu-tang dari PT. Bank Dukopin kepada Tuan EFI(I ]FION,Ly; ,

Meninrbang, bahrva [ ' ;crdasarkhn bukt i  P-5 yai tu berupa surat
.  . i . ,_ ,

rr i  I)enggugat kepada Ter-gugat sebanyak 4(empat)pucuk surat masing-

2006, 5 Oktober 2006rasing tertanggal 21 September 2006,26 september

11 +l

i r4eni ' iba.g, :birhrva berclaSiikal bukti ' ,  p-4.D berpa akta.

I 'cr janj ian Ju.rt Beli  Piutang Nomor: l40,rNotaris NY ff iRMEINI SOTIAN

Ci{r\NDRi\, SiI,  Notaris di. Jakarta, 91hWa pada hari Rabu, tanggal

30 z\1 ' ,ustus 2c06, t : la l i  ter jacl i  jual  bel i  p iutang antara pr.  Bank Bukopin '
' l  bk sebagai penjualdengan EFRIIFIONLYseIaku pembeli ;  :

a,.1'

.'::l

l:l

rlarr i3 Oktober 2006 masing-masing tentang
'li.rgugat, menrbuktikan bahwa Pen$[ugat
' l i . r1 ' ,ugat untuk nrelunasi  hutang-hutangnya

t i t l , :k  t l i i r r t la l rkan oleh Tergugat;  .

penjelasan kewajiban

telah memperingatkan

kepada Tergugaf namun

Nlt . r t i r t t  oart11, l rahn,a

tl ia tas I't ':r1'13rrgrrt

ba lrr+'a 'l 'e11;uga t

schingta Pt ' t i tunr

lre rd asa rkit n pe rti nr lra nga n-prerti m ba ngarr
1:7, : : | .  ,  , . '

telah berhasil  nrembuktikan i citr l i l -dal i l
, 

:1r. '; : i '  ' .  '
te lalr  la lai . : rnrenrba,yar '  hutangn_1,a kepada

. - i l  : ' : ' ' l
ke-5 guga'. irrr Pelrggugat l leralasarr untuk

. . ; ' i " :  .  

" : , , i ' ' '  

' ' ,  
:

\ t
l r  I

Perrggugat

trerikut:

- Tentang

mempun

; i . ' . ' '  r
enimbang tentang ilmlafr
sebesar Rp. 4.318.494.306,U.': 4"9i . "  ,.  : f . '  : ,

,fr; r'
pokok hutang, berdasarkan"ii-4,E

1,ai hutang pokok tertunggakjebesa

: i ''ffi*, '
, . .F.1!
i l ' .  ;

hutang Tergugat kepad
. . '  .  j

iper.t.l]Sbangkan sebaga

i
, , .1, :  .  .

terbukti bahwa Terguga

, np. so+:rz|o.o86,24.- ;
l j ' . t t " , - ' . i  , ' ' , .=
. ,  - i . .  ' .  : .

. , i .

I'
a. l :

. ',,f
L i ,,,,,,.r

,;'
,.:",.ii.

' ' ,.!'it ,lit
:i

*;
,",,t.i
.$?i

,',.i,
,t'i
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Y; ' , i :. '" . ' .. ' , ' : .,:r j ' i ; ." i:r '  ,. " l. / ,, i
I 'entairg bunga set€sdr 38% irer ! iJiy,1'sehilgga'buirga yang harus"l

t lcrrr,,arr burrga bank secaro'""tr4"i*hg rcrorni'a 12% per tahun,

btrrrl ia ),alrp, hartus ,dibayar "'"f l i , i1.Sugat , 
adtrlah 12% T Rp'. '

50,i..120.086,24 x lanranya tertunggak'yaihr sejak'tang'gal 2 Mei 1998.

sirnrpr;1i clerrqan tanggal 13 Oktobeii2006 (selarua 8 taltutr 6 brrlani.

sehingga L.erjumlah Rp. 544.449.993,ta." lt ima.ratus entpat pulutrl

Frxq11tt juta empat ratus entpat pulun sembilan ribu renalu ratuJ"
. nkry, juta empat ratus entpat 

l*rlrn 
sembilan ribu enaru ratus'

,t ,*ffirlpilan puluh Liga koma emp.tt bela's rqpiah); "
i.:g;,^ng ciencla sebesai r<p. z+o.zzl:igu,r, i,r;un .ntu, .nipoi'ou',,t'"

konri ,unlOt,.n belas rupianj U"rairirkon bukti P-2 Pasal B clisebutkan:"

Lrahrva. denda ditetapkan sendir i  oleh Bank. Namun t idak ditemukan

satu buktip-un yang nlenerattgkan'bahwa bank telah nlenetapkan

t.titra'ar olelr Tergugat rut 
"ror$3pr: 

te.oarotso.tiq,sq. lt.iuttii

berperrr iapat bahrva bunga tersebut 
$[iasakan 

biclak sesuai c{engan rasa

kea ct i  la rr nr as1'arakat, sehingga besffrnya bunga 
rl taruslalt 

c{ isesuai kan

*'{ 
l- ' til-" t ''' ' ' i' ,i t 

- 
t]

1.,:/ .nlbi lan juta t iga ratus dua. puluh:-empatriUu sembi]an puluir enami

{ 
t 

, iu,nrlah dencla yang harus cl ibal,ar oleh Debitur/ Tergugat kepada"

. tt.-,n 
Xr.Oitur/ Bank , ,+ . , n

'-';'/t Denda selresar 3% perbulon ,"o.rd*;;g uiolulon Penggugat actalaii

junrlalr 
,IonB 

clitehpkan sendiri ,fi6t' ninlgugot, sehingga til;kl

beralasanuntukdikabulkan; , ,1 i j i , , ,  ,  
,  

,  , ,  . i i
: : j -  .  _.

tr'l crr i r',r ba ng, ba lirr a berdasarkan perti nr ba ngan-pertint,!ong1n

tr , rsebut r i iatas nraka. junr lah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah,,

I

I
I
!

:
I

I

l:..i"

ir'l'j1
i r;1
ti- :
i"'{
1a;. ' .

{:al
t:i
i. i::

^ : i

Y';i
h3'
*: i l?
l:l:J
1.. .-:

,.i

l i1r. 5611.120.0[]6,2,1 t l i tanrtralr [runga ,3[,"r.r.  Rp. 5a4.4 iS.Ogtl, l+.- - Rp:

l.i),1li.51:e.77e,33 (satrr nrilyar ernpat p"$Ji 
l"l"qa: 

iuta lin11 rltus 
"""tlii

r r r r iu l r  serrrbi lan r ; t ru tu juh ratus tu juh; i iut i i t r  senrbi lan kol t ta t iga Frulxh'

clelapan rupiah) sehin.qga petitum tJi.gtg"tan. P3nggugat lreralasarii

r rntukdikabulkansebagiar, ,  
* , . ,  .  

'  
n 

I

iv'lenimbanp bahwa tentang jimr,non,Ulldlt.berdasarkan buk$,

P-1 yaitu Surat Perjanjian kedit Nomor-: 0018/TP/ryvVK,/)//98 tangg#

l -
I
I
I
I
i

.d

I
I

I
I
I
t
I
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I
I
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*

i
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! ,eL)ir lang tanal Lrerikut 
' turutan cl iatasri l 'a; berdasarkan Sert ipikat Hak

. Cuna Bangunan No. 355/Gloclok atas;11n14 WOEN HON FEN yaug '

rerletak ct i  Konrprtep Gioclok jaya F No;1b seluas'60 lvf2 Jakarta Barat '  '
.a : . .

st ' l r i r r l ig,a [ ret i tunt  ke4 gugatan Pengguga! beralasan ul l tuk dikabulktrn;  :

lv4eir intbirng.,balrwaberclasarkanbukt iP-51'ai tq.surat

-  I ,errg-qugat kepaJa T.rgugoi 'sebanyak: 4 pucuk surat  pemberi tahuan I

l)cngalihan hutang clan prenl,elesaiannya, penyepesaial ke.wajiban hutang :

i : ;urat peringatan ke-i),  surat peringatan ke-2 dan surat peringatan ketiga, ' '

telalr terbtrkt j  L;ahrr,a hingga gugatan -ini 
diajukan Tergugat belunt 

.

nrelunasi  l . ,utanqn\ ' ; r  keprada-Pel lggugat 
:sehingga pet i turn ke-5 gugir tan'

I 'enggugat beralasan unfuk dikat 'ulkan; -

i i4enindang, trahwa ; i ta jaminan terhadap sebiclanq tanah

{:eO i\12 Yang terletak ci i  Daerah Khusus ibukota J4karta' Wilayah
i

ta Barab Kecamhtan Tamansari ,  Kelurahan Glodok berikut bangunan

g ct ;d l r lkarr  c i iatasnya seternpat dikenai  Jalan'Pinangsia Komplek

iodor IaYa Blok F No.1g (SHGB No. 355) karena hingga putusan ini

t ,r.not on t idak di lakukan sita janrinan' maka petitum ke-Z t idak

' l 'e i , t lasan clan l taruslah di to lak ;

- ' : l+; ' . : : '

rrr , r j t ' l is i ' , ' rPent i t rp,r t  bi ,hrva karena $et i tum ke-4 c{ ikabulkan *okoit

l , t , r r r , , r , , r r1, , , i t  lx , r l rak t r . t r rk r le laktrkr i r r  t i r i i { ika1 i rukunr terhadaP se[r idtrr tg. l

r,rr,rt).sotu,rs + 60 N.l2 yarrg terletak cl ir laer.ott Kl lYsus i lrukota lnfol 'hlr i

\ \ ,  i la1,alr Jakqrta Bartrt,  Kecamatatr fon', ihro,l i , 'Kelurahal Gloclok berikrrt l

[ ,anp,unan1'angcl id i r ikancl iatasnyas:" tempatc{ ikenalJalanPinangsia

KonrplekGlot lokJal 'aBlokFNo'18!:HeBNo;355) 'o leh'karenanya- '

prebitum ke-7 gugaran o"n*rurot u"*ro#$-Y:o'n.ot:lrrulkan,', 
. : ,^,. 

jl

peritum ini aclalah pgtitum ya;{F febalikah, karela dengari telahirl

rtikatrutkannya petitum ke-4 clengan tt{{i1nra Pelefueo.t 
."tnob ::T

nrelakukan tjndakan hukum berhadap t1$,1l.on tersebut' sehingga Petitum,'

in i  haruslah di tolak 
' i i i i ; ' '  '

.,lr'enimo;n bahwa karena it';*t*t' oerada potro p*tot 
";''

kaiali maka iierdasarkan pasal 181' Frfi'.l"t"lah,dihuku* ^u^o%:,

ii"' r'l'
. . t  

' -  
'

- '  : j  ! i  t ; :
j i :  r i  : ,

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



.  
: r . ' , "1t '  

' l : :  
. .  

:  i

,  ' , , ,1" . , . ; , I . \ :J " , " ' i *  /1 l

"  
' i i t t - : , ' , , ' t  ' ' '  '  .  '  

' { '
r .rrg,kos lrerkara 1'ang besarnya berdasegkan perhitungan cl i  kep.i lr i te

.  ' .  . 'hr , : ' -  
. '  .  l

.nengadilarr NegeriJakata Baratyarrg a,rhgn ajsgUutkart dalaltr atttar put

i ; t i  ;

-  
l r4eninr l r i r r rg,  bahw'a tentan$'putusah 1, i ing c lapat c l i ja lar

terlebi lr c' lahutu ,".o.n serta nterto *i tupun oOo tu.tnr, I to,t. t i , ' tg
: ; .  :

k,rsasi, kirrena t idak nrenrenuhi pasal. l !r! , ,run harLl l lah cl i tolak; '

l r{engingat L)asal-pasal lairr i iari  peraturarr perunclangan 1
r . i

l rcrsangkutan; ,, , : . ' . . '  "
- .;,i:. , 

1

MET{GADILi :

'-:.$:

+'
nr l' : j t :

..;,\
' : ji:/-

/.. ,.:l.ai
,.li,

eraan
: ;rii.:
: r : , i i , .

tusan
:i;,:

,,, ' i i .
;tlli:
'ti,,

i .  : : : ' l

t l lKAn

otnt
j,i

. . . . ' r l

. i l

yang
:: ; "

gt":
ht.
;{;1,
Fri
9i\

Fjr
Fi"
lJ:r'
t,,r;
i ,  ' :

li:;
li::,.:.:
{i.

i;.
i l, '

i.,
'l::

,e

' . : .
|..'.
:)..

; . i

t '
: . ,

t . It4enyatakan

gabuikan

verstek ;

: . .1

Terqugat vanq te'ah dipaneei l  secara partut
. :

nrenghadap keprersidangart  t idak l radir  ;  ^ I
' i

gugatan Penggugat untuk sebagian dengan
..

.1
1-

fulenvatat<an Tergugat telah berhutang kepacla Penggugat
. . . .  , -n

sei.>esar Rp. 1.048.569.n9,38 (satu nri lyar enrpat pulul i
I

delapran ju, ,a l i rna ratus'enanr puluh senrbi lan r ibu tu juh

raius tu juh puluh senttr i lan konra Liga puluh clelapan
',,i:ti':r . ,l',.

rupiah) dan nrenghukunt Tbrgugat untuk nrenibayar serta.

nr l l , r , rasi  seluruh hutangrr l ,a tersebut ;
; ,

Nlen-r  atakan sebic lang tanah seluas + 60 M2 yang ter letak

rj i  Da ,rah Kh0sus Ibukoia Jirkarta, Wilayah,Jakarta'Barat,
_ .r ; - : : . r_-  , . . .  . . . : .  1 l

Kecanratan Tanransari . : '  Kelurahan I  Glodok trer ikuf
. , . - . - ; - . - . . . .

b.rngurr , r r r  yang didir ikar i  d iatasnyn setenrpat dikenal  Jalan

I'inirngsia Konrplek Croiiit i;oya gtoi.F'No.1s (SFIGB Nc:,
tt :j:

355/Glodok) tanggal 13..Maret 1980 irtas narna WOEN

HON FEN adalah se6hgai, jaminan pelunasan l<reci i t
r ' : l  t  ' '  :

Terguga t kepaJa Penggugat ;
, : . ; ,  : .  : "

N{enyatakan Penggugat berhak untuk menjual dibawah
. . t .

kekuasaannya sendiri {gnfan .sert1 merta atas 'jahrinarir,
. . ,1 . ' , : : . : - : r  j  , r r  , . : .  r i : ; .  ,  

i ,

5.

,$
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.  : -  . . .  . : i  "  
J. ; : ; .

' ' . '  : '  ' ' , ' ' '  ' '1  . ' i .  ,

Tergugat tidak segera ,ni
:  -  '  : ' : ' '

secara sukirela; '  
" , : t ' ' , , i

( ) .
.  r  '1r , ,

nlel lvatd kan .TerSt lgat

e kl.Patlir 11'rr1i1',rr11al ;

\ , lenghukunl Tergugat

seLlesar Rpr. 4.334.000,-

er ir  1 'raI  r i l ru ruPriah) ;

[ 'engeugat tanpa dihrcl ir i  oleh TergugaL- ,

I I r\ K I ivl - IL\KI N'I ANG GOTA,

' I . T. D. i

f  .  ir \NNI:S ARITONAN$' SH

l-. 'I'. D.

2. I{.  I  ILNDI{O SUSENO. SH

, : . r ' i  .  l r

inrembar,ar LritrYa perkara
.  I  : '

.  juta t iga ratus t iga pulul t

I{AKIM KETUA MAJIILIS,

T. T. D.

f .  i l lerrolak p,t tgi l tan l 'e l tggugir t  untuk selain dan seleLrihl l ) / t l iJ.
''.': ,.'

Denrik ianlah cl iputuskan d{fam... . , raPat pernlus} 'awarat i rn

O\uss$t; t . t  t

{ | /Sft ,  nrasing-masing sebagai Hakini  Anggota, putusatr lnana

. i . i$1frn dalanr persiclangan ),ang terbuka unhrk umunt'pada 6ari :

u(..r 'arvcGAl : 29 OKTOBER, oleh Hakim Ketua tersebut ciertgan
{. , _- 

,.i. 
_ :

nrpingi Hakim-Hakim ,Anggot" y. l i ,sania, dengan dibanfu oleh

URATNO, SH., panitera r""!g.ntit'a.,1gon clihacliri oleh Kuasa

: r l

I

'+:,.
PANITERA PENGGANTI,

,i'.
:a

i i . :  i

rf

' :

.:-

'.:
i ;
! . i

:  i : i: ',:
: i '
i t.;

lF;

I

Bia.ya-bial 'a:

. \dminishasi .
Panggi lan.
lr letera i .

'  
. i :  l .

r  T.  T.  D.: i .
' , i t ' '' :l-i' :

MURATNO,SH.

Rp. 50.000,-
Rp.4.275.00O-
Rp. 6.000-

Leses. - RP- 3.000,-

SOLAHUDDI

Iu ur la lr. '' B,u-{i31 000;
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Iroto copy Putusan perkara

Dai' i  Pengadilan Negeri Jakarta
'rqs/ PDT. G / za oz / PN.JK|.BAR.

Catatan:

' :
tingkat pertama.

tanggal 29 Oktober2007

Kuasit

PANITERA, .
TA

32947.
: :  : '  .

[ ) i r t la n,aktu 1 ' ru1115,r1r r l iucapkan cl ihat l i r i .  o leh tantrra

piiCt?r

t l ihacl i r j  o$ Tereugat.  .

I( e1.'r4*e+41dy'rg u g,a t tela h cl i beri ta hu ka n isi Putusa rr niel a I u i

V,gGE-6 ivop"*rru r 2007. ' ii' ;,  r  - - - r  - - - -  -  , -  - - '  
. . ,1_ i

t ,

/tenggang rvaktu yang djiTtukan nlenurut

1at t idak nrengajukan Verzet/.dap Penggugirt
!I. -

r1';{f '
i."M/at se.srrai dengan aslinl'a pada tang,gal z7 Nopember 2oo7.

/  /  , ' i

ifr1,, copry P-utusar ini dikeluarkan padi;tanggal z7 Nopember zoo7. ;
f " .

:\tl.s ltci'urohonan Kuasa Penggugal secara lisan untuk yang Pertama..'

,,#'
IPENG

/ f , w

l'anda bayar di kas.
Padatanggal z7 Nopemberzoo7 . '

Upah tulis.

. ,Iumlah.

,:J:,;:J
, . :  

- . : j ,
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Ny. SJARIVIEX}II S. RA, SH.
r{OTARI

$K. Menkeh. No. 'G-40.
Tgl.05 Maret

Jl. Setiabudi Ba
Jakarta

Telp. (021) s254872

TANGGAL :

NOMOR

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\l\\\\\\\\\

' : ' : .a- '

E,

'a" l

' , : i

' ' 
t'...tt 

,

. r .5 lLISA!I ' ,

I\\\\\\\\\\\\TNN\\\\R\\N
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J-i,;,lr.''rtF;,Nr s iir^N;rii. sll l
._"1 fJL. . ' tAr?ls I
-  |  ,J i - .  { i f .nAF}t io l  uAr '?,^r t  i l ( ) ,2 |

|  , lnxn;tTA sr: t  Aldl fJ t2 l l , ]  |
I  Tt  t  r ' .  (n2r l  s27.1F,72 -sr23ir  c2 |
l-_--."---, l{L"(l! 1l-i:IJ:t: I -- __,J

FEFJJAN^]IAN JIJAL EIELl FIUTANIS

I'k'rnrrr : 14{:i"-

-Fada har i  i  n i  n F-:abu, tanqglal  3 i l t. t i  oat:rlr 1t-th )

&tsr-rstr-rs ';1it)E {. dltar i blt enarn } "

Pr_rf , : r_r I  17,3{: !  r . t r - r  j r - rhbel las l ,ewat t igapt-r l r - th rnl"ni t  : t - -**-_

f^ la l ' :  t t - r  Indc,negia Etaqt ign Earat
a

-Eterhadapan dengan saya, Nyr 'nya SJARI"IEINI SOFJAN

t::HANtlF:A, Sar jana Hutl ' ;um, Nc,tar ie d j .  Jal ' ' :arta r  denglanl ' -

d ihadir i  , : ,  leh =ah:si-sah:si .yang n€tma*namafi /c l  akan ' -* ' -

d isebr-r tkan pada akhi ,1 ,akta in i : - - - -

I  "  1.- | 'J i ;c 'nya ELLYAIJf iLIRA f ' IOPILIE'  5ar;ana Eirc 'n*mi

lahir  d i  Ujr-rng.Flandang, pada tanggal  ; :B {dua--*-
fr

plr 1r-rtr cle l apan ) F1-a-1 I36I  t  : : .s]r i t lut  Eembi lanrat l ts* '

enarntri-r 1r-rh *aiga Neg*ra Ind*nd' :nesi .a,  l lePala-I

Lf rlts *. f i turt tur isag j .  darn Penyelesa j .an l ' ' : : r 'edi .  t --

p*€af.fH FUl,::nFIt{, Th}" ' : ,  bertempat t i .nggal di } ' : i ' : ta-

?*-! Fel, :asi  r  Jalan Jamrl t t  I  FLc' l ' ' :  I \ ' , /155! Fl t - t l : :u l t

fetangrua *; i r  Fir- t l ' :un l^ largta O3, l ' : . ts lLtrahan E' : . - i *ng|  - -

E:awa t-r- imbr-r ,  l : .ecamatan Raw;r Ll tmbr: ,  Femegang l ' : .ar t l t

' f anda F'endlrdurk nrirn,: 'r t i : i  '  
g=r-r5.' 6$tl361 ' OtlfJl , l tntltk-

sernentara.  wal ' : t r - t  berada di  J€. | ' ' : * t r t f i ;
-,

i i ,  -Ny,rnya t^ l I l . l I t i  SUI{ARNI !  5ar jana F{Lt [ ' :L lm, lahir  d i* ' -

5*1c,,  pada tanggal  35 t  dutapr:1u.h L ima )  Septenber-

1'36 1 t  spr i  bu semb i_ l  anrat l ts enamprgl uh satu ' i  r

[^ larga Negara Ind*nesi.a,  f" lanager Uv' t-rga.n i***-----

l?estrrr} . . : t r t r isagi , f l " .  Penyelesaian l i redj . t  FT.EANH-

EtUl: :CIPIN, Tbk 
'  

b3; t*mnat t inggal  d i  l ' : : * ta Ete! :a.s i  r -

Jalan Jat i  Ag.,ngl , j , - I ,  FIc, l ' . :  A.3, n, :rnr:rr  18, Rt-t t ' : t - ln -**

Tetangga (: t t : t1 r  ef f , f : I l  l " larga LrL6 r l ' : .e lurahan ------ :*

Jat i l : r ra inet,  l : .ecarnhtan Jat i  Asih,  Fernegang l iar tu-
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Tancla. Fenrjr-rdr-rl,: ntrffi '3r Lil " 55t16"65ij':fiJ. " L*tJ1 .

r-rntr-r l . :  senentara wal. . : t r :  ber;rda dj .  . -T*. l ' :artai

-rnenr-rrr-r t  l . :et*ra.ngannys r ja larn ha L j .  n: ' .  rnasi  ng*mas i  ng

bert indal, :  c lala. in .3.r .b;r tanya'  ter: : ,Erht- t t  c l iatars dan -- ' - - '

hercla=arf . :a.n $r-r .rat  l i r -r ; rga yang ,Jibr-r ;r t  dibaush tangan

tanqgat i :  i 'J ,-r ip,-r ' lu ' - f ,  A,- ,* i"Aq'- ts i t t - ts;  i t - ru6 tduari t rr-r--- '

r :narn.)  :  nr: , f f r ' : , r  :  SF:. IJ,  457/DIF:, /VI I  I . / i l t l { .16 r  : . r 'ang a*l  i  r -rVa

bermeterai  cnl , : r - tp Ui  lEf iat l lan pada mi nurt . r  s l , :  ta i  n i  ,  *

, : , '
demikian gslaklr  kuasa dar i  Der^r*n Firel ' :s i  r  dar i  c lan

q:,  leh l : iaFarl i  i t r -r  l - :ert inrJal*:  l rnt l r l* :  r jan ata.s nama

Ferserr,an Terb,: tas FT "EANI' . I  EUH:0FIfd, Thl, . :  r  yai  t t - t  ---

sr- tatr- t  Fadan Hr-rt :gf f i .hng didir i l : :an tnenr. tr t r t  dan -----q o
j : .

hqfciasarr, '*r, ry/gfuiufio*ng yang ber1al,.:r-r di Neg*ra -- / W-l
t  d-v r . , '

._ . : -  _, i*" ,

FJepr-rb 1 i f-,: € l r  ber l :*dt- tdt- t l ' . : ; rn dj .  Ja. l . : :ar tar  c lan r*

bsrk"rn di  Jalan Hary*n* l ' lT l : : .*vel ing nc'mr:rr

ta L777{-tr  yar is Anggar:rn Oa.sarnya -------

.  - r ; ,  t  ' .  :

r l rbahan-peruhrh*nnya t*r t r - r ; rng di  d*1am r
' ' t

ta l t legara Eepr- tb3. ik InrJ ' ] r le* i*  !  ter ternggaL J. f i -

seslr lLrh. i  Aolrstng L353 tser ihu serrnbi .  lanrat l rs ---

:... t-l ii ..

sernbi la.npr-r1r-rh t  i  g i ' l  ,  r l r ' rnrrr  64, Tamhahan N,:rr ' : r
. r  ! : , r i l r : .  :

3533

Eeri ta Negar* f : " t i iUf  i f r  Inclc,nesia,  ter t*nggaL 3L-

i t igapr-r1 ' r - rh satu]  
:Desenrber 

1594 t .ser ibn sembi lan-
:.

.  , . : ' .  .
?atus geinbi lanpr-t1t- th ernpat )  ,  r i , : rmtr l ' '  1tJ4r Tarnhah;rn

1'- ; i  . . ;  I

Nf,rn ' : r  11t" ' )G1;

;  - , . - . .
Ber i ta Negara F.:epr-rbI  i l " ;  f  nd' :nesiar,  ter tangg*r1 13-

.  . . . i  i ' i i  t . . .

I  t t iqabela=) Desernbbr 199'3 { .ser ibn sernbi  lanratns
l - t

I  . -  , : ; r i .  : i : ,

I  sembi lanpulr-rh sernbi lan 1 ,  nrrrni-1r 1t : t . { . - ,  Ta.rnbahan *- ' -

' - l  - -  - - .  . r  , r r
I Nornor EF-,i?i ------
I
f . '  - , , . , . - i i t .

- -Ber i ta Nelare Eei jLbl  ik  f  ndrnesi ; r ,  ter tan$ga1 13-

i . :
'i
'#l

, ,

* 
i:.4'#-{;'i{{*$

:-_,.l. r'i-'.i,i:r;{

***:  r  "

t l ; te r--  g1. , .1;

{i }! {q.i-'! .i}+*l*r;.

.. ':
i*l';q
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ffis3

{ t iqahelas} Februar i  : ; :0{J1 ( .duar ibur s;r tu) ,  nr : , rncrr

13, Tambahan Nr,rn,:r  5,3; -----***- :- .

Akte Fernyataan l iepr-r t l tsan F;apato te?' tangg*1 : '3 *

{ .dl tapr-r l r-rh sernbi lan} l " le i  : :* t - l :  t  dt-rar ibr- t  dua)

n' : , rnc,r  4?,  d ibuat dihaclapan ny' : 'nya L. INDASAF;I  - - -*

EAt:HE:nEt ' | ,  $ar jana Hr-rkurnr.  h l , : tar is di  Jakarta,  dan

tela.h di  lapc'r l :an , l :e Feparterneln l ie l f ra l . :  i rnan Oan Hah:

Asssi  I ' tanuasia Republ ik Indt :nesia herdasar l : taf i  - . -

pener i rnaan, 1ap*ran, tangElal  13 ( t igabelasl  Jr-rni

.ij$t_t:: t. dr_rar i blr dlta..) ,, f'l':mr:r

r : : -1 i15?4 HT"iJL,*4rTH.A{t t - l? i  - -*-*-

* Fer i ta pt- tb, l i l , . :  Ind' :nesia,  ter tanggal  :4-

Ber i ta Neqara Reperhl i f . ;  fndc,nesia,  ter tanggaL ;J i : r - t

{draplr l r - rh.r  Juni  4-006 { .d l rar ibur enam} u n '3rn ' } r  4.3,

Tambahan Nc,mar 6391

sLrFLrnan perr ieganEl ,saham yang ter*,1. :  h i r  sebagairnrna

ternyata cfalarn ; rkts Perny;1; ;1, : rn l i .epr-r tusan Rap4t- .* .

tertangqal ' : (J t :dLraF,Lt luhi  Jr-r l  i  l { i t )6 t  rJr-rar ibui  *-*.-

ena.rn 3 ,  n, frr i r r  .  LB;",ya.ng cl  i  br-rat di  had;rpan N*tar i  s*.*

L.: Ih|DA$AFII EA[:HF:DEI{;  '  Sar jana Hul ' . : r-rrn tersehu'h, dan-

telah di  iap,: , rkan.-.kepacler l ' lenter i  HLiL:Ltrn Dan Flal . , :  - . -- .

Asasi  l ' lanlrs i .a n*p. ,Uf i t '  Indc,nesia melalr-r i  - . - - - . - - . -

Dire} ' : t ' : rat . . -Tendere. '1. |Ac|mj.nis*;rag:. . | . { t " rh: l tmUqr.rry

Departenen Hlrk l rm . 'Dan Hal. ;  Asasi  l " lanusia Repr-rbt  i  l : -

Ind'rne's ia,  sebagajmana ternyata dar i  e*LrFAt

h:e,prt tr-rsannya' tertanggal 4 tempa'b )  Agr:stuei 3t l t16*-

{dr-rar ihu.  enarn) ;  -nurn*r  11- ' :23r.3 HT,f i  J.  "*"1,  TH" I t ] t ]6 ;

I  -  =Lrsl lnan anoe,r ta,  Direkgi  dan l ' ; . * rn isar is -- : -*-----=--+-_____\

I
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_/

j  F+'- , r=er,3an'_"ano teral ' :h i  r  s;r- ,haga i rnana tr . , rny*t*

/d*
&'u

rJslam al : ta*al ' : ta 'Fer 'nyataan l , : .eFr-r t r - r : ;an F. :apat,  . - - - -*

tanqc-al  . : - f i  t  dr-rapurlr-rh delapan ) Jr-rni  ?i1f i5--rapur l l rh delapan] Jr-rni  : : i : t (J5, :4. ,*--- j

r ibu enarn) i  DrrrrnlrF:  86 d*rn tangg.al  iJ  ( .sernbi  lani

I'le i :i0{iE' {. dr-rar i blr- enarn J , nrrrnrsr 3 , l.:r*dnanya

dibr-rat  d ihacfapa:n' ,Nt: tar ig ny, : 'nya LINI iASAF.I  - - - -*-

FAt1HF, 'CIEt" l  ,  5c1r. jana: Hlrkr* im, tersebr:* c j ; rn telafr  : ---

d iber i tahukan kepad* l " lenter i  Hr-r} . . : l r rn Dan Hal ' :  Asas: l

[ " |anr- tg iaFlepurb1i | t , Indnnegiame]. ; r ] . l r j .Dir .e l . : t r : , ra. t

Jenderal  Administrasi  Hr-rkrrrn Llrnr-rm Den,:r temen ***- :

Hlt fptrq.Dan Hak Asas"i  l ' la.nr-rsia Reprr-rh1 ik Ind' f , r ies; iar-

an,a ternyata.  d.ar i  s l r rat  l , :etrr-r t l rgannya

4

tE {dr-ratrnlr-rh en*m I .Jr- tL i  : :**6 t  dnar i  hn

, n r fn, : , r  t l -Ul" l  , t : r : :J.( :1 1" 1 ' ;*84 1 dan tsnqqlal  1e, ---

belas]  J l rn i  . t0{JS t  dnar i .b i l  enar l i ,  nsm{'r  - - - - - !

an jr- t tnya disebnt siebagai FUI ' IOFIhf l

Tnan EFHI JHfiNI- 'Y,,  1ahi,r  di  Fek:€,nl f ,aru, : -------

pada tanglgal  17.  t  t r - r . j r - rhbelasi  I  Apr i  I  1363_, (ger i  brr
l;i'

semhi lanrat l ls '  eFlarnplr l r - rh t iga )  ,  h largta Nel iara.  -a-

,,1
I  nd' :nesi  a,  ,  r . t i  rasrr legta, berternpat t  i  nggal c l  i

,*

Tanglerang, ! : .* ta." l"k 'dern Elc 'k Er3-3,/ : : : ,  F;u.f i r -rn
''li'

Tetangga r)1,  E:r :kun- l , larga 14, l ie l r - r rahan , f i * r  j .s ; -*-

::i

FIauad Indah, l . iecarnatan f : ipc 'nd*h, p*rnegtFng ---*

f{artr-t Tanda Fendr:dr-rk nr:'rn*r -----:-*.*

32-73,{ t?,  1O1O. 1478t,  l rnt l r l : :  sementara r^raktn

berada di  Jakar ' ta. ;  ----- : --
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sernbi lan) Aet- isturs '  ; : r l { )E { .dl tar ihu enan_} r

di  br-rat  d i  bawah tanqan r '  berrneter*r i  cul : :Lrp dan-

di  lekatkan pada rn, i  nuta akta i  n i  ,  selakn---*-

kr-rasa dar i  dan l : tarFnanya l rntnh: dan atas n€rna

ny|: lnya.AS|",ETI. ,1ehirdis ian' : , | " - : 'pada

tangg.al  3t- i  ( . ' t ' i 'EtaFrt-r l r -rh) Agr-tstr-r= 1359 t l  sey- ibr-r*

gembi lanratus I  imapulr-rh semtr i  l *n) ,  ldarg*-*- . - .

l {asara I  nd,rnes, ia,  , , r+i  rasb.rasta,  bertempat--*--

t inggal  d i  Butki t  Tj .nggi ,  ,Talan Fer.wira n,3m,: , f , .

3t :)r  ELl l . . :Lrn TEtanEEa C)1, F:ur l" . : l rn [^ larqa I Ir------

l ' ; .e1r-rrahan BeIakang BaI* l- , :  u l ' : .er*r .mata.n Aur-

$@'n"ieh; 
Fernessnq iiari l.t Tand.a--'- '--

t"tnrri!f,.r,' ' O3{J3, 7$$959, 0453 : *-*----

a (  =e1an jutny* L,srsana*sama, c l i  sehLrt  sebanai

FEPIEIELI sef,  era' '  bFrsama*.sa.ma sFl,an_iut nya*EUtiOF IN dan

disebr-r t  Fara Fi Frr t '

*FAFIA F IHAF; rngnEranqkan ter lebi  h dahl t l r - r  hahr,ra i  - - . - -

a.  E{ahwa Feminjain te, l 'ah berhn,tangl  } , :eFlacla Bank Asal  r - .

selan_iutnya Fank Asa' l  te lah meng.r l  i  h l : :an Ee. jL l f i lah-

Pir-r ta.nq kepada ETFFNT yang l :ernl td ian BFFhf te lah

f i lennal  ihkan jLrga Pir-r tang sebagai inans dimakEr_rd --*

l.:-epa.da BUF::[PIN. -Li----

Fenqal  ihan Fir-r tanq::  dar i  EPFN l , ;epada FUtiBFIN

di laksanal. ;an den$ai- i i  penandatangan;rn ak ta --*- . ; ---

Fer;en; ian Jr-ral  ,Ee. l i  dan Fer janj ian F*ngal  ihan - .*

Fir-r tang (cesgie) l " , i - - - - - -
, , '

FEFIFELT'te1ah'  menpitakan rni  natnya l rntuk rn&tat , r - r l " 'an

t t "

I
I
I

r : ,

pFmbel i
?

an FintanE. ldan teiah nenga;ukein perhawaran-
.:

F. :epada FUF:OFIN untuk nernbel i  Pir-r tang sebagaimana-

ss,t:
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,--

I  i i inyatakan dalam SLrrat  F.enar. ; ,aran Untr_rF.:  l {ernbel i ,

tJ.  FEI ' |E{ELI.  seLlel ,Lrn nelal ' . : r - i1, . :an pernhel  ian Fir_rtanq

i
Lierdasarkan Fer jar i j i f in in i ,  te lah rnelaklrk in r-r- i i  *

tuntag atas Fir-r tang sehi  ngtga pEl ' lFtEL.I  te lah **--*--

rngnnetahr-r i  .dan rnenyadar i  sef i tent . rhnya l" :eadaan atan*

l , :*ndis i  sebenarnya dar i  Fir-r tang

Atas penauraran yang dia j r - r l :an FEt" lElELI,  BUH:OFIN - : -

rneny*t l r . j r -r i  r -rntuk men.i l ral  Pir-r tang t :eparJa pEr, lFEl--r  r*

denglan rnengirr iml, . :an'  Slrrat Fe*setur. j l r ; rn Fernbel ian -- l

Ar:c, tLtnt  dan slrrqt : tersehr-r t  te lah t l isartr-r ; r - r i  * lE,h *

r-rn tr-rk iltta.ng; l.:epa.r1*., FFt"lBEL-I tlan PEI'|EEL.I :--.-

' - i j '#d:,JeY[u rneinbel i Pir-rtanq tersehr-rt densan

yar*t  d;r .n 1, . 'etentuan- l :etsntr-ran seb*nai

; : - :  rTEFINISI

1.1" l : .e ' :ua1i  egcara,  tegas cl  inyatal lan la in,  set iaF -- .

dan =elrrrr-rh, .kata '  s.*an,"  is t i  lah gehaf i ,e imana

didef in ig i l * :anr didal ; rmj per. jan. i ian i .  n i .  mernpr-rnyai* .

penqert  i  an sebaqhri '  ,  ber.  i  kr-r t  :  - . ------

]  Akta Per". lenj i .dn .Fengal ihan Fiurt .ang {ressj .e l -

berart i  per_iani l . ian antara t tL, l - :DF, IN dan ----- . -
€

PEHFELI r-rnt l rk ' :*e ' lakr-rkan pengaL i  Fran Fiuta.ncl--

yeng akan dibrratkan sei :ara tersendir i  I  - - - : -

Banl: . ,  Agal,  ber iar, t i  BFO dan./atar:  FFtr.U den,/atau

: BTB ,dan/atar-r  BH,i i l l  Rel: :api  tal  isasi  sebagairnana

,, . ,diatuf ,  dalam' peraturan perunclanql*r_rndangf ln -- .

r iyeng bef lgkd ?ho-----  l - -----

FEF48EL r . ;"blspri-----*--

{?)

I 
o,t
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{ .4 i

D' : l : t - tmen J*ni  nan.;

,iarn i na n seha ga. i rn

daklrrnen antara I

tangqlrnqan, . jami

pr ibacl i  atau 
- iam'  

' ' l : : :

dengan F er _ian; i  a

Dr '1, : l r rnen Yang, Dia

dr:r l ' : lLl f i lFt- l  sebaqa i  rn

berart i ,  gernt . l f i  d ' : l ' :umen

frna dirnal , . :sr- id dalam daftar

ai  n herupa hi  pc ' te l ' : /hal . . :

nan f idr-rs ia,  gadai ,  . jarni f i€n;-

i  nan peru=ahaan ber l . :a i  tan---

n l iv 'edi  t  I

I  i  hkan belrart  i  c l* l lumen-

ana yang ter ' :ant l tm dalarn.  -*-

n berart i  gebanairnana diat l t r

daftar dc, l . : t - tmenr yans al : :an cl  iLrElr i l ' ' : ,an nleh--- ' - -

EUF:DF I l {_.b;eOada FE}"IFELI settnlah Tanggal

ngs@+i 
L-:egsie ararr wakr* :;ebaqaimsna-

.f,.d iT

%;w
an r:r leh FUI. :OPII ' j ,  sehagairnana dimal, . :sr-rd

-daIam daftar dr, '1. ;s61s,- t  Yanq al : : f r r l  d ie iatnpai l ' :an**
. . .  , . r : - !

' :1eh EtUf ' :OFIN sada saat di  la l , . : r-r l . :an
.  - .  . i ' t

pena.ndatanganan Ferr i ta Arara Eierah Ter i i la *-

D' :1, . : r - r inen YaTg" Dial  ihkanr ' :1eh l : : f r r (3naf iyt

cia f ta r d,:l ': ltrnen rne

terpisahl :an denga

rLrFa.l::a,n b;igi "r.n y"irng t j. da.l:--

n Fer ja.nj lan"

( .5 )  Harga Fernbel  ian berart  i  harga pernbel  ian ata: ;

Fiutang y.alg,- , te1ah disetu;u: i  c lan r l i ter im"*

, :1eh Fara Fihak sebaqairnana tercantum clalam-, . ' .  ' . |

Lampiran '  1:  . r - - -*  - - j -*

{€,  j

6w

Harga Fenyestraia

da l am Fa_sa ! , ,, 7,.

{7 }  Harga F'enawaran berart  i  n i  1ai .  penar. laran

untul . . :  meOQFJj Fiutang yang cl ia;ukan s '1eh --*

PEHFE!-I .  sebagaimana cl i  nyatal :a.n c '1e'h FEI ' IE{ELI- '

dalam Surat Fenas.raran Untr-rk f . ternhel i .
' i  -  .  !a-r

{ :g)  
i  

Har i  t i ler , jg. . -ptrart i  har i  d imana hank-tranl ' ;  d i -
I

. l  Jal . :ar ta melaJcukan l , ;egiatan *p€rf iFinnal
\_ _-\
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{ :  ' f - i  Jadwal Pernbavarsn bs*rart

: t 'ang harr- ts di  1al . :s;anaL:an

ranql i :a pernhel  ian F i r - r tang

i  Jsdwa 1 Fernbay*t*r , '  -

r : leh PFttFEl-- I  dalarn---

seba ga i  msna tertehr-t t

tJalarn Fagal  3.4,  (a i

( .1{ l . i Jnrnlah Hr-r tang'  F ' :k, : l ' :  Tert l tngnal , :  bsrart i  ; r - rn1ah
'  ' .  

I

hr-r tanq pc'k ' : l ' . :  dalam valr-r ta a*.a1nya sebaqairnana

' : l

di inal , :q l rd c la lsrm F*r. ian. j  ia.n 1 ' : . r* :c[  i  t  "

t :  11 ]  Jnrnlah Hr-r t*rns P' :k ' : ,k Tert l tnf le*[ ' :  Di  tawarkan *-*

atan JHFTD be'rart j .  Jr-rmla.h Hlt tano F*l : :uk

: : : i t i t_- :

Tertr-rnElgak yFng dihi t r - tng satut  h, .ar i  sebelLl tn --

Ta n g ga f gfp{a\.an ( eeba ga i. mana rJ i de f i n i * j. l":*t t't'-

@ diurai l , . :an r ja larn [*a.mniv 'an J.  "

Hr-r tang F*kr 'k T*r turngg*l :  Aktual .  atan ' -+-
. t f
f iha berart i  JHPTD cl i .h:r-rra.rrqi  r iengan selr-rrrr f r -

pernbryaran strera t l rnai  dan ;r ta l t  dengan ssset

yang Uisebabl i ia,n , : r leh *rJanya preinbayaran i ' -*---*

[ : :e,+Ja_j iban *1eh Ferninjam atalr  c 'J.eh l ' . :arena

sebab-sebab ia in yang teL;: l r  d i . , : :atat  da.n ------- -*

d i se tr-t jr: i c' 1 eh E{U|":BF I N "

{ :13i  Feirninja.rn berart i  pemi.njarn dalsm Fer;an; ian----

r :141

I

l : . redi t '  sebai i i **n* terrantnrn dalarn Daftar

: . i  . ,

Dt:l*:l irnen ! -------:--------

Per jan. j ian k ' . redi t  berart i  F 'Fr janj ian.-*-- .=*--
. ' . .-:

ner jan. . i ian kredi  t  yang di  br-rat  *1eh dan antt t ra

Peminjaf i  deng"an Eank AgaI rJan ats l t  f ,engan 
*--

,a.  -"BFPN dan atau dengan FLr l ' ; :BFIN ber ikr-r t .selnrnh*

' p*r,"rribariHn' banzatar-r trernbahan clan/atalr ------

: , , j r i ' !  ; : . -  . , r_ '  . ._.r ; , !  ,1 i : .penggant inyi '  dar i  wal. : t t - t  f ' :e r+al ' ; t r -r  *ebagaimana- '

'fe'#bit-,r; i iS},dr daf tar Dc'kurrnen

6tS
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r :15 i

t  L6l

r .  15

{:( ]  }

Fir-r tans berav* i  sr* l l t r l th haktagih '  manfaatu -

den l . :epent i  ngan l  ai  nnya {.  termaslt l ' :  l ' , ***;  i  O"*t ,  -

a,pabi  1a ada.r  'yan$ c{ i  per*1eh FL-I} ' : .OFIFl  -*--

berdasar l" . :an Per ' ian l ian l ' . redi t  dan D' : l tu l rnen -*-

-T* in inan dan atal t  d ' : r l : :L l tnen la in,  tetapi  t idal ' ; - -

terrnagl t l ' :  d ida' larnnya adalah t l tngqaf. :an bl tngia- 'J-

dan tnnqtgal , . 'an' iencla yang berada cl i  Banl ' :  AsaL,
I

FFFN rnal tFr-rn di '  EUHOFIN.
I

Pi.r-r tangr Ya.nE Dia' l i .hf , :an berart  j .  F i . r - r tang mi l  i t t *

FUt inFIN yang dlal iht ' :an atal t  d i . j r - ra1 kepada --*

FEl"lFELl: -J- i- : i r :-  ' - ' - ' -  :- '

t rerart i  rnata uang y*ng

h I i f-: I nd'rn+*si i;r .

r - r rat  Fen*war 'df i  Unt l t l , :  l {ernbel i  hev'art i  sr : rat

yang diajur l ' ;an r :Leh FEMEELI kepada BUHCIFIN

yeng ber is i "  P€-nar. l*ran l tnt l th:  rnelah:uf ' :an -- ' * - -d--

p*mfiel  i  an Fi t- t t ' i ing.

Sr-rrat  Fersetr- i . jLtan Fembel ian Fiurtang berart  i - -

s lrrat  yang df: lempaif*:an , : lerFr EtUl ' lOFINl kepada. 1-

FEPIEIELI yang ber is i  perset l t , iuan kepada

FEI"IFEL I t-tntr-tk'"rne I a.ku1".:an pa:rnLre L i. a n F i uta.n g

Tanggal Fenetd'pan berart i  tanggal  yang

digLlnal : :anBUH0PINltnt l tkrnenent l t l : :ar l - - - -

r ier h i  tu n gari 'J l tni lah Hr-r  ta ng Fc, lcr: l t :  Te r  tutn g gal ' :

Di  ta,"rarkan yai i  t r - t  tanggal  sebagat i rnana I  - -*- ' -*--

diseblr tkan'dr l -am -[-ampi ran 1 '  -*---* : r -

(?1) Ta.nggal  Pelakganaan Jr-ra1 Fel  i .  berart i  tanggtal

, l  P=r jan. j ian * ' r f i ' - ' -

{3.2 }  '  Tanggal  ' 'Penandetanganan Per lan; i ; : rn Fengal  i  han

-|--Pitrl1 

(f:essrfE) berart i tanggal rJi t inda-
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tanganiny* AktP Per.- jan- i ian Feng;11 ihan Fiut*ng

{. l l :essie. i  gesusi  d*nnan [ , :et*nt l tsn Fasal  4" - ' -

Ar:uirr  terhedap suat l t  undang-und'anq atau: --- -* ' - -

r :erat l r ran-treretu ' ran h*rus diart i l : :an sebagai  - ' - -

l . l : "

1.3.

ar:Lten terh*dap,. , t tndann'- l tndang atal t  perat l t ran-- ' - ' -*

r-1eratLrran, ter ,s*bt t t '  ber i l ' :Lt t  ner l thah*rn dan - '***--

nenggant in l ' ;1 yang ld i r - rnclar lg l l : :an c lar i  r^ral . , :  tg [ , :1;1 * 's- '

wAl: tLl , 
---?.----?+?*---

Ist lah- ist i lah,  yang didef in is i l la.n c l i  c la lam

Fer janj  ian .  i  n i  , .  da larn bentut l ' :  t l tnqg.a I  mempltnYa i ' - - :

pef l l lsr t - ian y . :$:-orelat i  f  apabi  1,n diperglrnaL:arr-

dalarn hen dan sebal  i  l ' ;nya

Aruan st- tatLr Basal  atau larnpiran ad*.  1ah

-dap pqsal  atar. t  la.rnpi  ran dalarn

*;udr-r1 dar, i ,  t iap pa:;s. l  hanya cl imaksl td

turf,; kernltdahan.;;$*n t i da.h r3i prerqt.lr la.l ' ::an atat-t

dipert i rnbangl"sr t i :d i ' ,c la, lani  nsnafu; i  ran sL?t iaF'-----

t ragal  atau ayat,-dar i  Fer.- jan. j ian in i .

Set iap dan setr l t r -uh lampiran Fer ian- i ian in j .  - - -T

rner l rpakan bagiarn yang inteqr*J.  cJan mein. jadi  s;atut

kesatuan yang,,  t i rdak, ,dapat dipis*hl ' . :sn dar i

Fer.5an.1 ian in i ,  r . i tanpa pemhnatan dan penand;t  - - -

tanganan lampi r-apr larnpi  ran dinakslrd,  Fer jan j i t l . t

in i  t idak akan pernah cl ibr- tat  dan di tandatanglani  '

?-1.  PEI{BEL1.. , te1ah rn{nyampaikan $r-rrat  Fena,*aran - ' - - -

I  Unt,rk,- tr le*nbel, i . -Ri-utang kepada FL,FI$FINr BUI-: :0FIN-*

I '
' l  sertu;u nntuk..m€rqiua1 Pir-r tang l . :eparJa FEI-IEELI ---
- l  i  "
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dengan rnenyarnpaiF;an Snrat  Ferse*tujLran Perrbel  ian

Fir-r tanp dan FEI{EIELI =etu. ; r - r  nntuF.:  membel i  -**---

Fir-r tang dar i  FlJ l - : .nFIFl  dengan keaclaan =*d*g* i rnana

adany;r  t .ae,  is)  sebat la. im*.na dirnsh: s;r-rrJ dalsrr  Fas*1

; l  "  3.  - - - - . - - . - - -  - . - - - - - . - - -J*

FEI{BEL.I ,  mengetahni  1, . :eadaan atal t  l * . ' : 'ncl is i  Fir-r tang

clengan seb.t i l ' : -bai l . lnyei  mal: ; r , : '1eh l ' :arenanya *-*- ' - '

FEf ' lEtELI ber" tanggr- tng lar^rah atas r : iet iap rnas€1ah*-

yang *nngl , ; in . t imblr l  ber l : :a j .*an denqtan Fir-r tang- ' - ' -

ters*bl t t .  -- : : : rr : -

FEi ' IBELI rnener ima dan se*tuju bahwa jual  beLi

F i  l r ta

ner { :  ian b*huta

pr jan.- i ian F;redi t  yang di  j r - ra l  inr-rnckin dalarn

keadaa.n atau per ist iwa- 'per '1$t j .u,a ter tentu t* lafr

ter jadi ,  antara la in :  - - - - -*

r .1 l  Per. ;an.- i ian I ' i redi  t  bel l rm berr la l . : r - r  ef  ef . : t i  f  ,

ffi-i!*" 
L:eaclaan sebasainrana

! ,4- ,

dan atart , i , , - - - - -

Beberapa atan sel l r rnh l { :nndiai i  F,raayarat  *--

be l  nrn terpenuh i  ,  dan atar-r  I

r :31 Beberapa,,  atau sel .uruh pereyaratan lanjr-r tan-

( . r*ndi t i ' :ng sr-rbsequent)  bel l rm dipenr-rhi  n dan

ataui -----*T.-*--*-*

( :41
-!

Eeberapa a, tan selnr l rh Dr,knmen Jarnin*n belr- t rn

di  ikat  setrara sernpl-rrna, s l . r r* t  br- tkt i  *-- - - - -

l ' . :eperni l ikan atas objek ;amin*n akan atau

telah beral :h i r  dan ataus --*---*---**--

t5]  Fernin. jaf i l  rnelaklrksn h:elalaian atar-r  p idera

|  . jan. j i ' {defau}t , i ,  dan atan; --*---

i :6)  Perninjam tei latr  meIaF.:ukan penyimpanEgan

il'r*gge

- \
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r .  1. ,

r :8 i

I
I
I
I

I

{gl

Fengglrnean Pir-r 'bang cian karenanya t idsF;

seslrai  dengan t l r - j l ran pernbt"rr ian l ' : r 'edi t"  iJ . :n*

atal t  '  : - j : ; :

D' :k l t rnen PerjF- 'nj , ian l , : . redi t  dan d' :kunen*

tJ ' : ' l ' : r - t rnpn terkai t  t idak 1engl . :*pr at .au t id*1. ' :

ad; . ,  den atelr i  - - - - - -  - - - - - - - -

Jr-rmlah Hurtapg "Ter turrggal ' :  k:ernl{ngl: :  j .  nan t  i  rJ,*} l -

d isetr-r j l r i  c i l ' tsh Ferninj*rn,  tJan ;r ta l r"  - - . -*-----

Femi njarrl j '  t idhtl rne{n j. 1 i k i l ::Elrnc1'r'npt-t;{n urntull *---

rnernbe i inel l rnasi  Fir-r tana atau

fth' i l  ; bersedia nntlrl.,: hef*:er jal s,j i i .na*

ELf ,  dan atalr ;

ng dan|ata. l r  Femin*is.m sedang daJ.arn -- .--"-- . -
s

ngketa,  'dan'  atal t  !  * ; - - -*

D,: ! i : :Lr .men Pef : jgnj  j .an l : . recl  j . t  d;_r.n dr. , l :umen-

dc,kl r rnen ter.F;ai  t  belnrn di  Eey'ahl . ;an ' : l .eh FJank:-

Asal atar-r Femi,n.lam l'.:efi;qg1;1 BFFf{ dan/atar-l ----

E{U}{OFIN, ' t  i  dal*:  lengkag atarr t  i  dah: 
" ld* 

o clan-
i!'

Ata.tt'.t uJ::;=:--lji ----F--

t  13) 'Far ik Asat ' ' t ldek atau belurn menr:angk-an ---*-
i  l t i

t /  {43\

: l

pembe'r ian'  kfddit  tersebut dalam siLrstr .r

Per jan. j ian l . l redi t ,  dan atan;

Terdapat s i lang jaminan ( . ' : r ' :ss i  , : , :1 latera1) u

pir l tanq ' t 'e1dh Llrnas I  terdanat penyelegai  an

Eecera t l rnai  rnanpr-rn dengan ae;set ld innyar

yang t idek ter ident i  f  ikasi  nad,a Eaat -- ;*--

Fer;an 5ian di  tandat;rngani .  I

- : . - - - - i - : ;J:- j ; - - ; :g:- j -J;---  FagaI 3

; : ; I - ,HAR6A'PEI '{EEI-IAFI DAN FIUTANI: YAFJIS NIALIHI. i f iN

3, i1 ' ."  BUKOFIN'.ddn'PdHgELI setu. j r-r  bahr"rar ._i t -ral  be1i ---

j:,

,{

Sr.'

{M
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3,: .

J. J.

F i t - r tang berdasar l ' . :an Fer jan j ia.n al : :  an di  1al , : r_rkan*-

seEl-rai  dengan,Harg,a Fsrnhe'  l  ian dan dr:ngan

1.. :etsnt l ran bghwa Harg.a F,ernbel ian dapa.h

disE.slrai l : :an oleh Fara Fihal , :  sesLrf i i  denoan -*J--

[ :etentuan Fasa] '  7 "

Harqa Fenbel ian dalam Fagal  I "1" diatas

di  h i  tnnq berdagarkan Jlrrnlah Hnt"rnq Fr:F;ol" ;

Tertr-rnqqal ' ;  Di  ts$ar[ ' :an sEbacl .a imana. ter*antr_r in ---

da. la in La.mpi ren'r  L " ; ' j  : -**-

Set iap pernbayaran. tLrn* i  ' r leh FEI ' IF:HL.I  - - - - - - -

herda.sarkaR : iAn j ian harne; c{ i .  1a.1":r-r l , ;ern deinga.n--

i ! * ry* tersebut l :e rekening Fank

glai ' rnana disebr-r t [ : :*rn d;rLarn [-arnnj.r 'an ; :

{ n get i  an t retnbayaran terseblr t  te l .  ah di  tsr  im*

' : leh FUlr:OPIN apabi.  1a. EIUH:OFIN tei . ; rh rnerrnber i . l . ;an--

k, :n f  i  rmas i  t :epada FE|, , IBEL I  atas . te lah

di ter i rnanya pernb'ayaran terr : ;ebr- t t  u,* .1"* per i r :h.  . ; .

. f .+
f

Fernbayaran'etas'  Harga Pembel ian F i r - r tang Yang

Dial  ihkan c'1eh FEl" lErELI i :epacJer f i l l l " : f ipIN di  La. i : r_r l :ar i

denqan l tetentu.a.n,  sebagai  ber ikut  x

i :  e l  Pernbayara.n,  I  {pertama} gebesar -----*----_ -*-

Hp.3 ;999 " 865' ; t l t t t l  r  t l l f l ;  -  r .  t  i  ga mi l  yar 5 'ernbi l  an

ratr ts genbi  lanpur l r - rh sernbi  lan .3r-r ta sbrnbi  la,n-.

ratns enarnpdi l t rh l ima r ibr_r rr_rpiaFr)  yang

di  bayar l :an tanqq;r l  i :4 (c l l taprulr-rh empai:r

Agltstlts :l}*6 tldr-rerri'brr enam] i

Fembayar. in Akhi-r . /PelLrna: ia.n gebe*ar, :**- , . - - -

Ep,?,838' ; { lESFOtlOr( l tJ;* '  tdua mi lyar delanan**

rat t - iE t igapulr-rh delapan j r - r ta deL;rpanpl t l r - rh--

I  i rnar ibr-r  r r - rp i 'ah) pal  ing Iambat tanngal  - - - . -

#,
'}s.'F

(b
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t - . -

|  ' " " '

:r-t:, (. dna nlt 1t-th l, Sen ternber ;it-x:i6 t  r j l rav ' i  bt-r  - -*--

{ .C

{?nar'n.r .

Atas pernb*yar*n Al ' ;h iF r 'FFluna.s*n dikenal , :*n-

br lnq.* : : t l i t ;  . {duapult-rh pttrsE}f- t}  ; :ertshun atas--

s i ga nernbayayan ya.ng he I r-tin d i 141..:r-rl*:ar,- 
" '---*-

'berhi t r - rng se jak tanggal  3t l  t  t ig,snr-r l r - rh i* l -*-

A6li-r=tr-t= 'ii:xJ6i i. dt-t;rr j. Ltlr enaft ] " 
**--'*'-

Fernbayaran har l tg dt  lakl t l ' . :an denqt 'an l . :etsntutan - ' -*

sebagai  ber ' i f , ; r - t fq !  : - - - - - -

ta]  Dana te ' rsebuf ,  d ik i r i rn 1". :e F. :eksninq Eul ' ; . lJFIN *

I

imanalr t*rgebnt d.r l .a.rn La.rntr i  ran t ,

n" '
I  l , la j i ,h melal ' . : r -r ! - . :an p;:mbeyaran Harga

embe I  i  an _de l  am F:r-rp i  ah "

{ :  r : t Harga pembel ian waj ib 'd ihayark-q"n * leh --***

FEI-IBELI dan iglrda.h di  ter inra '*Lslh FiUl ' iOFIN

na I  i  nq l  embat seslra i  dengan Jadwa 1 *--- ' - - - -

Pambayaran' . i  r " ! - - - -
a

l ( :d]  Hargra pernbel i ian t i r ja l l  terrnaElt l ' . :  FajaF.:r  - - - -
t -
I
I
I

,3ngk' f ,s- ' : rngkoF .  dan bi .ay*-tr i . ; . ry; i  la i  n y#.ng .-o-- ' -

rnr , rngrkin t imbt l l .atar-r  jat l r l t  temri ' :  sarnpai  - - -*

denglan Tanggal.  Fenandatanqt;rnan l l :essie

-*-----{F--  Fasal  4 -*--

- - - - - i - - - ,FIUTANG YANE nIALIt-{ t : :AN

Atas pernbayaran-pernbayaran yang telah di lakr-rkan i : ,  IErh

FEI{BELI l - ;eFada,.EUi ' iBFIN, sehag*imana FasaL S;4,  m. ' " th: ; t -

PEHBELI a[. . :an nener, inia d*r i  FLJ[ i l ]PIN berl tp* Pit-r tang ' --

Yang Dial  ihkan dengan: ketentnsn seiha.ga j .  ber ikut t  :  - - - - -

4. .1 .  * tas:  Fenb*yaran Fertatna r  sehagairn.ana Paeal  *--*

I
l "  3.4, {a.} ,  -PEl" lFEl, j . I  r  akan menerima d;rr  j .  ETUHOPIN ---

I
I  Piutangr. .YangrDidl  i  h l ' ;an d*ngan bak i  debet kr t ranq
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lebih se,begar F. :p. .1:"5:8"?50,7i15056"- r .duabelag*

rni  lyar l  inarat l rs dlraplr l l ih dela; : ran , j t r ta dlr*r 'at l rs

1 i rn-*pr-r l l rh r ib l r  t l r j r - rhraturs dr- tapulr_rh I  i rna rr_rpiah-

dan I  i rnapnlr-rh enarn sen] atalr  seha.ndi  nq -*---*-*

dengan harga pen!.-qeI ian f , . : l r rang lehih gebesar--*-

Fip" i  "7:4.894.5317.81 "-  { .dr-r ,a mi lyar tu.3r-rhratLls---

dlra.pnlr-rh ernFat . . ju1 ta del lapa.nrat l rs;  s i*rnbi Lanpr:1nh-

ernpat r  ihr-r  l  i rnar.atng t iqapr-r l r - rh dna rr_rpiah dan-.-

delananpulr- th salu .  sen ]  dan sisa pelmbayarar l - - - - -

sebesar F:p" 1 " :7F"r l :17t1,487, 19,- .  r .Eat l r  mi 1yar.* .

dlraratns tr-r  ; r-rhpr-r Ir-rh 1 inra jLi ta tu.- iurhpr-r luh r ibr-r--r

srnEatrat l rg ; -11t- t l - t  t t - t .1r :h rr-rpiah dan sernbi lan*

, ladi  ,  dana cadarnq.an y€r.ng

nya. sebaga i  ber i  i : : r -r t  !  -* .- ' - --

al  Apa.bi  1a ,F{F1$[L.I-  tela. tr  mRls. l : :Lr l :an Eiefrnlraw

I r r :

Fernbayaral  spbagairnana Fas,*1 n,4o maka

BLIH:OFIN al ' :a1, .  pen,arnhShl:an dan,n, : ; r rJangan

terseblr t  sel :agai  tamLrahan" harga pemhel ian--

pada Femb;ryqgar.r a k h i r / pe l urnrr,san , *.*---.-

sebaqai{r tana F:asE1 334, t  Lr} ;  atalr

Apabi ia tlqrnq,{{-an FEI'IBELI t j.d"nl": menerr_rsl.,:an-*-

F-gqtbayarar. i .  i r rgdlra..  den pernbayara.n Terakhi r . /

Fel l rna.ssn s..q.qBai dengan tanqrgarl .  I i l  (dura**---

pr-t I l rhi  Septgg.per i :OC-16, t .dr-rar ibr-r  { inam) atalr*-

melakukan pe-_gpatalan trntul* :  meneruskan-.- . -* .* . -

F'ernbet ian Fi i r-1tang nal, . :a dan,* cadangan

tergebr-r t  d iq.qn+Fan sebagai  tambahan -  harqa--
l:'

qemhel ian n! , f ,F Fembel ian Fir : tang der, igan-- . - -

bal , : i  debet "kr-r , r -ang lebih sebesiar---- ;*****  -

F: p, 1 ;, 538, ?stt ..7..-5 r,56 : -, r. dr-ra be I as m i L y* r----
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I  i rn.arat i - rs duapulurh c le lapan . i l t ta duaratus*---

I  i rnapr-r l r-rh i ibr-r  tu juhratr . ts dl tapr. t luh I  i rn,a---*--

!  
t i  

. . i ,

runiah dan l  i rnanul l th enarn =an.)  ( .  nada--*

Pemb,evaran'  Fertarne ]  "
:  : - :  i  t ' :  '  :

'4  " ' . : ' ,  Fada Fernb,ayaran'  Terakhir . /nelLtnasf in,  seba6laim,rna

Pisa L 3 " '4 ,  t .  Lr  i  akan di  l  akl t l , :an penandatanganan --

P,=r jan j ian Fengi l i f tan Fir-r tanq i . r lessie) r  deng;r .n*

.  . ;  r  " .  
' t

baki  debet s i ' - r tang yanF dial  ihkan gehesar

sebanding aengA'n harga prembel ian parJ; . r

Fernbayaran rer* i . . thfr :zpetLrnasan tersehr-r t  rJan * ' ---

di  tarnbah dengari 'b=a1,. : i  c lehet Fir-r t ; rng y$ng *:- ' - ' *-- '

;  : .  ,  ;  : :  : '
d ia l ih[ , :an sebendinq denq;r .n harg,a Fetnhel isn ----

'  : t " -

F:p,1. ' :75" i170 "487, L ' -J,-  { .=;atu rni .  Lyar dl taratLts

'i; r-r -i r-r h n41.t{h qft mJ" l;r-rt6 "b r.r .jt-r h pr-i l ur h r i bt-i *mp* t r a t lts

*6kt&))nh rr-rpi ah dan s;emlr i. Ianlrsllas sen ]*:H7._!

adano;n sebaoaim*na F*sat 4 "  1 "  t :  a)  "
a,t

enoel i .han atag Fir-r tang Yanq Dial  ihk*n

!

berr jagar l ' ;an Fer l ihnj ian in i  akan ber la l , . : r - i  efekt i  f

pada Tanggal  Fenandatanganan l l :essi .e.  - : -*-* '*- - ' -
e!

- -  - - - ' - - - ' - : "  ' - - -  Fagal  4

a

.. .  . . .1" : .  n

-_ FENISAI-IHAN FIUTANI: ( . I :ESSIH}

. . : f ,

5,1.  Dengan tela.h di . ter imanya. set ia l r  J l tmlah ---*------*

@

Pembayar*r ' . i  . ; ieFi- '  Erur-;OpIN sesLrai  dengr,an Jadwal--*

P'ernbayaran,*ap.3FUt ' lCIFINe. l . :a.nf f lRnga.1. ihkan

Pir-r tanqr kepaci5 FEmBfl I  rJan Fara Pi  hal ' ;  a l" . :an

rnenandat*.rqi . , i '  h l : ta Per. janj i .an Frengal  ihen

Pir-r tanp ' { f ,e=si '€ ' }  paoa Ta.ngg.*1 Fen*ndatanglanan -

, :  r {

Per. l in. ; ia i r  Pen$hl ihan Fir-r tang t t - - :esgie),  - - - - - - - - -

Bahw! pJr iahdat&1g*r,*r ,  Fer jan. j ian Fengal ihan --*q --1
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Fir-r t*ng i t lessie]  d i  i

se,st- ta i  denoan ,Jpdura 1

Al: : t . t l : :An gErara

Fernhayaran,

her tah*:  n

gErhaqairn.ana --

Fag;r1 3.4-

5"3. Tangg*1 F,enandf. !anganan Fer.grn. j i i *n Fengal  ihan _

Fir- i tang r .L leggie) adalah yanq t i r js l . :  nrelebihi  _;_

_;angka wal i t r - r  7. .  !ar i  l r :er ja sejal" :  tp la l r

c l  i  la l , : r - t l , :annya e;et iap Jnmlafr  Fenrbayaran se,sLrai  *- .

denqan Jadr+al  Pernbcryaran

5, 4, Dengan t  i  dal ' :  rn.englrranql i .  | . , :ebL.}r  l  a l . : l ran l . :etentuan__*

F ass 1 3 .4 u terh j .  tnng ee,- jaL:  T*ngga I  l3enanda-.----

ta.nuanan f 'er ja l i i f  n Fentral  i  h;rn Fir_rt* .ng { l t -- :es.; ie }

Eel l r r a - j i  ban Eru!, : t l t l I tJ at ;rs Fir_i tanq-

ral  i  l t  ! ; :EFada FEI ' IEIELI "ds:'1
F:1. i

J *#{; ihak sei t r .Sir  bahw.r p*nsr im,a.xn h,aF.:  dan

l - ;er* 'a j iban 
' :1eh. F. .E| ' |E{ELI selherg;r  j .mane. rJ j .ma}, : l i l jd _._._

dalam Fasal  E,4-,  ,  d i  atsb t idak ah:an -------  - -  -

meneal ' :  ibat l :an ada.nya r i , : ,va ' t i .  c l " rn t ic l .a l . :  a l ;6n

ditaf  s i r l , ;an sebagai  nnvasi ,

FUl iBFIfrr  berhar, :r .  rnenarik kembar. i  setra.gian fna..rFJun

=elurr l rh F i r_r tang*, ,  dengan pemberi tahr_r.an ter lebih_

dahnlr-r  kepada FEI{BELI,  , j i l , ; ; r  s iaLerh gi€rtr-r  ____;*_*

ner igt iwa ber i l . :ut  ter .3*di  ;  -_._*__

a '  FerdasarkSn 
,  !g1f r-rm dan per.aturr.an perlrncla.ng-{.- . -

r rndansan yalg, . .ber lakr_r FUFI:OFIN t  j .dak 1agi

rnernpl lnyai  hal* :  atalr  t idaf . l  cJ i i  j inkan untur! , :' , ' . ; j '

rnenawar.ki !  r .  f , f in j r-ra I  atalr  rnenga 1 i  hkan __*_.__:

sebaqian rnaLroun selur l th Fir- t tang atau

rnenyebabkan f . i r l tang me,n;adi  t  i  dak Layak.  i . . i . . . .  

i

ctnt l th di . i r -ral  ;  .  dan,/atau --*-- iL--
-5 r ,

Dalarn hql  tF: , j , ld i  pelunasa.n selur l th F. i r_r tang_

:i'{

l=.n

lb,
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,: ' 1Eh Fern i n

5.7

iarn l :enada EIJH-OFIf ' l '  -*--*------** ' ! - -

i  eeb'rni 'an oi t - t tansSehlr ! : r - rngan p€nar i i : :an kemh*l  -  r
.  . : : . ; j .  , r . . -

, :1eh FL, l r :OPIt{  **=l* i  FaEal 5"8' ,  ma! ' :a EIUF:OFIhl  dan

FEt ' lFEl- I  dengan keiegral ' :atan bersans l tnt t- tk :  -*-- :

,n,  l ' le laklr l , :at  o*r , fg*nt ian atas pir- t tang-pintann -

'bergebl t t ;  at i r - r

b . D;r l am ha 1 FLti{:nF I N me 1al";t-t}::an !-rEnar i l ':an

l , ;ernLra' l  i  atas"tFir i t* t rg tersel- ' i t - t t  dan cl  i  Lal : : t - t ! ' : r3n*

'  l_ ' i

pentreinb;t I ian c lan atau tretr lye$l ' ia j 'an Flarga *--- '

Fernbe 1 i l4 i - . .L\ ;n Pernbayaren yans telah

^-1 .+," 5,-,\
aty4*ffi€r'' r'Er"lsEl-i f':epada EtLtt{:flFIN -*-*-

r#

an"kernbal i  l ' . :er iar ja FEI{EIELI tann'r

{  a^lam'1'" ' . r 'ng[ ' :a r ' ra l ' :  t r - t  ! l  L t 'c l l tapr- t l t - th gatt ' tJ-
7'

. l::

r i  t ' ler  ja terhi t r - rnql  ser ja l ' :  tan6tg' :1 penar i ' l ' : ' : tgt

l:ernba 1 i ,:1 eh' nlltr:t}f't ftl ,

r r - - -1 t
f -  c{='d r  l -J

i : - : r .  .

FENYEfiAHAN NNI'|LJI'IEN *_*__

i : " . i

' : .  .
J ika F'El" iFEl_-I  te iah melal : :sanal , . :an l - . :er*a. j ibanny'a

'  ; f i "

=.esu,ai  denqtan kbtentr-ran Fas;r l '  3 '  Fa'sal  4 da'r t  -- ' -

- '  v l . '  l ; -

Faga.l  5,  El tJ l ' : :OF;lN sesegera mr-tnqtkin setelah *- ' - - ' -

' l ' - t t
Tangtgral  Fenandi i*nq*n Fer. lan'3i 'an Fengal  j 'han ---

= 
'  '  |  ,  - -  i

Pir-r tang { t : -essi i ]  atal t  waktr- t  la i  n { : }ebaElaimana -*

di  tetaptraf i  rr1*E ' t r t - l1 l :or ' t ru,  a!" :an nr*rnyerahkan ----*

Dc, l : r-rrnen Vtr lg '  niat  i  h[ ' :an l ' ' :ec'ad* FF' l ' tFEl- 'L.  ---1--*-

_ t ' l ' : ' i r l

FEI'1FELI dengan"" ir ' , i  rnengi! ' : ; r t l ' :an di  r  j '  r - tntr- l l ' ' :

-  ' '  : ' ]q i ;

rnener ima Dr,1, : t - , tua'n V*t  g Dia '1 i  l r l : :an sesl ta i  dennan--

.  . i ' i i ;  
-  -  ,  . -  

'

k*ndis i  sebagt i i ' rnana cl iatr-rr  r la l ; rm Pagal  : '3"

Narnun a** i t t i in i l 'pabi  1a ternyeta dikernudian h 'ar i

.  
" r f - i l

setelah'  fanggi i  Penandatanganan Fer ' ian j j 'an

' ' ' ' -  rF.  . . , .FThr
pengal ihan .r i r i fhng (r legsie.r  EUl" loFIN menev' : r rne --

_ry'
ti*r
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asl  i  r  cnFy atau cr 'py seslrai  at ; l  i  ya.ng

banian dar i  Dr 'k l tnen Yana l i ia l ihh:  an b.c i
)  t i  a : :

FFFf. l  rn, :Lr t rLrn dar i  n ihal t  [ , :et iga t t*r l :a i . t

mErLlnal : :an

k dar i  - -

1a i  nnya- ' -

f ia! : :a FUF:OFII{  akan segera rnenyerahl :an dr: ' l : :LtrT}Fn --

tersebnt l ' :epada FEI{FHLI "
'  L. i .

E'. : : "  Fengal  ihan D' :knrnen Yanq Dial  ih l , ;an , : ' ieh EIL|H:0FIN*

l*:epa' la FEI ' IFEL I  seb*qa i  mana, h:etent lran nasa 1 : i  "  1 - '

d i  1al . ' :sanah:an dengan ketent l ran hahwi* :

a. Dc'1. : r t rnen Ya.ng DiaL i  h l : : ; rn tey 'sebl t t  ter lah
a

di te i ima., , :1eh ErUl. l { - iPI l r l  dar i  FFFN"

bi.  Dr, l : r-rrnsn Yang i.$r l ' :an ter '* iebl t t  ss:suai -* .*- .* '

J-----
I j r= l  lL l t t l  I

f

i ter ima- d, . : rn dial ih l ' : ' r r r  - - -

i-,:e d,ar i  EtFFhl s ierb;rqai.mana

dt larn Fer i 'ba Arrar ' f i  Serah Ter i rna

hr-rbr-rnsa.n denqan penyt+rahan r i ' : l ' : l rmen Yanql - : -----

DiaI  ih i ' ;an seba{airn*.n* di .ma!: :s i r - td der l ; rm Fasal  g:1-

diatag dan de,nqan rnenct incat l :etent l r .an Fas*1 - . - -
- t

' : ' ? trFlrilrFl r Cengar-r i1i :;etr.l.jr: Urntr-.r1.:

rnenqi l . :at l ' . :an dir i  bahwa FEHFELI t idal . :  akan *--?.-

rnen q gt-rnalr:an a I asan ke t i da. l.l 1 e*n gl.,:erpan D*kr;rnen
' ; ' '

Yanq Dia1ihl" . :an sebaqai  dasar FEHFF-LI urntuh:
: . ! . :

rneminta E{UII .OFIN nnt l r f . , :  mengutrangi  atalr

nenlrrurnkan Ha
i r . . . :

rga Pernhel ian atalr  nrembatal l ' . :an . - - . -
. l r i

Fer 3an.;  i  an "

Fenyerahan

d i  1al" : t - tkan

ternoat 1a i

d i  tetapka.n

t imblt l  dar

Dc, l : :L l tnen Yangr dial  i  h l* :an f i l ' ; ;1n
' :  r  :

cl i  F.:ant ' : r  BUtl .6p1g cl i  Jei l ' :arta atalr  . - . -- .

n di  luar Jakarta sebsuairnana
'  iL '

, :1eh FUI"; :OPIN, dan set iap biuAya yang-
: i ' r  

f
i  penyerahai-r  Dt:klrrnen Yang Di$i1ihl" . :an1'-

{
*f
rs
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6"5

t.ra _j  i  b d i  ta nggu nFr ,  
,31eh FEI-|FEL_ I  "

Fada waktr-r  penye,rah,: .n D' :1, : r - r r len Yann Dial ih[ , :an" -

FUi ' l f tFIN dan FFI ' | |ELI akan rnenancl* tancani  :Erer i  t*-

Ar: i ra Serah Ter i rn, : .  F, : l : :urRen Yann Di.el  ihkan
.  c.  i ,

6 ,  e '  ,  Sete 1a.h Tangga I  Fenandatfr f tgeef i -af i  Fer jan j  ian *--*

Fengal i  han Fir-r tang t . r l :essie. l  ,  j i  t la F,EI{FELI dalarn

rangl :a memenlrhi  f . :eterntuan pnrt-rn,Jang-nnclanga.n --

yang ner 1a$tr  harns rn*nblrat  I  *pr: , ran r  - - - -*-

peinber i  t &erl . :a. i tan dnngtan 
'*npal  

ihan

Pi urtan af taran, F{*nal-rrLtsan a'har_t

ne i. Flenglrr t - lsa.n pernheb*nan ; . l t i r .u

naan atatr  nendsf t .*r*n a 'bas; atal t ba I i l,:-

t

r rLrs Eendir i i  rnensnoFLlnp rJa.n rn*rnbayar

t  iap biaya yang t  i .mbuJ. be:rL: .n j .  i ;ern den6a.n

'b  i  ndal : ;n- t  i  ndal ' . :an tergehnt

Fa.r=a L 7 --**

:----*-- FETqBAvAFTAN trLEH FEmrt{JAr.l

7.1.  -  selr-rruh Rernblyar i .  o leh peminjanr | . , :Epada FLrH:clFIN

atag -Tl t r l lah Hr-r tang Fnl ' :c ' l ' :  Tert l rnag*1.. :  l l i tswsrks.n-
.  , l  i ,  . : ,

yang 
.  
di  ter ima , : , l fh FLi l" : :OFIN dar i  Fenr: ' .  n jarn

e,ebel l r rn Tanggal  F 'enr*tap,:n ak.an tetapl  men. ia{J i
i ' i '- '  ' '  t

mi1i l . :  FUI: .OPIN"
.  ,  ; . .  i  i t : . ,  . ; ,  

A

7"! ' t }a1arnhaIter j* : , : ' .1emb*9arf int :1ehPeminjarn

l :epacfa E{UF:: t lFIN atas Jr-rrnlah Hr_rtangr p,:1. , :*k

Tert l tnsoal ' :  Di  tatrarkan dalain . langka wal. : t r_r  sF jsk-:-

dan terrrasurl" :  Ta?lgal Fenstapan .*€{rnpai dengan-.--

satu har i  sebe111 Tangrgal  Fenandatanganan -----
,- i_rrD.r

Fer. ;anl ia.n Fengal ihan Fir-r ta.ng {r leEsie},  maf, . :a ---
. -  . .  : i  * ; l  i .

pernbayaran tersebut akan dibagi  Ftr , :ara pra-rata
< . . .  . i : , - :  i  ,  : : .  : .  ,  ,  r$1' t i  :  . '

[ , :LrnFn Jaminan nial ' :a FHI ' IFE:|_.  I  wrr . i  ib
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l ' ;epada FUt '1: t lFIhl  dan FHI{FELI berd;tssr.ksn

presentase cfar i  Harga Fen*.r*rar€.n di  baqi Jlrrn l rth---

HLt t  anq F'r1 ' :c '1. :  Ter t l rngqlal- . :  D i  tawar l ' : ,an .

Fasal  I

E" 1" Ealarn hal  Jr-rrnlah Hntang F' :k*1";  Tertnnqqal ' :  Af , : t r_ral

t ida.t :  sarna denqan Jr-rrnlah HLrtans F,: ,1. , : rr l , :
. , , . .  4 t

Te r t r-t n q sa tr Ya n offia$;: a n d i se LraLrF.:an':' I e l-i *---

E ";. :  "

6' l

ada.nya psfrl j  i .  ha.n ,rLeh Fem j .  n. jam a.&au-

' :1 eh l ' ; sebab 1a i  n,  Far* F i  hak setrr  _ j r - r

-r ; r i  kan Flarg.:  Fenrberl  ian r lerngan

i  d i  bawah in i  i  - - - - - -

ga Fen.vest-r t ian";  Harea FemLrel ia.n X Jlrml;rh --

Hr-r tang F' : '1. :r 'k Tertr-rngqak At ' : t r-ra1 t l  ibagf i

Jr-rrnlah Hr-r ta.ng P,:k*k Tertr-rnggak . ,Vang Ditauar[ , :a.n*

DaIarn hsl  Jr . . r rn lah'Hr-r tang P,: l ' : , :1. ;  Tertr-rnpqak A[. . : t r . . ra l

l  eb i  h t*ec i  L '  dar i '  Jr-rrn l  ah Hnt*.nq Fc, l . , :*k Ter tr-rnqqa. l . :

Di ta,*rarkan t :arenH hEl-ha1 1* in di l r - rar

penrbayar&f i  r r r leh Pemin. jErm pada at ; rn s;etelah

Tansssl  Fenr=tapan, rnal :a EL,t , inFIN l ;e, :ara sepihal , : -

berhal. :  rneneint l rF;an .- j r -rm1a.h Har.ga FalmbeiL ian rJenq.-rn

rnenoonnal- . :a.n f ' : rmfulasi  yang disr*br-r th:an dalam

Pe.sal  8,1 di  ,at is,

Fara Fihat;  ietr-r ; 'Lr  bahwa Harqa Fenyesnaian ---- .o

tergebnt dia. t . rs rnerLrpal : :an Harga Fetf ihel ian yf lng-

ber le l - ; r - i ' f inal  Oan mennikat Fara Fihal- :  dan

rnenqsant i1, . :an Har_cia '  Fembel ia.n y*.ng r l iseibr-r t [a.n *-

.  l i l

dalarn LarnFiran -  I .

Dala.h hal  H*rgl l t?-eny'esnaian ternyata lebl i . t rt l  , *

-  |  i -  .

l . :ec i  1 dar i  Har ga 'Pembe I  ian ,  rnal , :a EUHOP IN at:an--
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rnengernbal  ikan,FF. l  is i .h Ha.rga Feny*slrai

iJaroa Fer*hel  ian kenarJ* PEI{FEL-I  r ja la in

rgal:tr-r :1 {: cJt-rar:lt l-t-th satlt } H.ar i }: ier j '=r

penent l ran Harga Fenyesr- ta ian 1". :epada

an da.n -- !

jangl . :a----

sF jal'.:

FEI"IFELI *_*_
'a

inelal l r i  re l :eninq FEI{FELI "

o-J Beg i tr-r .jrr ga seQg_l i ti nya , da 1am ha I H.ar ga --*-'-r-

Fenyesnaian terny;r ta.  Lehi .h Ll* t ;err  rJar i  Harga.

F. enrbel ianry'*mal ' ra _FEI ' IEEL"I a. l : :an insnb*y**r '  kembal i ' - -

aeI  is Pe^nye:;nai.an dan l- iarga FemheL i .an---

f I ru {g}prn 
jangf ' :a rral ' . t t - t  : ; :1 (drtapult- th:

t ' i .  H:F.]- ' . iE,, !€,- i* l . l  peneint l tan HarGta --*------

eglraian'  rnelal l r i  re l : :eni  nn FUIIOFIN"

Fasa 1 ' f  ***-

- F:EI,iAJIEAN-l'iEf.lAJIBAhl PAF.:A FIHfr{l.i

'3,1 - I ika BUl i :nPIN rnene.r ima Femhayaran dar i .  Femi.n j;r.r'il---

. r - :ada ata.u setelah Tangqat Fen,:rndatanganan

t] :egsi .e,  E{Jl inFIN 1a; ib mengernb;rL i l : : ; i1-1 pernbayar; in---

bersebut l :epada,. f f i r ' lEEL.1 dalam w.rktr-r  14 (ernnat--- '

belaE )  Har i  t l .er- ;q,Jerhi  t r - tng dar i  ta.nggal-**---- ;

pener i rnaan pgmbeygfan tersebut 1,. :e rel : :eni  ng****--

FEf"IFELI .eebag3irn4na..dirnaksr:d cJal. ; :m FasaL - 6 cJ.art

.1nrn1*h ter=eblr t  , , -h*,1' ,*F bebas dar i  pern' : tnng*f,  r  -----

get- ' : ' f  f  ataut F-en?-l l ra!- tgan a.paFltqn r :1eh FUI{OFIN, ----

selqi  n pel ' : t ' !3ngan; y.qng disyaratken , : leh hr-rkr- l tn----

atau peratura. .n,  L.af .n.  dan BLl t : .OFIN berha. l :  untul* :*--*

rn€nqlr .rrangi . t rembgyF.r. fn tergeblr t  c lengan

*ngl i , := dan biay_q;_F., iaya. yang d j .  l ' :e Lr- tar l . , :an *r leh- ' --- , -

EtUl, :DFIf{  berh:ai  ta-ry. 'dengr€n ppnq{?rnb.*1 ian pembayaran
I

tergebut,ft epq-da 
'*,E$.BEL 

I

'3,2 Terhi  t r - rng se j .Ak ,TFIg,g*1 Fenandatang.anan---------
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Fer 3an j ian Fengal  ihan Fir-r tang t . l leEs; ie. l  
"  FEHFELI-

ica j ib rnenanugr-rnq ,  segala hiaya y,rng 'b i rnbul- . - - - - - -

L,erkai tan dengan,. 'prr : 'ses pendaf taran r jsn-- . -*-

o

t renyernRLrr naan F,: 'kurrnen .Jam i  nan ger ta b i  aya*b i  aya--

la in yang ber!* :s i tan dengan pel*ksanf ian

3 "  3 Terhi  tnng se, j nandatarngan*n f ,essie,  -

- j  i  t : ;  d i L/-
Ll cl CIFIN, FEHFELI r^ra3ib r-rntr-r l . ; - -

& ' *x';tu nt l tan .  l : :eF€rda BLJt ' i f iFIN berl . : ; r i  t* .n--- .--

kdpent ingan audi t  terhadap FUl, : . t rFIN nleh**

Ingtansi  Femerinta.h bErdas$r ' l : :an l . :etent l ran hlLl : :Ltm-

L-.- t  
- ! . . -Y ct t I LJ Llti f I <{ t:. Lt 

" 
-.---:--*

------:; Pa.g;t L l(J

FEI-EFASAN.ATAS. PEF:NYATAAN DAN JANIT., IAN

1i l ,1" F:.ecnal i .  d i tentukan Lain di  dalarn '  F*r"_ian. j ia.n-.- . - -

in i  ,  .FEl- iEtELI ,  rnenyetn.- j r - r i  bahwa FUtl :nptru t i rJak-- .*-

rnernber i l " ;an,  per:nyataa.n da.n . jaminan b* j . l ' ;  daLani---

bentuk ter tu l  is . .manpnn l  isan dan FEI ' IFELI.-*** . - - -

rnenyetr-r , ju i  bahwa .gu.a1 bel  i  F i r - r t ; rng belrdasar l ' * . r , i l

l , :eadaan =ebaga. i rnana *danya t .a= is.r  dan l :arena*-

nya FE| ' IEEL I  set l t  j l r  l tntut l :  meng€lsaf lE! i  nqlr :an Fasa 1- '

1473. 148?1 148ftr i ;  ,1456r.  15r- i6 dan tSLO F: i t jb----

Undang-urndanq Hukum F'erda.t ; r  ;  - - - - - - -

FUHBFIN t idak.  bgr- , tanEgr-rng1 . lat"rab atars segala--* . -

l , ;er.ra 3iban hl tk l t rnr.ryanq i  mlrngl ' . : in t  i rnbr-r l  ; r tas fraL*-.-

haI dibar*ah in i  : : : - - - - - -

a.  5et iap kerugia,,-r , .yeng t  i rnbr-r1 =,ehlrblrngan-***--

dengan penj{ , raLan'  Fir-r tang herdasar l ' . :an------*--

sebagairnana.-adanyer (as is i i  )  sebaga j .ma&a------

diatur dalarn, ;Fasa1 .- .E,3 di  stas;-*- ' - - -

I t - r , r i
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1r1.3

L I  s i  dar i  Fer ian' i  i  an l ' : . redi  t  dan f inl ' :Ltmen*

' . larnin, : .n rn*ngi 'ngat Fer - j f in- i ian l . : . r t rd i t  d*n-*- ' - -
l

Dc,[ ' :Lrrnen ;Tani in.* 'n \J i . ter ima' :1eh E{LfF:{ : iFIN dar i ' - -

,Fanl:  Asa. 1 i jan./* tar-r  FFFlt l  cfs larn [ ' :e, :daarr aE; i---

'adanya t .as ig] ;*----

r r .  l ieber la i - . : r - r*n "  "  l . :eebsahan- nendaf 'baran----***- .

Fenyernpl . r rnaan; F;easL ian,  l . : :€11(}nf l l - ; :apan clan-- '**

r  i  Fer lan, i  i  an l l . recl i  t  rJan-*-

D':1,:r-rneq.

d" Perninj m*nyet lr .Slr  i  j r -rnr l  afr  l . :ewa.;  j .  b&n-*

Fein piada BLfP;: f lFIN atas, ; i r - r rn1a.h Fir-r tanq-

{ f
i,;/1 i htran r= I eh FtJli:nF i N kepacl.a FEt'lEtEL, I : *

an LISAhH, l ' :eAda.an har ta . l.: i€*fria.{npt.{a.n---'-

yaf  r  l : , :ndi  Ei  l ' ' : rnannan, k lFFlFr ' , :ayaan atal t

ta. t t -r= Fr+m j .nj5m **arr par; i  Fen.; ia.minnya---**---

tapab j .  la 'ArJa 1 , '  atal t  l : :erna'TFi-{ f in m*rrnhay#r--* ' - - -

ker*ra. i i  ban ddf i "  Femi n. jar i l  atar-r  para Fen. ianr i  n- ' - '

nye ' {apabi  }a ' : f5da) seb*gairnana diatur dalarn---

Fer _ian j ian l { rFdi t  den Dnl. :urmen *Taini .nan;------

f  "  i : .eadaan, ' f  ig i l i r t " f i i  la i  ,  1 ' :kasi  atau status----

, :b. jek . jami ' r tdni 'dar i  D'- : f ' : r -rmen Jarni  nan, -- ' - -

FU[ ' i .DFIN t i  r jak b6rtanggr. . rng . . iar ;ab ataE, kebenaran,

l , :eal , : l r ratan d*n' 'Rt i lbngt:aFan l iBrtErFra histnr i  kal- . -*

r jar i  D6l ' : l imen Ysn'cl '  Dial  ihkan dan PEI ' |ErELI g;et l r . i r -r-

bshwa. Dr,Frr-rnen YArici  Diai ihf ' ;an cl ; r lam l , :eadaan a.tatr

ner ist i r*a:per iEt i*a tsr tent l r  te la l - r  ter jadi  r*----

antara la in 'kefr€aa.n at , : .u ner i .st iurs seibaqai .mana-

diatr-rr  dalam'Fd€al  2.3,  - -*-----r
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EUf..nFI ld menyatakan dan rnen;arnin bahua sampai denglan-

Tangga1Fenandata'ngananFer, jan.- j ianPe'nga1j .han

F i r - r tann r . r l :egsie]  EUP;0PIN merr-r fa l :an badan yang sah--*

dan di  d i  r i l ' :an berd.asarkan hl t l . . : t - t rn F;epr- tb l  ik  Ind' :nesia ' - -

dan berr*renang .r :ntul . :  rnen. j t - tal  F i t - t tang termasuk

irnenandaiangani  Fer.3anj  ian in i  dan d, : ' l ' : :Ltrnen*dc,kt- t inen---

1ai  n y€.ng ter l :a j .  t .  - - : - : " .* :

an dan rnen jam i  n

DAF:I PEI'IBELI

kepad* BLlFlnFI l{---*- ' :

FEI4BELI ada. lah,berhal ' :  unt l tk mtglah:Lt l ' : *n

pernbel  ian dan . te lah rnemi.1i  l l  j .  ge luruh--*

perset lr . - iuan-Ferget l t  _j l tan, i . - l  i  n ' -  i  j  i  n :r 'ang*-*-- ' - --

d i .  pe re ya r  -c t  l tan,,  , :1e h l :e t  e:  n tua n hl t  h:urn l ran g * '** ' - --

ber lakr-r  di  nelgafa dc,misi  1i  FEI" iFEL.I  r-rntr :k-*q-*--

rnen. ja lankan kegiatan nsahanya d; tn terutarna

dalarn ha1..  naJnl tn t i  dal , ;  terbatas par la

rnenandatangani ' .Fer: . janj ianinida.nd.:kumen-

dr, l ' . :urnen la i  n yar lg ' terkai  t  dengsn Fer jan j  ian---

i n i' --:---:---.-rF-i------:-r

PEHBELI dan atau: pihak yang rnewaF.: i  1 i  FEHFELI-*

te lah rnemper,r leh peraetr-r jLtetn*perse{:ujuan d,an--

atau kuaga-l ' ; t - ta€a: yang diperl l t l . :s.n d*rn --**--*- :-

d ipersyarath:s.r- l ,*1eh ketent l tan per l tndang-** ' -* ' **

nndangan yang ber lakl t  dalarn nenandatartgani*---

Ferjan. j  ian dan-,d,:1. ' :urnen-dc,kl . tmen lai  n yeng-** '*--

ter l , . :ai t  dan'  d, :k$rnen-d,:k l t rnen perset l t . - jLtHn da?i ' ---

ate.r :  kuaga tet :sebut wa. i iL i  dan telah di ,gerahkan
t

*Ieh FEII IBELI kepada EtUt{ :OFIN pal  ing lambat 1 ' - ' - -

- /o 
.  ,

-  

. . . i i  r ,L--a { . - . t
.r .l d.

-?' a-ia&P" -',  4 _rz 
" j .

4SAEFT.SAN JAMINAN

.3

| 

1''r-- ''":
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b

!  i  . . : - .

{ .=at l r }  har i  sehel l t rn t tnggal  pels l isanaan j t - ta l - -

l : leL i  "  -*---- ! - -=-------- ;5----*

FEI"IFELI rnemi I  i  l * :  i  l levenang*n dan t  * t  u*s**n**---

r ienLrh l tnt l tk rnpl i rh 'eL i  F i r - r tangr rren'4ndatanganl*--

l - - rgr  _ ian j  i  an'  d. lh" 'dr : ,1: :Ltn€n-drr l : : t  l f ln*f !  1a i  n yang------

' l .er l ' : * i  t  ter-rna*Lt l ' . :  unt l tk rnener i  ma x '*rrnl- tB

l.:er..r.+ -j i  ban s.ta:i: FEir.jan.j j.;rn l ' :.t"sd i t cJ;tn D': 'f ' :utrl l*!rt*'- '

. l*jr i nan d':n- bI-Ikt i *bt-tl ' . : t i  terr t lt 1. : i::; ;

at; . .p '  l fEwenang.an ht-r t  b ls j i -L l  c lan te lah-*-*---

di serahl :hr i  r '1 I t:e pa da EtLIF;llF'I N na 1 i. n g-

I  a.mhat 1 t r.i. ' sehe l u.rn t a.nqqa 1-----.--*--.

f - reL. t l : :ga

'F" FEI'I t 'Lr jui  *epanuhnya hahr;a pemt'el  is.n-

1 a l-; r-r F.:a n dq;l nn*. n l'.: ea d.ra n t3eba ga i ma. n,:--

ta. t ;  i * l : ,  dalam Flenqlert i .an Liahwa---

nj ian f : . redi t  cfan atar- t  D' : l : t - t inen l ' i redi t - - - -*

r ka i tan den$*n F i r-rtang yang r:li .ir-ra I mutngl': :i ft--'

dalam keadaar:atar-r  per ist iwa-per i$t iwa'-*------

ter tentr- t  te ld?{ ' " ter- jadi  r  antara.  I 'a i  n per ist  i t ' r ; r* '

r :er igt i ' r*ra sebdfoeirnana diatr- t r  dalam Pagel ' : '3 ' -

1:e.5" FEI4BELI te lah i :d iber iL:a.n dan rnener j .ma denqta.n-*- '

b* ik d*r i  FUHI1PIhl  i 'nf ' : ' r rnasi  ber l ' :a i tan deng*n--

Fir-r ta.ng, pr, lEdt :pembel iarr  dan ata. l t  penga. l  ih*n-

Fi t - t tang,:-r- : i - :

Oleh l : rar€Fla i t r - i  terhi t t - tng se. ja. l ' : :  Ta.ngtgal------ -

Fenandatangane{h Fer jan. j ian Pengal  ihsn Fir : tang-

(Ces=ie )  FEI{BELI dengan i  n i  rnener ima "d*n

setLr;r-r  nnt l ih: ' i f reinanggr-tng segala regi l ' ' :n yang--- ' -

afcan t i r i ibrr l  b€rkai tan dengan Fi .ur tang 'yang*----

te lah dibel i  dter=ebut.-----  ' - - - - - - - - ; -
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1::  .6-  Tidsl ' :  ada [ . :eadaanr Fer igt iura,  F]pr intahr-*- ' -*--

kepurt l r=an. t  i  ndal ' :an hl tL:urn,  t  indal , ;an

adrninistrat f  f  
" - .gurgatan, 

penJ-: i  rJ i l , :an atau prDse=

hr-r l ' . : r - r rn yang,,  sedapg di  _ ja lanh:an , :1eh '  p ihal* :  .1 ai  n**

terhada.p FEI, IBELI atarr  r '1eh PEf ' lFEl- I  hraik pada--

badan peradi  1 in manat: l rn rnauplrn pad.e I  nstansi--

Fener intah, atgl t ,  ins; , tans, i  la in yanqt c lapat-*- ' * - '

rnenqhala.ngi  FE'- lBEl- I  nnt l tk nt :n*ndat;{ngani  r  :**--
I

j - i .ban berdasat ' l : :an Fer janj ian dan

atau

' f . i

1.F i r - r tang i  n i  "  - - - -
! " '

I : , '7 e1-utr l th is i  pernyataan d;rn, jarrr i  na.n- '

ibnat dan diber i l : :an r : r leh FEI ' IEEL.I  d*1sm--

er janj ian in i , -  terrnasrt l :  narnLrn t idak terbatas- '

pada d' : l ' : l t rnen-d,al . :Ltmen yang wa. j ih d.an telah-- ' - ' - ' -

d iher i l , :an, :1eh p'ENefLI  t lepac{a E{LlFlnPIN sebaga. i -
' t

=,yarat  untq. l  .  nglgi  kr-r t i  F ' r r 'ses pernbel  ian r ian-*-
'D

ata.n Fengal , ihal  , .Fir- r tang, ad*1.rh gah dan benar.

------ .  - : ---  J. : ,  .F asa1 13 *--*-

i3.1 "  Fer, fanj ian in i , -dapat dial , ;h i r i  sesr la i  c lengan*--

ketentuan P6sa-1_. 13": .  d ihaw;th in i . - . - - -

EIUF:OFIN dapat -s-gqaktu-waF.: tr- t  menglakhi r  i****-*--
a

Per. jan; ian delgqn nengir i rn[ : :a.n F]emberi tahr-ran-*r

ter tu l  is  kepa{g. f iF. l {FELI : -*-*---  *-*-d--

ta]  j ika FEI{EEI=I dengan alasan apapun la la i - .*- '

1 
membayar pF+L!h, .Haqga Fernbel  ian gebaeaimana

I
|  ,Ja{u-al  Flemppyara1r, .  i reclral i  * tag daga.r---*.--

I  n*t fetujr- ta"r1-EUI{OPIN I  atarr

{b),  j i . l ' ;a,  FE{: IFELtr ,=! i {ak dapat rnemennhi,Batn* '*--

.t t]

atal t  lebi  h.r .persyiratan*persyaratan dan- ' - - -
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a t ar-t l.::ec.rA,3 i ba n-k*r*ra j i  L-'a n 1,4 i nnya-

L:erdasar l , :Hn Fer jan i  i ;n;  - - - - ' -

Apabi 1a F[- lH. l ]Pihl '  rnengtal ' :h i  r i  set : :*ra *epihal ' :* -*--

t ;ebelr-rrn ?anggal  'Fenandatanganan F*r jan j ian- ' - - -

Fengal i  ha. 'n Fi l iang t . t ] :*ssie J r  m,* l ' . :a FIUP;OFIH*----

I  i "

r ja larn ianql ' :a r^ra[ ' : t t - t  : :  1 ( :  d l - lapl l  1r- th s*t t - t )  hsi ' i - ' - - - -

f , :er.- ia terhi  t r- in$'  dar i  tanggal peingal ' :  h i  ran-- ' - ' - ' - - '

Fer - jan j  i  an al , ; ' t ' f1" ' '6pngernbal i  kan Uang Fembayaran-

y;ng tbtatr  d i .bayar l :a.n ' : t&erfr  FHF{FELI kepada.

i r="="

j '1  r j l

EUI;- [FItr l  tanna di  l ' ;en4f.aq br-rnEra pada rekeni ng---

banr,: F,E'.,FEL ,.'-,,-- /r#Y--
ApaL,i 1 a 

-""r^n{.#Y-ian; 
i an cl: i Eebabl':an r:,1 eh

/
[ ' ;e la la i ; .n

se,ba ga i  m

th l

n t r"t l': mF 1 ;t l.r: $a nfi l.:: a n [,: g t Fl n t t-t,:t rl

Lrr  dalarn Fasal  13";1 "  
(a) , '  dan-

a

IN t i rJal': ber l::€rr.J:{. j l ' .  bs.n utntlt l l* '-- '-

t /Ean Uang Fernhayaran ytnq telah-- ' - -*-

a.tar-r  uaj ib di l raya.r ' : le l l i  FHHFELJ l : :#tg.ada

dah aleFr l ; :aien+ i th isEt ' IFELI *etr t . j t - t  Usng------- '

'  + i . i  . .

Fernbayaran tbrEbbr-r t  men, iadi  mi I  i lc  FL,HtrFIhl"----
a

------  --- : :L pa.sal  14 ---*-

FEt ' lEtELI dengan ini '  n ienfetu. jui  r-rntr- l ! :  *ela.manya-*-***-*

rnernbebasl . ;an dan melebaskan FU|, : .DFfN se*ara penr:h d. : r i

set i ; .p da.n'  = 'ega ta bent,-r l , ;  t r - tnt l t tan yang mi-rngk i  n***---

dia j r - r l - . :an , :1eh FEHEELI terhadap FUF'trFIF. l ;

=el* :arang J*n yatg akan datang trerkai . tan dengan--
l

ker;a. j iben, t inggt- ing ;awab, . janj i - jan. j i  r  l ' :edeFsl ' :atanr

pengtqladaidn, 
- t r- intut*h 

t  pen. jarni  nan r l ' : :eberatan n -*----- '

pengar3uran, '  '  l ierutsal , ;an dan kerr- tgi  an cla l  arn bentr:k-r
={
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aFspt.rn,  
-vang 

berhr-rbungan dengan Pi l t tang atau

Brcr=sdLir  oen- i1-ralan. dan Flen. j1. l f r lan Fiutang bg1rdasark:*n

mana F i r - r tang dial  ihkan. ld i  j r - ta1 ; r tar- t  per ist  iurar * i -*--*-

l ' ;e - jadian atalr  ke,1a1a- ian y-ar ig terh:ai  t  denpan Fir-r tpngt

kecr-ra.1i  ssbanai  41.. : i ,bat  d*r i  pelangg*ran FUI{OFII ' {  atas

l . :etentr- tan F er. jan. j  i raf i  i .  i  n i  "  - ' - - -

---=---t .Faga 1 15

B I AYA;,$AN FENTSELUAF:AN

5et iap dan gelnruh bi .ay. t  yang t  l ' . rnbr-r l .  sebagai  a.k i  bat-

dar i  penandatanqanan;.--dan pelal . :sanaan Per. i f in i ian " in i ,

dan at* . r - r  set iap Fer. . janj ia.n ys.nq \ . r4.- i iL l  d j .b l tat  t1; tn-----

di  tancl ; r taneani

ant ,  b ia.y; t ,  terms.sul ' :  b iaYa*

Cwsj 5ya, la innya yang t i rnbr- . t l  darx--*- ' - - -*-

F' la I  i  ha.n atal t  Fen. jua 1an Fi r- t ta.nqt ,  peimbebanan r **

penyernpt-rrnaan, be1 ik narna D':1" ' : t - tmen Jaminan atal i -n**--

t ransal ' :s i .  la innya yang ter l , ;a i t ,  ua. j ih l  c l  i tanggrrr lg----
d

senennhnva cian dibayar *1eh FEHf*ELI,  l : :er :Lta1i  5F' :ara*

teqras dinyatakan geba' l  iknya dalarn Fer.3*tn.5ian j .n i  .  -**

--*----" : .=. .Pasal tA -*-*-

-- ,-  FET{EERITAHUAN **:_-*****-

16. 1,  Set iap peraher i .**hr-rano perrnintaanr tuntutan dan

lain- la in,  yang:,ber l ' :a i tan dengan Fer. janj ia.n in i .

harus di t r r - rat ,secara ter t r - r l is  dan harus di i , :  i r in

ke alanat dibar.rah in i  deng"rn s l t rat  tercatatr-- '

atalr  l ' . :ur i r  atal t  d ik i r im gecar* langsung dengan

rnendapat , tand4'  *er ina,  atau meLalr-r i  fakgirni l i -

sebagaimana digeblr t l ' . :an daLam Larnpi  ran' , r : .  - - - ' - - -

Pernber i  tahuart ,-d, ianggap telah cl i  ter i*r , ' .  o leh-*- ' - '

p ihak yang di tu;r-r  dalern 3 { t ipa) har i .  ker ja--*

l ra.=.

dP"c"*- -,r,

K$Hryni i*n 
ini vaitn** '---
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E-rglelah tanggal  FFngir inan - j ika Fenbsr i tahl tan-

rJ isarnnai l ' . :an melal ' r - t i  kr-rr i r  r j * rn i  t .satut)  har i - - -

l , :€r  - ie setel  ah' . foengi  r ' i rnan j  i  ka pernher i  tAhr- tan----

rJ isainnai l ' . :an mel 'a l l t i -  fa l ' :  = imi 1i  dan h:r 'nf  i r rnas; i - - -

lapc,ran pengir i rn*n te lah di ter i rna' :1eh----

Pengir im'-- : -* i : - -

Set iap per l tba,ha,n ; r lamat *aLs.h : ia. tu pihak-*- '*-- '

sebagairnana di-r inci  d iatas r*a. ; i ib diber i tahr-r l " :an

l :eFa.,Ja pi  hsl ' :  la i  nnya '  denq;tn mg: l t .1cl t l1. tnal : :ao a l  arnat

j'

l , -
l r  

t i , . r  "

g

17.3

sebaoa nf,;- {i.tetat:}::en d* l am Pas.:t I 1'6 ' I
. *s,F

di Ferubahan alarnat tsv' t ;ebt- t t  a[ : :an-- ' -- '

t . t r - r j r - rh]  hsr" i ,  ker ia EFtelah-----*--1-

br i  tahr- tan, :g i€-rrara nyata d j .  tery ' ima atat- t

iJ ianr iqan . .d i ' ter ' . i rn* r , leh nihak y;ng di  t t - t . j t - t - -

gebaqairna.na diatur dalam F; iga.L 16.:  '  d i&t*s;  "  
*-

17;1 .  T=i  Fer- ian; ianl t i 'dsF:" ,daFat dir-rbah1 kecual  i * - - -

I  d i=etr-r ; t t i  Sefar;r  ter*r , r l is  ' :1eh F;rra Pihst l
I

1.7.7.- Fare Fihak -sepekat- 'bahr;a selur l th infnrrnasi  d*n

ketent l ran yang- tdrd*pat da1; ' t t l t  Ferr .3anj ian in i - - '

rnerurpakan inf  t t  rnagi  rahasia dan l3 l I l " lFELI t  i  dsk*

dapat rnamberikannya l ' . :epada Fi f ra l ' :  l iet iga - ' - ' - ' - - -

1ai  nnya gebel&m Tanggal Fs:nanrJstanganan *--* .  -

Ce=sie,  kei :ual  i  d iset l t j t - t i .  * l .e l i  BL,F:f iFIN

Dalarn hal  terdaFrat l ' :etentuan clalam Per- ian.3ian-

in i  rnen. iadi '  t " tdat l  ber lakue bat" . rL,  t idai l  sah- ' -*

atal t  t idal" : 'da?at di  laksanakan disebahkan o' :1eh-

gr-ratu peratUren perundang--r- tndanf lan ma[ ' :*-------

ket idakber la l r i ren,  batal ,  t idal . :  sah atau t ic la l" ' : -

dq
{4
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--
f r^o^t  d i  1aF.:sanei l tannya 1. . :etentr-ran tersebut t i  dsl :

nengaF.: ibat t :an be| ta lnya Fer3an; ian in i ,  l . :ecual  i

l , ;e ' tentr-ran yang Lierqangl: :Lrtan

F'*ra Fihal , :  menyet l r . i r - r i  dan rnengih:a 'h l , :an cJi  r i - ' - - . -

serta wa _j iLr  untr- tk rnemblrat  dan rnen*ndatanqani- . -

l :etentnan yang i ,baru untr-rk mengql*.nt  i  k .1n*-. - - - - -  
,

l . ;etentnan'  yanq '  te1a.h t  i  dal ' :  Lreir '1* l ' :L l  tersebr-r t  ,  - -

densan slrat l t  atau lebih l : :stentLran yanq sah dan

ber l  al . : r-r  gFgt-rai"  dengan l ' :etentuan pe+ratutran*-.- . - . - .

p*- ' r t tnd*f ig:Lrndeni ian y$ng ber 1a! ' . : r-r  di  I  nd,:npqi e -  -

Para. Fi  hEl," '  'dengah i  n:1. menyetr-r . j l r  j .  nntr-rk-

rn€ngessrnningF.:anY'Fasa1 1' . t66 t i i  tab Und*ng-Undang

Hlt l : :urn Perdate r -: i i ! ;---*

Fer - ianl ian ,nendl l* :et  d*n di  1a. t :sanal ' :sn demi*---*

l::ELrn tLr n ga. n ser tH' men q i l ': ;r t rJ,:rn rJapa t rJ L gnna.l.':a.n.-

L.,+i

I1- ,J,

I  7 -€. .

17.7,

pef iql6tant i  at .eu pi  hak-

a$1nq--fnasl  ng-.* . -

N dan atalr  FEl"tEtEL-I  "*-----

Fara Fihak sbtr l l i t  bahwa Fer jan. ; ian in i  tetap*-.

hidtrp dan se,:afa 'sah mengi l , . :at  Fara Fihak tanpa

terpenearr-rh r ' leh te lah ter. ;adi  nya pengal  i  han-*.

hsl ' :  f . :eperni  I  ikan-eteE Pi t r tang clar i  EILJI{UFIN-****

h:epada PEI ' |BELJ -- ! ; -- : : : -e*-*

Dalam si tnasi  d i ihana terdatrat  l . :etent l ran ,atan--

bagr ian dar i  l . ;etHhtr-ran Fer jan. j iaf i  terhukt i* . - ' - - - . - r

t idak ber laktr ,  batal ,  t idal . :  sah star-r  t idat : - - - -

dapat di ' la l : :sanal+an, di .  sepanjanq hal . -ha1-.-*-*

tersetrut  t  i  dak'  f rernpengtar l rh i  ,  rnenghaplrskan atar-r
' i "

membnat ketentr-rhh-1.:etentr-ran lai  nnya A*i**----- .

Fer;anSian'  meri . j3di  t idal . . :  ber la l , . : r - t ,  rnaka--**

' : '1eh trara Fihak"te
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17"8"

l ' :etent l ran- l : :etentnan 1a i  nnya'bersgt l : r - r t  tetao*----

L:er L aL:Lr Eshagai  rnana mest i  nya

Fer janj ian in i  rnenggant i l ' :an E€?rnr-r ;*  l , :Fsepfr l ratan-

l . :esenal ' .atan atal t  jdn- i i - jan- i i  her[ , :a i tan denq;tn-

l ra l" . : -hsl ' , :  atalr  ket*ral iban-kswa. j ihan Fare Fih;r t ' :  j - -

j r - r rn lah* 
- i r - tmlah a. ta. l r  angl : :a--an{Jks yang telah------

diLrr-rat  at ; r t - t  d iseoal . :  at i  ' :1el- t  Pav'4.  Fihak Lrai l - l - - -

sgrara ter t l rL is ,atar-r  l  isan berh: ; r  i  t ; rn denosn--- : -

Pir-r tanq sebel l r rn per iandat;rngi : in Fer.3*.n1ian i .  n i .  ,  -

--*------:-- HUt{:Ut'{ VANG BEBLAI{:U

18"1" Fer._;an; i

ser t ' ;g/aL: i  hat  yang di .  t  j .mhr-rLi ' :a.nnya,

t l rndlrk F.:eFada hr-rk:Lrrn ne! l .*ra F:eplrbl  i l '

r , jan._j ian in i  d ihuat dalam h*h*s.*  Indc'nesj ,a."-

i )a1am hal  penter. je i*ahcrn Per._ja.n. j i .a.n j .n i  l te

dalam bahas*.  f  * l .n AXn . j i t ra t*rdapat perber laary-

penafsiran antar*,  ; ;**  Ind' : ,ns: ; ia c lan bahca$€t-

l  ai  n dar i  .hasi ,1 'u,  FFnter jernahan tsrseblr t  ,  mal: :a*--

yeng ber lakr-r  adalah bahasa Ind' tnesia,*----*

-- :------- . '  Faga i  19

-_- FENYELFSAIAN FEF:SELISIHAN

1t,1- Fara Fiha.k meriye, t l l jLt i  bahqsa _i ika te i r ;adi

senql , :eta y€ng- berhnblrng'-*n dengan Fer;an.; ian----

i  n i  ,  terrnasr-rk. 'narnun t  i  dak tc l rb.stas pada ha 1*--

hal y*ng berf , ;ai t 'an dengan |" . :eberada&ffr-----

ke.ber laklran'"  ;  pel*ksaneen hak a. tan kewa j  i  ban---

dar i ,  Fara.  Fih* l+si ' . .Fara Pihaf, :  ; t l - : : .an rnenyelesai--- '

kennya- rnelalui-  F. 'engadi  len l r leger i  Jakarta-*--*--

f>ft"na 
f s i r*n rJan pe I aksan.aa.n------
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l , , - -
t ' -

-t'---<-|  5e i  a ta.n "  -*-- :--* i ---**--*
I

: "  Fara Fihal ' :  setu. j t - t  l tntul , . :  nrsrni  l  ih getara Ll tnt . l rnr- ' *

I

I  perrnanen, dc ' rn!51i  ht- t l , : r : rn yang n, :n*sksklusi  f  *---
I
I
I  . .
I  d i  l , : .ant , : ' r  Fani  t ,era F'engadi  1an Neg*r ' i  Jal ' . :ar ta**
l .  A
l "c^r  \+a
l i 'JEJ6L6rt

q '

11

ra nenghadap saya, N,: tar is,  l , :en*1 "--**- ' ***-*-*-a---Fa

____!___CIE1"tIF:IANLAH Al i .TA INIv'- ' l * l '1: ' . ' ' * '

*Dibr-rat  seb;gai  minuta dan di  langsr-rngl : :* .n di  Jakart . ; r ,

pada har i ,  ta.nqqal  datn prtkt- t1 tergebt- t t  r1alar.rn ke,paLa--

akt*  in i  dengan dihadir i  ' : leh:---*-* '*

1,  fJ ' :n.3.  AI" I IGIAH, lahir  d i .  Ja. l , :ar tar  pad* tanggal--*--

6 t .enarn. t  SpFteinber lg8{: i  {ser ibu sernbi  lanrat l ls*---

delapanpr- t lnhJ,  [^ larqa l 'Jegar"r  Incl , : ,nt 's , iar  pesclwai- ' - ' - '

l=

' r . :ant ' : r  i {c ' tar  ig

i l -at i f  Iu RLr l : :Lrn Tetangga--

rga Ot: l : ,  ' r . ;e l r - r rahsn 5ul : :ablrrni  L l tara,  - -

ie, :arnatan l : : .eb,: 'n -Terl t l ' : ,  Peinega.nq l , : .artr- t  Tanda--"

FE'ndr-.rdul:: n,:,rn{'r {J'J. 5:;:$5 " 46il38tl " 551';: S *--.---*

Nrtr t - lB AL,LIA RAFl l" ' lAH, lahi  r  'J i  Jal . :ar ta,  pada tangqal

alfet  t  i .  nggnl  d i  Jakarta*----

- f '

' : -4 t  d l rarrr-r i r - rh enipat )  Septernbsr 15S1 { .sev' ib l t -***---

rrgf t t - r i  lanratrrs c le lapanpr.r luh satnl  o f - larga Negar* ' - - ' - '

Ind' : 'nesia,  pegaL;ai  l ' ;ant , : r  N,: tar isr  bertenpat*- ' -**

t ingga. l  d i  Ja. l ' ;ar ta Barat ,  -Talar i  n n Da1am, Rt,kr , r , ' -

Tetangga *1t: i ,  F. : t - tkutn i {arga { i t -r5r Fielr-rrahan Slt l : :abl trni

5e1atan, l : .ecarnatan l iehcin Jerul ' : ,  Femegang l : : .*r tu** ' -

Tanda Fendr-rdt-rk n.: ' {nr3r O.3"54Lr8, 64{ i '381,S5;J7 t-*--***-

1", :edl tanya yang saya, N1: ' tar is [ : rEr]a1r sehagai  gal , . :g i ' -

saks i  ,  - - - - - -
I

-Segera setelah al , ; ta i  n i  saya, N' : tar  is  hacakan-
,

ke'pada para nenghadap dan saksi*aal . . :s i r  rnaka akta*-*-
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i  n i  r i i  ianr js- te,ngani  n leh Fara penghaclapo s.*kEi* : :a i : :5 i

dan E€rr ,a* i . lc , tar ig" - : : - - : - - -

-Di  1 a nas{-rnsl . :an deng*n Oy{-,W.. . t  t**  p*rr thahan yai .  t r - t -

h:arene t iqa ta inhshan r ' : ! rgtan d;rn erntrat*--**

Lre 1ag , : ' : r retan den

- i t l  inr-r ta ai" :  t ;

n i  L 
-  

. -  i  t .  
-

d i  tandatanq,:ni  **t t - t1. . : t - tpnyf i  "---

i  nan

N': . tar ig di  Jakav"ha"

!-Jla.H { iffi .J

sal

I  i l iF l l lF I  t l l  I

{&
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LAMPIRAN 1

6.,y L
dl

K

N{

Pokok Tertunggak Ditawarkan

PIUTAN 31,439,299,7 44,77
' I i . i

6,838,050,000,00

,T
. , , i : i
"l:,

: ; ;
rrrf*
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Lamoiran 2

KETERANGAN TENTANG BUKOPIN DAN PEMBELI
, ) ,  .

\ -  " . . .
&."- .

,11
PT BANK BUKOPIN
Urusan Restruktur isasi  & Penyelesaian Kredi t
J l  Palatehan I  No, 40 Blok M
Jakarta Selatan 12160
Tel p,02 1 -27 02580, 7 27 98857
Fax. 021 -72798853
u.p,  El lyanoura Mopi l ie
Rekening : Bank Bukopin Cabang Utarfla Jakarta

No.19.6080.1012 -  * ' '  I  P '  'u-  '

tun, Tit ipan ADM.Kredit  t- '*  
*n..

'  
*  

t '  

" .  

q

lt; 
rt'". 

.t ta t ' 
t

2. PEMBELI : EFRI JHOryL"Y_'ffe+ Nyo;,si{Elr
Komplek Ruko Atriu.mfloK B No, 1
Senen Jakarta Plrsat "
Telp.  [021]3po]7B3tB4
Fax. [021]9,183710
u.p.  Efr i  Jhonly ,
Rekening :  BCA KCP Modern Land

No.6580193577
a/n. Efr i  Jhonly

4R ) '
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LAMPIMN 3
PJBP/CESSIE ANTAM BANK ASAL DAN BPPN

BANK ASAL PJBPP'ADDENDUM

SP-155/BPP
Bank Arya Panduarta

sP-135/BPPN/0401

Bank Bira

Bank Budi Internasional

Bank Dana Asia

Bank Hastin Internasional

SP-88/BPPN/O6OO
sP-143/BPPN/0401
SP-169/8PP

Bank Kharisma

Bank Mashill Utama
sP-127/BPPN/0401

641t2001
nk Namura Internusa

sP-130/BPPN/0401
sP-174/BPPN/0600
sP-174/BPPN/0600
SP.74lBPPN/O6OO

SP-71/BPPN/O6OO
SP-15ZBPPN/0401

Bank Tata Intemasional

3672000 ,:
sP-151/BPPN/0401

a'

*

..
r  ! t { : l i

\],L"
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PJBP/CESSIE ANTAM BPPN DAN BUKOPIN
LAMPIRAN 4

'3 
l:l fi Fl

' i

1V;1.- . -

ln - -

_l l -  r  t \ -

,h,t

. r i

taa

en

t..'

UKM 1 14-Mav-03 311t2003 NANNy snrwnnDHAtntriUKM 1 t- trbbtt 58 14-Mav-03 NANNY sRI waRarfr r,r r ii,r
UKM 2 PJBP 14-Mav-03 312t2003 IANNY SRJ,Y' ANt.3;UKM 2 trDDItr 14-Mav-03 NANt$tsBl WUKM 5 PJBP 14-Mav-03 3't3/2003 MI Nt MANTSH

DHANI SH
n UKM 5 utrDDttr 60 14-Mav-03 !l'{tr|ryBRIA,Iffi

-f .# .t; - -s,

jan ' - - ' -

r.*. *..!.*-*
i
j

r----;-
I
I
FaLr -'-.- '
I
t*__ __ _
I
I
h va.nn'-
, '
I
i .  hkan-*
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hly. SJARMSINI S. CIIAFI-DRA, SH.
"":]

NOTARIS
:'

SK. Menkeh. No. C-40.HT;03.02-Th. 1998
Tgl.  05 Maret 1998

.,

Jl .  Set iabudi  Barat  No. 2
Jakarta Selaihn

Telp. (021) 5254872 : 5223662
Fax. (021) 5279951

lL K'Tt' A

3O leusirrl &o5.

-$3' t I$AIt , ,

1 gnnsal,.K suS0PIs I sbkr di Jr&artr.

II. llhna ffi[ JHCSLT.

\/ "*,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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FEFi-TtqNJIAN FEI ' l '3 'qLlHAH FIUTAhJE t :*ESSIEI

N,:rnc 'y ' :  L4:1 "*

-Fada har i  rn i  "  F.abno tanr: t r ,a1 3{t  r . ' 'c igspr-r1r-rh}

Aqrlrs tr-rs :.-tlti€ t cilra r i bl1 enam ) " --.--*-

-F,-r l , : r - r '1 15"{ : i t l  t  sernbi lanb'r*1as: hlal : t r - r  Ind, :nesis Fasian-

Etarat **.-'.*.--t--

*Ferhada.r:* .n dE:nsa.n saya" f . ly ' : ,nya. SJAFII '1EINI SOFJAhf

r: :HANtrFiA, $ar.- ja.n,r  Hr-r '*r-rrn,  f r l* tar i*  di  . fa. l :nrtao dengan:--

di  i radi  r  i  *1eh sakgi*ga.[ , :s i  yang nar 'n;-- .nEyngnya al" :an.- .- . -- .

rJ i  =ehl i t l . , : " r .n par la al :h j  r  a l" . : ta i  n i  *  * ' ***

I  "  1"-hl ,vr 'n_y-a ELLYANfiUf i :A l ' {nFILIE, S*.r , jana El : , :n, : rn i ,

l  ahi  r  r l i  l - t jBntt  'Fandang " pad€{ tanggaL . fE r .  dr_rna*--*

*r-r1r-rh ,Je1$psn: f ' la i ret  1g6 I  r .sgty ' i f i t - r  s ienbi  Ia.nra. t l rs- .

ancgra i l?.  F.: t t l+rrn l . larna *9, F.*r1i-rrahan E,: ' j , t ,nq -*

Ra,*r.a t-ltrnbrrru l':.er:arnatan Rau'a Llrmbr_t, Fetmelganq l.iartLr

Tanda Pendr-r rjr-rl-.: 11c'fi ':,r lrl ,55i,9 " f,S{i3g1 " {JrJr:}l . r_rntuk--

gerne n i a r a -ila.|": tr-r,' bs ra rja d i. J;.r|".:a r t* ;
r

f  

' ; : " -NVr 'nVa l^ l I t { I l . ' ;  SUI{AF:NI, ,  Sar. jana l { l rkurn,  1*hir  d i - . . -

| .  5 ' - - ,  1 ' : ,  pada tanggat :15 { .dr-rapur l r - r l i  l i rnai  September-

1EE 1 t  =er i  t ru =ermbi lanratus enarnf l l . r l  r -rh s,atn.]  ,

l^ larqa Negara Indcrnesia,  lu l ; rnager Ur.r_rsan

F.:estr l rktr- t r isasi , ' ,  dan Fenye1esaian l l recJi .  t  FT "E{ANl" i -

Bt- , t { .OFIN, TbF;,  ber-tempat t ingg;t1 dt i . ic, ta '  Bel.rasi  r t -

Jalan Jat i  Agr-rngl" , I -  81, :1. ;  4,3,  n*rn,rr  18u Elr l - . :nn ---

Tetangga f : j t : ! l  ,  Fluknn l" larga, {r16 r  l . ' : .e lurahan -**---*
:'.:

Jat ik: 'arnat,  l : .e ' :a inatan,Tat i  iQsih!  pef i {*Etang' l . , iar t r - r -
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-/t'1T 
"ndu 

Fendrtcf i - t l , :  n*rn,:rr  i . r1 "  55i : f ,  "  f i5 i l t l f rL "  l . { l*1 r--- ' - ----

r - rnrr- : .1:  '=einisntar;1.  r*ral :  iLt  her;r .d: t  rJ i .  J*t l ' :ar ta l ' - - - - - - - - -e

-nrsni-1 yr-r t  l - : : i=tera.ngannya. dala.rn f i ' : i l .  j . r i j .  r r rs-aj .ng-ma: i ing

hsrt  j .ndak r la iarn . i * . t iatanya tel ' i ' ' * r :h l t 'L, : i iat ; ts dan ---*- '

belrd; t .sar l :an 5r- t r ; r . t  l , : . t - t ; rsa : l /s .ng di .L: l rat  d i l :auah *annar i

tanqqa.1 :. ' : l  t.,Ji-tapli lt-th dr-t*r.] A':!t-tsitr-tEi ;: i : i i l6 {duai"ihi 't -- '

ena-rni ,  r r r : , rTl , - r r  ;  SF;.1-1"457/DIFl . /VI  I  L/ ; lOtJ6 :  Y*nS *sl  iny-a*

berrnetere. i  , :L l l . : lLtF di  1ef , :* t [ ' :an pacla mi r i r - t t ; t  a] t ta

tannc.El  har i  i r  14i .J,  c l i 'nr-rat  d: i  hadapan -*-*

ian =;sf 1al. ' :t-t l .:Lta.stt r-lari. Dswa.n

n ci1*h'  k*ren.a i  t r - r  brert  i  ndak l tnt l t l ' . : ' -

h Fer: ;er, :an Tsrbat;rs i  FT' BANI' : :  H-tH:ClF{hlr-

sna.t l r  Fad,an HLI! : :L l r r  yanF d j .  r l  j .  r  iF;an

t dan L:erdagarr f ' :a.n Undang--Llndang ya.ng ber i . ; r ' l ' ; t - t

i r !eaai 'a Flenr-rb1 i  k - '1nd' :nesia *  b*r l t :erJLt tJLt [ : :sn di

Jal . :ar ta,  dan ber l* :ant ' : r  p l tsat  d i .  .Jal .an Hary ' :n ' :  HT ' -

l . : .avel  i  ng nr ' rnnr 5i l -Et  ,  Jakarta L:777t3 r  YanQ Anqg*ran

Dasa r nya be r i l ':t-{ t pern ba han-pe rlttia.lra nnya te r tr-t,:v:'tq-*

rJ i  dal  arn:  r" i - - - - - - -*--- ' -**

Eeri ta N*gta.ra Flepr-rbl  i l ' ;  Ind, :ne=i .ar ,  ter tanggaL iO-
if:i

t  sepr-r1lrh.r  Aglt=tr- ts-,  t r '3 '33 t  ser i  hl i  sernbi.  laniatr-rs -**

ii
sembi. ianpr-rLr-rh t iga'} ,  nfr in*r  64,  TanrbahansNom,:r

i!''

I
t*
I
I

3833 i ----*-----r1--- ---+--*
.11'

Fer i  ta l . Iegara Eepiubl  i l ' ;  Indr:nesia,  ter tangga.L Sl-
3r

t t igapr-r l l th satulr-segember L,994 t  ser ibr-r  €ernbi  lan-

-r:
ratus sernb i l anpl-rluh empat ) , n'lmr-'l ' 1t-r4' r tarnbafr.an

r  : t ' r .

Nc,rnnr 1106 1 ; --i jai.- *- '-*i-*-

Eeri ta Negara Republ ik f  nd*nesia,  ter tanggtaL LS*
i"a'r] ;l

, , .  l I

t t igabelag),Degr i i t *ber 1999 {ger ibu serrnbi  ianrat l ts
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I
I

'ber ianuf l f i l  13.

*;* t t-t ) , n{'tTf r:r r

Eter i  ta I 'Jer:ara Eepr-rhl  i l . . :  Ind*ne=i .s "

t. t i g*h* 1a= i Fehrr-r,ar i i:t-rt-i 1 t. dlra r i br_r

13, Tar ib,rhan Narn,:r  59 i

Al. : t ; r  Ferny*taan t ' .enr-r t l tsan Rapa.h,  ter t*ngga1 ; j '3 -

t .dr-raFnlr_th ser* 'b i  lani  l '1ei  ; t { r* ; i  r .dr_rsr ibu dua},

nt : , r r r r : ' r  4.3,  d ibuat dihadap*.n n_y{ 'nya i - I t lBrtSARI *---

FAi: :HFjnEl{ ,  5.ar. jana ,Hul ' . : r -rm, l {* t , rr  i1; ;  di  . f  akarta, r jan

teleh di  1aF' : , r l :En' :  l :e.  f lep;rr tsrnt--n l . ' : :ehal{ im,en Da.n Ha} l

As*gi  l '1.*nr-r*s ia Bepr-rbl  i l ' :  Ind, :nesia br*r 'dasarh:an ---
:

f }enFr i r l raan.1apr ' r .1nta.rrgga'113t. t i t ta.be1as)Jr-rni

:ft:i{-i: t. dr-rar i hu dr-ra } " frl,t,fiir:rr .--.*--.:.--*

t::- 1*5;j4 HT " i:;1 " f-r4., TH . f*lrll :

Ber i  t*  t r lenar Ind' :nesia u i*r"Langgal  :4*

, Jur n i. :1tl*5 t tju.r r i but L i. rna 3 o

l:h-drTlr-!.t. arnbahan N,:m,: ,r  f iEE1" --- .-- . -

ta Negara. Repnhl  i l . :  lnclc,neei* ,  ter t , ,+.ngg,n1 : f iJ-

t  drrsFr-r i r - rh.)  Jr-rni  :Ot l6 t .d l rar ib l r  e lnsm.i  
"  

nr 'nr3r 4t"

Ta.rnbahan f.l,:rn,=r 6"33;

-  st-rs ' - tnan Deneoano,,gaharr i  ya,ng .ber.al" . :h i r  sebagairnana

ternyata dalarn akt;r  Fernyat;ran l , : .E:Fr-r tLlsan F:apat-.3.

ter tanqqal  : . : t : l  t .duarrnlr-rh) 
-Tr-r1i  

' ; : * t ]6 { .c juar ibu ---*

ene.tn. , ,  nrm':rr  lEo.ryangt rJ ibu.at  d ihaciapan Nc' tar is--

LINDASAF:I FAr:HFtOEl, f  ,  5ar jana Hnl, . : r-r in tergebut i  dan.-

te lah c l i  Iapc,r t lan ,kepacla Flenter i  FlLr l : :Lrm Ddn Hair :

Agasi  l ' lanusia F. :epubl  i l . . :  Ind, :nesia meLalr_r i  - - - - . - . - -

Di  rekt*rat  Jender.a.L Adminis; t ra: ; i .  f {Lr i : :L l rn Llrnnrn

Derartemen Hr-rkr-r in Den Hak Asagi  l ' lanlrs ia Repr-rbl i l t -

Ind, f ,nesie,  sebagaimana ternyata dar i  : iurrat

kepr-r tr-rsennya tertanggal 4 r .e,rnpat )  Agr-rstui  i : { rr l6.**
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,----'-
{rd,-r*r i i : r -r  en.*nni,  n, : , fn, :rr  [ : - ; j : :919 lJ 'T. rJ1". j , i t ,TH"' , . :* i . j f i ;

I

sLrELr nan anr:n ' : r ta Di  rs l :s i  dan l . .c,rais;*r ' i1;

Ferser, : ;n ] /ano teral* :h i  r '  *phaciairr i ,Ena'bernV*ts.

rJ*1arn al" . :  ta-al- . : t* '  Ferny*ta*n l , lenl i 'br-rs*n Flapat ? *

'banqgal ' ; :*  t  dlr-rplr l r -rh d*lapan) -Tr-rni  : : t1i l6 { . t j r r .** ' - -**

v ' ibr-r  en*rn),  nr : rocir  E€'  d*rn tangqal  '3 t  *s* inbi  1an j  - ' -

| -1ej . :1 i ] { jF, i , rJ l t*rr ib l tenam),n*nt f rg, | : :e* iJLt . , : lnyf .1

di br-rat di  hsdassn. i ;hlr , tar is nyt: 'nya l* I f \ t t l f l$AF.rI  - ' -*---a--

FJA[:HF:GE| '1 ,  5ar iF.n6 HLrl : :Ltrn,  ter=;ehlr t  rJan tel ; rh
sd 

"\t 
\

di ber ; tp'fig;ryldcla i*lentsr i }-k:l::rrrn Da.n Hat: Al;asi

TT

u-

Admi nistr*gi  l {uL:Lrrrr  Umr..rrn f ieFxrten*n

F*n Ha$,: Asae; jl l,lanr-rs i a Flalrrr-rh I. i l ': f ndnne* j.,-.r , .-

ebagairn*.n,E terny. : ta d.ar i  s l r r* t  l . : :s ; i r - l  'hLrsanny;t

tanq,fai  :F- tdr-r"r t r t r1r-rh * :nar l : t  . f l - i i . i  : : i l i l f ,  tduar ibr-r

enainJ,  n ' : ,mr: i '  l : -uFl  " t l l "*1,1r- ,*4 1 dan tanggal  16 - . - -

( .enamhelaEJ 
- I l rn i  3( j { t6 t .d i - r ; r r  j . t r l t  enarnJ 

"  
n*rn ' : ' r

t-l*Ut'f , {:!--j.- " it 1 " 1{ir144 ;. .-----'+---*----

- t .=a1an_jLi tnya diseblr t  sebagai  EUI:OFINi 

---- - - - - -*Tnan EFRI.  .JHCINLY.,  lahi  r  d i  Fel :a.nbaru,  : : - - -**-*-

nada tanglga 1 17r;r't tr-r-ir-rhbe 1as ) Apr i 1 1963 t E,etr i trr-r

genbi lanratlrs errhmpr-rlr-rh t i ga ) o l"larg*r hl$tg*r*. **-

Indr,nesia, ,  wir igwasta,  berternpat t innn3l ,  c l i
.

Tancerane, l {obdbstsdern Elc,k EE-3,/ ' : ; j  n Rurknn o--.-*

Tetanqga 'Ol ,  Er*fejr '*  t {arga 14, l ' : .e l l r rahaf i . .Fr}F i .E;---*

Flatred' Indah;,  dnaanatan t l ip*nd*h, Fienl€glang -- . - -
. i : :

Fiartu T"anda- pe*iluUu* n*filr:]r
: . . . ,

3'2.73; O?, 1t-t10.,114rtEl? n nntnl': senentara wa[,:tr-r

berada ,di  Jakarnba,;  ------

-menlrrnt keterra{-rgannya da. lanr hal in i  bert indah: :
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I
I

-/
4,  Lrnt , - r f . :  d i r i  .sendir i : - -*-

I r

I  n.  herdasar! : raf l  ,ELt l 'Ft  [ ' ;LtaEa tangg*1 ?F {rJr- tapr-r1r-rh
I
'  

I 
gernbi l an.t Aglrstr-ts 'Jtit16 i dr-tar-i bt-t enarn .t '

I
I  d i  Ur-rat  d i  t rar+ah tangan '  

berrnetera i  r l ! l : :L lp dan-
i

di leka. ikan pada minl t ta al ' : ta iancgal  har i

i  r .- !  .  *+1!l{r-F l4l lr  'J i  hust di hsds=*i j  =a-\ad !

f 'J , : tar ig s;e1;r l : :L l  l : : i r .a.g; t  
.dar 

j .  derr i  l : :$r13f i€nY;1 ' - ' - -*

r-rn ' t r - t ! : :  dan atas nar i i { t  ny, : tn! 'a ASI ' {E'TI  r  1*hir  d i -

5 j .a.n, : i , : ,  pada . t ; rnqtg; t1 n{ l  { . t  j .ga.F:r- lLr-r l r )  Agf l t* t r - i 's*

=tar, , .berterrnat t i  nggal  rJ i  Etut l ' : i  t  -*---

Tinggi ;  Salan Fsrwira nr: ' , t i t : ' i ' '  :J{" i r  Fj t - tkun

TetangEa'  , {"}1 r  r .F:Ll l : :Ltn l jarqa I  I  u l ' ' : -e1t- tv 'ahan - ' -*--

Felal :ang Ealc, l , :  I , l i :e ' :a,natan Ar- t r  El  : i - r l tgr- . '  T iqa-L'- '

E*1eh, FernEganq l ' ; .ar t r - t  Tanda Fendr- t  dt- tF ' :  I ' i r : t { f iLrr"-*

rJ3iJ3,7i l r1g5g. { : }453 i  - - - -*-

-  ( .=e1an- i i t tny* bersarna-sana'digehr-r t  s€bf igf" l  - . ' - -*

FEI,IE{ELI } " -------::--T--* ---"- ' i--*--

FLl l .nFIFt dan Fe,rnhel  i ' '  l tnt l t l ' :  selan; l t tny* se' :sra--

bers,s.m*-sa.rr la a. l . :a.n digElbut =ebagai Fara Fj .hal . :  c la.n- ' - ' - -

spraFa =enc, l i  r  i *=endi-r .  i  akan digehut sebaqai  F i  hal ' ;  '  
* -

Para. Pih;r .1, :  rna.ging-rna:; ing bert indal ' , :  c la.  le irn l ' :e ldl tdt-r l ' :a 'n--

ny-a *ebagairnana tersebr-r t  d i -  atas meneranqh:an
i

ter lebih de.huln hal-h*1 =ebaEtai  ber- j . l ' : r - t t  l **- ;**-*"

1 ,  Ferdassrkan Fer jani  i  an Jual  Etel  i  dan F e_r1ga-1 i  h.an**

Fiurte.ne antara.Fank, Asal  dengan BFFN clan [ : :et 'n l . td iar l

\ " ,
tr1'p"O.FWrnh i 1 snra tLts 1 i aiapir-r 1 r-rh *'--*'---

,w%rsaNesa

t
antara BFFN dengan E{Ul ' l t }FIN' FUI{OFIFJ nreni jadi*-*---

3
It

pr:mi f .  ih:  dar i  Fir-r tang {sebagairnana didef in is i l : :af i**
r#

di bawah in i ) . - - : - - - i *  
d;F--**---F

i
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/-/- I

f t .  Eiahsa EtUH:trFIhf berrh€l{ :FLrd l rntr .r l : :  rnen j l l *1 Fir-r tanp*.---
II I l .:e na da Fernbe 1 i , ----*

Fahr. . ra Fer_;an3ian .Jr- ta i  Ei*L i  Pir-r t . rngl  r :  s,sbageirnan,a--

rJ idef  in i=ikan di  bauah in i  i  te lah ,J ihr-rat  dan--_--

iJ i  tandatangani  r , leh dan antara Erul , : : { : IFIFJ dan--*-----

Fernhel i  " - -*--  - . - .** ; -**

Bahwa. berd*.s*r l : :an Fer '  3an j i .an Jr-u:rJ.  F*L i .  Fir- r t " : r rct ,  - -

FUt ' : :nFIru te lah setu; l r  LtntLl l , :  rnsnjLral  l . . - i r - t ta i rn [ , :ep. :c ja

Fembel i  da.n Pernhel  i  i ;e lah : ;etn. i r . r  l rntnl . , :  membrt1.  i . . - - -

Fintans dar i  FUI ' : ,EFIhl

5, Bahwa l ' : . , : ,ndi

ternenlrh j gEn deni ik ixn Fara F' ihal , ;  setr- . r  i r - i - -*

untuF'z/m
'p{hl :an Fjr-r t ;ng cJenc*n Fi+r.1an.; ian j .n j .  .*

ndatanganan PsrJnn. j ian i  n i  rJ i  lakr-r ! ' . :a.r , - . io-

meinennhi l . :stent l ran-.1,:etentuarr seLraqt* i  rnana----*

at l t r  d* l  arn Fagal  4 der i  FEr jan j  i  f rn Jr_ra1 Fel  i  - - -*

lz
I

B*ht la BUH8FIN darmPembel i  denoan ini  rna lt F.:atr*--

pengal ih*n- t

dan ketisn*ua

PEr jan j  iani  . i

Piutang dengan syar

bagairnana dia

I teci :a l  i  sepert i . .d isef fUt td i .  :bar*rah in i  ,  def  i

def  i  n i=i  yang dioergn+hakan. dalarn Fer j f in. j ie

rnErnpl lnyai pengert is.r i  iyang. gerna dengan yang

di  t rprgunakan daIarn, ,Fe,r . ;an; ian Jual  Eel  i  F i

l ' :ernal i  d i* t r - r r  la in_=.dalxm Fer;anj ian in i ,
t

1.1 Per;anj ien Jr :a l  
-Bel i  

Fir-r tang berart i  P

Jual  Bel i  Fir-r tan$mantera gUt. :nFIN dan.

n,l

yarat:"

. .
dalam:l

,.i.
*i.:i,

li ,-, i ----=

ter tenggal  har. i , -afrni  ? n ' rnror 14t} ,  d ibue

n;r ia
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GMPY ry:l'qr,*tri6frS'fu telah member j sqrta--*:---*
np-,  -"-  f f iTs.ng f ,€r l  $uF..r-rF ' l lu. ' - - - - - ' - ' -

-d ihadanan stya" N' : tar is dan per l tLrah*n - ;**--**--

nerr_rbah*nnya l : :enLld i  sn ;

1 ';, Fir-r ta.ng berart i  gelr- t r l th hal ' :  tagi .h-  rn.anf aat.  rJan'-

l :enent i  nq. :n i* i  nny.r  yang di .mi 1: i  L i  , : '1t*h BUI ' ; : t lPiH--

berda=.ar l : :an €l tEt t - t  Fer ; ; rn j  i  an i ' : . redi  t  { : lan f } , : ' } : :Ltrnen-

Jaininan, .v:ai tLr  Al ;et  t i . rerJ i t  El . . : : ;  FFAI. ;  I I I  EFF'N dan

ata= , f t - i rn1a.h Ht- t tang Fc' [ , : r : i l . ' :  Tert l tng]g; . i l :  f ) j . faurar i : : ,31- l - -

sehagairnans tersehr- t t  d,* larn L-srnniran I  Fer ' . - i . rn j i *n

in i . : - - - -

' : , l -  EtI-JF;OPIN dengan i , l i  rnerrEgasl. :an 'Lei ;r .h mr+n. juai .  "  cJa.r i

mencai  ih l ' . :an Fir-r tanf i  l ' :epar j . r  Fenrbel  i  d;rrr  FernLipl  i - -

' f  , ' i '  Sehr-rbr-rngan denqlan . jua1 LrEL i .  c letn Fienqa. i  i .ha.n*-"- ' - - -

F i r i t *ng =eb*gtairnana dirnaksi-rd Faual  i : ,1 di  ata*u* '

F*mhei i  dengan in i  nrengal i t - r  j .  da.n me.:neg;r$ka.n te i la. l ' t

nElal , :Lr l : :dn p,=rnbxyarar i  f :epaUa FUH.{- IFI f ' l  dan ELI} i l lFI f { -

, lenganininrengakl t id;rnf i*negagL:ant*r1ah"

nrenei- i rna dar i  Femhel i ,  =et iap c lan | ie l t - t ruh*--

t rernhayar:n ,atag ;r- rat  bel . i .  rJ*.r i  F ieng*.r l j .  l ran Fir- t tar t ,g

de 1an bent i - r | . . :  t r ,n* L

3 Fara Fiha.k dengan in i  mengal ' : r - r  j .  da.n rnEnegasl : :Ef t r*-

bahwa dia,*rnninq bul" ; t i *br-r l ' . : t i  yang la ino

Per jan j ia.n in i  . jLtga her la l , :u s*bagai  | :ur t ' : t1--* ' -3*---
. :  , ' i

nernhava ran t .  i ' . : r - r  i  tans i  . l  yang sah atas ; : remba.-v*aran--
' ' . . , .1

ha.rqa, . - i r - ra1 bel i  dan perngal ihan Fir- t tang

------FASAL. 3

Fennal iha.n Piuta.ngt * leh FLJI{ f lFIN l , ;epada Fe*rnl :e l i  in i - -

mlr la i  ber la l : : r - t  pada tanggal  Fef .3an. j ian in i  " - - - -

e

i

i

t

t
6.
h,

F
H
B'tr
&.
E
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Terhr t r - r  ng =.e - ls l ' . :  brr  la l . - : i - rnv*.  r ieni l€ I  i  h*n F i r - r tang*

=.5i t iac* i r r r* .na di inal ' . :s ' r - rd dalarr i  Pas*1 3 Per j ; tn j ian in i '  " ' - -
' t '

set ian dan : ;s l r - t r t - th Pir-r tang nen- jarJ i  rn i l i l ' ;  i janrhf l ' : - - : -

d. : r i  Fembel i  dan sFgala s,es|- iatLt  : /an$ L:erhr- tbunf l f , t r " - - ' - -

dengl ; tn F i r - r tang nien, jadi  r  i  s i  i r r ,  Feinbl* l  i  *  t rarmal i l t l ' : -*---- -

gecaLa i :sr- tntr-rncan dan l :erutgian ya.f l ! l  Er. l ' : : ; ' .n t  imLruL------ ' -

=.ehr-rhl tn!an denaan Fir-r tang t t i r**ht . t 'b

- - -*--FAsAL =, -- - - -*

1 613 l . ' . i . 'bah l -Jndann---

: , '
r -rndanrf  Hr-r l . : r - t r l  Ferdata jl dan./;.rt;ar-t F*nrbp 1 i --:-------

denclan i  n i  L 'erha inht*r j. f,"1fi;1lr:tri f lgr i ha 1'-------

; "g54m =ff i  r^ng pemberi tahr ian i .n i  ct iv ia i iLrhan,: ,1+:! l - tw-t

hdang yanF be,r  1a[ ' . : r - t  "

E,enq.ai  i  han

di  n iana

Fer : ian- j ian in i 'L l tndl t l ' ' :  l ' ;ssada
'  . ' :

gebat:airnana. te lah diatr-rr  da.n
i : :

Fihal . :  dalarn Fer- janj ian .J l t*1

##{ 
Fir-rtans r,:Eir}a,r* pi. har.: r,:Err i q;,-

t j -y; ,  i i ' l t ' i  n i t  t*qih atas Fiut ,nns-

merr-rpa. l :an =atr- t  kegat l ta.n yang i .ntegr ' ; r l .  darr  f ten' jadj ' -**

. i .

b*gian yang t idat ' :  terpisahl ' ' :an dar i  Per. j 'nrr j ian Jr-r ' r1*--

Fer lan; ian in i  d ibuei t  berda=arka.n hnkr*trr i  F lepuhL j . l ' : - - - - '

Deng;.n t  i  da, l ' ;  rnernbat*si  penera.pa.n

nerat l r rsn*perat l l ran yang ber 1al" : t - t  t
'  r ; -

Fer. lan l  ian i  ni  setu;r-r  LlntLl l : :  msm j-  i .

l " :s tent l ta n-- l r :e t  ent L{e n**--

rJi .  aep; i l , : ; r t  i . , :1 eh F;rr ; ,1--- '*

Eel  i  F i r - r tang ssY' ta-- '

f11-1[:;r-rfll tJAn--*--

Far;r  Fi  hal ' ;  dal*n-*

i .  h ternpat t  i .  r rgga L* ' -

L:antf , i r  Fani  tera ' - - -yang tetap dan n' : 'n-eksl ' ' :1t- ts i . f  ,  pad.e
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f f i isJ-

Peng:di  lan I 'Jen*r i  J*karta 5e1atan" '*---

-Fara nenghadap sa-v-a I  N,: tar ie r  h:ena 1 "  
* ' - - ' - ' - -

--*flEi' l I l . i IANL'qH A},::TA If 'JI **----t-

- t r ih l rat  gebsf ia i  rn int- t ta c lan c l i langsr- tngF.:an di  
-Tal : :ar tat

oada har io tanggal  dan FILIL:Lr1 tersebl t 'b dalarn l ' :etpala-:- '

a l : ta i  n i  dengan di  hadi  r  i  c ,1eh x - ' - - ' **-*-
I

1 ,  .  i '1, ; . 'na Al- '1 iGIAH, 1ahi.  r '  d i .  Ja. l . , : ;1 vf ,4 u pa.d;+ t ; rngg.ai .

E, t  enl im' i  Sentemher 19Bt- i  t  ser ibr* t  e.einLr i  lanra'bl l5 ' -*--

dei .apa.npl t l l th J,  {" larga Neigara f  r td, :nr . : t* i i " i t  I  pegahrai- ' * -

l : .*nt ' : , r  l 'Jr ' tar i ,  ber ter ipEt t  : i  nggal di  Jah:arb,r-** '*- '

r r - . - - !  T- l  
- -Cl€l  I€{{ . -e 

- tc lLcl{ l

j . f  Io E:L.r l . : : i ln TetanGtcia- ' . .

, '  F: .e l l r rahsn Slrh:al : i l tn i i  Utara,  - -

Fh,:n Jerr-rl":, Feinecla.nrl l ' , :.; ir"bt-t Talnda-'- '- '---

[d ' : 'na AIJL I  A Rf lHHAFf, 1ah i  r  d i .  JaL:ar ta ,  pacla

tanqg.r l  ' :4 t -d l renulr-rh ernFrat :  $eptr ,*mher 1.381

t.=er i  bn sernbi  i .anratus derLap;rnpr-r luch s.at l r  )  1 i la.rqta*-

Negar 'a Indr 'nesiar t reqaurai  l " :antnr F. l* tar isr-***--- ' -

herterrpat t inggir l  d i  J;+l* :ar ta Bar;r t ,  JaLan D f?*- '**

Da I arn, Fir-{},:Lin Tetangga tltl tJ r F.:r-ikun l,Jar ga. {:tS5 t
t

i r .e l  r - r rahan 5r-r l : ; rb l tmi .5e1*tarr ,  l ie, :a.ntatern l r ' .ebnn'-*- ' * - '

-Terr- t ! . :  ,  Fenesang l . iar t r - r  Tanda Fendlrr j l t l . ;  n ' : rn ' : r ' -* '

Og -  5 ' { . t18.64 {}381 "  8537; -----**  d- . -d*;-

h:edlrany* ye.ng saya, i . l , : tar is kenaI,  sebagai  saksi*

g8lr :  g i  .  - - - - - -  - ' . -*{ i -€*

-EeFera setelah al- . :  ta in i  seya, Nr ' tar is bacakan'

l :epada para penghad;rp dan sa. l :g: ' . ** , : l :s i .  I  mal ' :a:  a l ' ; ta*.--*

i  n i  d i  t*nder- tangani  , :1eh p*ra penghadap r  saksi*gal ' :s i

da,n ssy;r ,  N' : tar is"

-Di  lannslrnsl" ;an dengan empat per l tbahar '  yf i  i t t - t '  karena---
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- i '1 inr-r  t*  aL:  r ;a : in i

- I l i -her i .  l ' :  an =.ehar:* . i -  t ; i *1

b i .  p;  ' : r : t rF 'Lan di*n ' : : . :n i : t { : :n i tg8nt j r ; tn ,  - . - . -

t e.l. a h ri i t *. nrJa'L a n u;:. n i. =*,: r-.i l': r-l r: nv.r

Z ,-  ?.- .  r .Lrr  i  r -  r

"  ' : . - l  HF: l* lh.  i .  l !
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LAMPIMN I
.n:::":R\

fr

Tanggal Penetapan : 29 Agustus 2006 ' '  . : i i  i ,

No Rek Asal BPPN Lot Asal Nama Debitur Bank Asal
.rumrrn ld?jng'poroi

TertuneSil<nfawarkani.){,J**,,,,
.."-',,:=:::: l,"il

i r \ rn i  t - ,1

8326400471{0 UKM 1 ]V. FERMICO ARYA l|100,q00.00i.t'"-1' ': !
2 832{40049740 UKM 1 NENENG ROMYAH ARYA 6,etb"00o.0or p,ltll ,

832$40040340 UKM 1 RD LASMANA ARYA 34,687,040.u0
4 825{046699{0 UKM 1 ARNOLD S PARULIAN ASPAC 2,125,365.00
5 8254037975-00 UKM 1 NASCAH ROHAYATI ASPAC 25,975,650.00 a

6 851{}019682-00 UKM 1 FREDDY CHANDM BPM 350,000.00
7 851{01 9691 -00 UKM 1 FREDDY CHANDRA BPM 188,450,474.92
R 851 401 9704-00 UKM 1 FREDDY CHANDRA BPM 140,000,000.00
9 851{015652{0 UKM.I M.YUSUF BPM 100,000,000.00
't0 851401 1703{0 UKM 1 REMCITA SARIWARNA PT BPM 2,100,000,00
tJ 851-(01 1i 1 1{0 UKM 1 REMCITA SARIWARNA PT BPM 286,323,976,01
ta 851-(01 1720{0 UKM 1 REMCITA SARIWARNA PT BPM 106,458,666.00
l? 851-(019763{0 UKM 1 SISWANTO BPM 875,000,00
14 851{019771{0 UKM 1 SISWANTO BPM 814,300.00
tq 851{019780{0 UKM,I SISWANTO BPM 47,500,000,00
16 81il023306{0 UKM 1 u LrP HWEE (EX NATTN) *f t DANA ASIA 65,955,155.14
aa 824{0A091{0 UKM 1 i *". INTAN 974,483,980,42
18 824{023283{0 UKM 1 r,r INTAN 2,610,532,602,00
19 824{022s03{0 UKM 1 SINARAKASTAW*I(F1^ t ELl --/ INTAN 499,628,932.00
20 831{057521{0 UKM 1 u t'iUngf*fl-r.a: dr;'fiuf "-r- MASHILL 3,142,379.41
?1 822{m0343{0 UKM 1 f>l S''.'Ul.'--r PESONA KRI 4,550,000,00
22 822-t ?0050240 !ffir H#F PESONA KRI 2,950,000.00
','t 822{200201{0 uFirl PESONA KRI 626,376.04
at 822{n024340 .Lh#r TSILLAH TToKO MAs SUNDA KELAPA} PESONA KRI 11,113,626.00

z5 822{?00103{0 u6rT 3ETTY TRIANA PESONA KRI 3,000,000,00

?s 822{m069640 UKM 1 :ONG PERMADI PESONA KRI 3,162,326.63

2'l 822{S132440 UKM 1 HENTRI PESONA KRI 131,336,559.00

3A 822{$133200 UKM 
'

IENTRI PESONA KRI 400,000,000 00

29 822{&,{13{0 UKM IERAWATI SEBAYANG, NY. PESONA KRI 5,098,320,00

30 8U{?F?6040 UKM IGMA, PT, PESONA KRI 6,669,723.00

3l 8U{}52538{0 UKM ,OHAN FACIUS MAMESAH PESONA KRI 10,748,574,00

3? 8U{$S12?40 UKM IOHN MUFIARDI INORA PESONA KRI 200,000,000.00

33 8e2{S6r{7?40 UKM -AJU JAYA CV PESONA KRI 255,908,772.00

3[ u{&367$C UKM r,tAAS CHANIAGO B. SULTAN PESONA KRI 4,460,441.00

35 EAHSAT$40 UKM \,IADHURI PESONA KRI 50,400,000,00

36 EAXffit29{0 UKM )NG SOE HWIE PESONA KRI 25,179,566,28
?t 8A{ffi61$0 UKM 1 )NG SOE HWIE PESONA KRI 12,000,000.00

38 8It"Cffi66{ UKM 1 )ONDOK SATE JOGJA.CV PESONA KRI 1 19,392,239.00

$ EZI{.ffi{S UKM 1 SADAH UKUR, NY, PESONA KRI 7,189,930,00

d0 ffi@r6?s UKM,I SOENYOTO MRNEN PESONA KRI 2,497,053,00

d1 sn;&mets0 UKM 1 iVIDIYAWATI PESONA KRI 24,476,439.00

12 8Zl.@1S UKM 1 YUSUF ZAINAL PESONA KRI 4,428,512.00

{it carffi!.{10 UIGI 1 IIARCORINDO PERKqSA SAKTI, PT UPPINDO 258,289,662.00

u Erfffiss UKM 2 GRi/tA INDM AKEN 2,500,000,00

45 fit{*mils UXlil2 !{ARGONO AKEN 5,715,487.00

{6 firffit'& uKt{ 2 \4OCH. HATTA, TS. AKEN 1,297,549,00

17 sfld0ff,E{s Ul0rl2 RINUDIYANTO AKEN 10,484,207.00

{8 t$|ffifns IJK{2 {NTON I'IARTM BAHARI 45,2U]74,58

4S tc*.|ffiffi.s rJro{ 2 \$TOII IIARTHA BAHARI 25,000,000,00

50 a+ru$,& txt{2 tl'{TOI{ MARTHA BAHARI 25,000,000.00

5l a Eas t (x2
'VAHYU 

ARTA PERSADA Pr BAHARI 34,993,972.61

l , ( /
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ffir792$0 UKM 2 WOEN HON FEN BAHARI 5Mfto-0d6,24 ' 'r/",r.// .#
w'2r40 UKM 2 MARIUS LESMANA BAJA zso,ood0o0.oo' ' t ' , / 1i

rcf,n940 UKM 2 VARIUS LESMANA BAJA 750,000,000.00 s
m{808{0 UKM 2 )RIMA BOGA SENTANA.PT BAJA 60,000,000 00 r$
m*Er6{0 UKM 2 )RIMA BOGA SENTANA,PT BAJA 234,576,570.02
p4821{0 UKM 2 ]RIMA BOGA SENTANA,PT BAJA 22,860,184.00

ffil378{0 UKM 2 \,I, RIDWAN T. KALIA BIM 18,203,615 00 :tB
sm49-00 UKM 2 \4UCHTARUDIN BUS 91,190,756,67 '.
re;20140 UKM 2 VIUCHTARUDIN BUS 46,051,540,00 €rJ

ml66340 UKM 2 \IUCHTARUDIN BUS 500,530,00

rc1120{0 UKM 2 -IANA TJENDRAWAN KHARISMA 26,263,707.38

s91665{0 UKM 2 TOCHMANI ZAINUDIN METRO 10,000,000.00
!8r67340 UKM 2 IOCHMANI ZAINUDIN METRO 9,818,570.00
ml681{0 UKM 2 ROCHMANI ZAINUDIN METRO 6,392,286.26 i
@718{0 UKM 2 MWAN TJAHJONO TATA 282,608,1 38.79
@s3940 UKM 2 IRAWAN TJAHJONO TATA 100,000,000,00
w29.10 UKM 2 ANARCO UTAMA. PT. YAlvlA 928,846,443,85
re0449{0 UKM 2 IJOA FIE BOEN YAi,ilA 529,530,749 36 ;3

m0941{0 UKM 2 TJOA FIE BOEN YAMA 1,225,000 00
ro0959{0 UKM 2 TJOA FIE BOEN YAMA 86,320,000.00 $

834{28{0 UKM 5 CITRAPERSADA ADITUNGGAL .PT DANAMON 127,745,115.00 *
]34436{C UKM 5 CITRAPERSADA ADITUNGGAL .PT DANAMON 150,000,000,00
115771{0 UKM 5 HARIS M DANAMON 2,337,700,00
r1332440 UKM 5 HAStv1IDAYATI DAltA.ttlot'i r, 1,714,100.00

c1013440 UKM 5 JAP SETIAWAN '**/ &.AMtMo rdt *'-J34,803,986 00

n3&6{0 UKM 5 JHONNY G ,4F:, tt "1i.
a 260,096,380.00

10698{0 UKM 5 MARN| 
"-.{ t  { :  i" t- . .*, , jtttffioN 9,550,600.00 d

| 1S86{0 UKM 5 SALMY KASIM "-,rofl} 
-{ 'tt' .Fna' DANAMON 20,249,300,00

r383984C UKM 5 su[4ARDl', ff -&/'] DANAMON 14,492,500 00
4560r{0 UKM 5 renan xorb T DUTA 50,000,000.00
115708{0 UKM 5 agRen xold DUTA 50,000,000.00
m7395-00 UKM 5 DARN,IAWATI DUTA 't3,000,000,00

n939E{0 UKM 5 DARMAWATI DUTA 24,962,299.00
m734400 UKM 5 RUDIANA M, DUTA 31,210,417.00
10s347{0 UKM 5 RUDYANA M DUTA 18,429,824.25 ,"*

s036?40 UKM 5 SONG HAY NIE QQ CIPUTRA RESIDENCE,PT, JAYA 81,662,702,74 .lt:,,*
e0085840 UKM 5 ANITA OKTAVIA TAI'lARA 115,502,'12't .00

.:
;li

20086m UKM 5 ANITA OKTAVh TAtvtAM 212,960.00 ]i
;;

*

20180340 UKM 5 ANITA OKTAVIA TAiNAM 37,500,000,00

P0240140 UKM 5 ANITA OKTAVIA TAM,qRA 76,100,000.00

ru911{0 UKM 5 ATLANTIK PURIMAS PT. TAIIAM 183,632,475,00 ii
s3920-00 UKM 5 ATLANTIK PURIMAS PT. TAt\,lARA s0,000,000.00
f?648{0 UKM 5 GUNA MEGAH INTERLAND. PT. TAlvlARA 14,151,929.00 r:l
s4837S0 UKM 5 JO MIAU KHENG /JOHAN TAli{AM 35,000,000,00

0+845-W UKM 5 JO MIAU KHENG / JOHAN TAI/ARA 8,107,212.00 ..:;
r,ii

s316640 UKM 5 MARYAM TAN/IAM 893,360.00 , t ; .*

74-00 UKM 5 MARYAM TAN,,IAM 25,000,000.00

trf240 UKM 5 MISNARTA TAIIARA 132,'169,937.00 .:::.{
1{0 UKM 5 MISNARTA TAMARA 100,000,000.00 ,.1;$

.1,],r
12,5283fi,725.fi ,2721'&1$

.i

ffi
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